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Pengantar

“Situasi Indonesia 
Menyongsong WPFD 

2017”

Pers berfungsi selain memenuhi hak untuk 
tahu dan hak atas informasi, juga merupakan 
sebuah sarana bagi warga negara menyatakan 
pikiran dan pendapat serta memiliki peranan 
penting dalam negara demokrasi. Pers yang bebas 
dan bertanggung jawab juga  merupakan salah 
satu unsur bagi negara dan pemerintahan yang 
demokratis. 

Pasal 2 Undang-Undang No 40 tentang 
Pers menyatakan bahwa pers memilki tugas 
mewujudkan kedaulatan rakyat yang berasaskan 
prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan 
supremasi hukum. Inti dari demokrasi adalah 
ada kesempatan bagi aspirasi dan suara rakyat 
dalam mempengaruhi sebuah keputusan. Dalam 
demokrasi juga diperlukan partisipasi rakyat, 
yang muncul dari kesadaran politik untuk ikut 
terlibat dan andil dalam sistem pemerintahan. 
Pada berbagai aspek kehidupan di negara ini, 
sejatinya masyarakat memiliki hak untuk ikut 
serta dalam menentukan langkah kebijakan suatu 
negara.

Pers merupakan  pilar demokrasi ke-4 setelah 
eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pers sebagai 
kontrol atas ketiga pilar itu dan melandasi 
kinerjanya dengan check and balance. Untuk 
dapat melakukan peranannya perlu dijunjung 
kebebasan pers dalam menyampaikan informasi 
publik secara jujur dan berimbang. Selain itu, 
untuk menegakkan pilar ke-4 demokrasi, pers 
juga harus bebas dari kapitalisme dan   politik. 
pers yang tidak sekadar mendukung kepentingan 
pemilik modal dan melanggengkan kekuasaan 
politik tanpa mempertimbangkan kepentingan 
masyarakat yang lebih besar.

Pengertian kemerdekaan pers itu mencakup 
dua hal. Pertama adalah struktur (freedom from) 
dimana kemerdekaan pers dipahami sebagai 
kondisi yang diterima oleh media sebagai hasil 
dari struktur tertentu. Negara disebut bebas apabila 
tidak ada sensor, bebas dari tekanan pada jurnalis, 
bisa independen di tengah pengaruh lingkungan 
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ekonomi termasuk kepemilikan, tak ada aturan 
hukum yang mengekang kemerdekaan pers, bebas 
dari tekanan sosial dan politik. Yang ke-2 adalah 
performance (freedom to) dimana kebebasan 
pers juga diukur dari  bagaimana cara pers 
menggunakan kemerdekaan tersebut. Misalnya, 
apakah liputan media telah jujur dan adil (fair), 
mengungkapkan fakta yang sebenarnya, membela 
kepentingan publik. 

Masyarakat pers internasional memuji 
kebebasan pers di Indonesia. Dalam berbagai 
pertemuan internasional, Undang-Undang No 
40 Tahun 1999 tentang Pers, dipuji sebagai 
salah satu undang-undang yang mumpuni dan 
menghormati prinsip-prinsip kebebasan pers yang 
berlaku secara universal. Di tingkat regional, UU 
ini memberikan inspirasi kepada Myanmar dan 
Timor Leste untuk mengadopsinya.

Pasca 17 tahun pemberlakuan UU No 40/1999 
memang menunjukkan secara signifikan bahwa 
pers di Indonesia menjadi pilar ke-4 demokrasi 
yang tangguh. Bisa dikatakan ketika kepercayaan 
kepada negara mulai runtuh, pers mampu 
memberikan harapan kepada masyarakat bahwa 
negara ini masih bisa diperbaiki. Betapa tidak, di 
Indonesia istilah trias politica telah diplesetkan 
oleh sejumlah kalangan menjadi trias corruptica 
dan eksekutif, legislatif dan yudikatif diplesetkan 
sebagai executhieves, legislathieves, dan 
yudicathieves. Ketika ketiga pilar utama dalam 
sistem demokrasi ini digerogoti praktek korupsi. 
Pers sebagai pilar ke-4 bukan hanya berhasil 
membangun kepercayaan publik tapi juga secara 
aktif ikut membongkar praktek-praktek korupsi 
yang ada. 

Bila pada tahun 1980-an, di jaman Orde Baru  
pers di Indonesia tak berani mengungkapkan 
skandal yang melibatkan para pejabat, kini 
pers telah berhasil menjalankan fungsi sebagai 
watchdog atau “anjing penjaga”. Pers saat ini telah 
berhasil menjalankan fungsi pengawasan atas 
tiga hal yaitu sebagai sarana kontrol publik bagi 

penyelenggaraan kekuasaan, dinamika sosial, dan 
praktek bisnis. Pasca pemberlakuan UU 40/1999 
tentang Pers di jaman pemerintahan BJ Habibie, 
pers tumbuh berkembang hingga mencapai 
sekitar 1.600 media cetak. Namun, jumlah ini 
segera susut berguguran begitu Pemilu 1999 usai. 
Rupanya saat itu ada banyak media sengaja dibuat 
oleh partai politik, politikus dan pengusaha yang 
berlomba untuk memperoleh pengaruh politik dan 
kekuasaan.

Data media di Indonesia saat ini diperkirakan 
ada sekitar 2.000 media media cetak. Namun, 
dari jumlah tersebut hanya 320 media  cetak 
yang memenuhi syarat disebut sebagai media 
profesional (Data Pers 2015). Sedangkan media 
online/siber diperkirakan mencapai angka 43.300, 
tapi yang tercatat sebagai media profesional yang 
lolos verifikasi hanya hanya 68 media  online saja. 
Selain itu, hingga akhir 2014 tercatat ada 674 
media radio dan 523 media televisi.  

Secara umum media saat ini, pasca Pemilu 
2014, terbagi menjadi tiga  kelompok. Antara 
lain media profesional, media partisan, dan media 
abal-abal. Kita semua tahu saat ini ada sejumlah 
pemilik media bikin partai politik, ada orang 
partai yang memiliki media, ada media yang loyal 
mencitrakan partainya, ada media loyal membela 
kepentingan pemiliknya saja, ada media yang 
melalui model framing berita, talkshow, liputan 
khusus, hingga sekilas info, dan teks berjalan 
(running text)  mempersepsikan beritanya untuk 
kepentingan tertentu, 

Acara-acara  media  TV,  te rmasuk 
pemberitaannya, sepertinya terbelah menjadi 
dua kekuatan yaitu mendukung pemerintah tanpa 
reserve dan lainnya menjadi oposisi yang super 
kritis. Sisa TV lainnya adalah tetap konsisten 
memilih gosip, infotainment, opera sabun India/
Turki, dangdut, hantu sebagai pilihan utama untuk 
meraup rating versi AC Nielsen. 

Situasi pers indonesia di tengah iklim 
kemerdekaan pers ini betul-betul memprihatinkan. 
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Butuh sikap kedewasaan dari para pemilik media 
dan juga pimpinan redaksi untuk mengembalikan 
jati diri dan fungsi pers dalam ikut mewujudkan 
cita-cita negara Indonesia sebagaimana tercantum 
dalam Pasal 6 Undang-Undang No 40 Tahun 
1999 tentang Pers. Antara lain memenuhi hak 
masyarakat untuk mengetahui; menegakkan 
nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya 
supremasi hukum, dan HAM, serta menghormati 
kebhinekaan; mengembangkan pendapat umum 
berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan 
benar; melakukan pengawasan, kritik, koreksi, 
dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan 
pemerintahan, bisnis, kepentingan umum. Dan 
yang terakhir adalah memperjuangkan keadilan 
dan kebenaran.

Jurnal Dewan Pers No 13 kali ini memuat 
tulisan sejumlah tokoh ang meiliki rekam jejak 
dalam menggeluti dunia hukum dan pers antara 
lain Prof Dr. Bagir Manan, Ashadi Siregar, 
Winarto, Yadi Hendriana, Herik Kurniawan, dan 
Artini. Adapun topik yang diangkat antara lain 
adalah  “Pers Indonesia dan Hari Kemerdekaan 
Pers Sedunia”, “Dari Kebebasan Pers Ke Profesi 
Jurnalisme”, “HAM, Kebebasan Berekspresi  
Dan Kemerdekaan Pers”, “Kaum Muda Generasi 
Internet, Motor Penggerak Perubahan”, “Baju 
Pelindung Jurnalis”, “Ujaran Kebencian dan 
Malapraktik Jurnalis Televisi”, serta “Pemberitaan  
Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak”.

Selamat membaca.

Yosep Adi Prasetyo
Ketua Dewan Pers
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KEBEBASAN PERS 
DI INDONESIA: 

ANTARA 
TANTANGAN DAN 

HARAPAN

Editorial

Peringatan World Press Freedom Day tahun 
2017 di Indonesia merupakan peringatan Hari 
Kemerdekaan Pers Dunia  yang ke 26, yang 
merupakan pertama kali kembali diadakan di Asia 
Tenggara setelah 15 tahun diadakan di negara-
negara Eropa, Amerika, Amerika Latin dan Afrika. 
Inti peringatan Hari Kemerdekaan Pers Dunia 
ini adalah  untuk memperingati prinsip-prinsip 
dasar kebebasan pers di dunia, yakni  kebebasan 
mendapatkan informasi sebagai kebebasan dasar 
dan hak asasi manusia,  melindungi kebebasan 
pers dari sensor, serta memastikan keamanan 
praktik-praktik jurnalisme. Peringatan World 
Press Freedom Day sekaligus juga untuk 
memberikan penghormatan kepada jurnalis yang 
mendapat tekanan, ancaman, hukuman penjara 
bahkan kehilangan nyawa dalam menjalankan 
tugas jurnalistik, dengan pemberian penghargaan 
“Guillermo Cano World Press Freedom Prize”  
kepada individu, organisasi atau institusi yang 
telah memperjuangkan kebebasan pers, terutama 
yang berisiko tinggi.

Tentunya UNESCO memiliki kriteria 
untuk menetapkan Indonesia menjadi Tuan 
Rumah World press Freedom Day 2017, antara 
lain menilai bahwa Indonesia  telah berhasil 
memberikan kebebasan kepada  pers  dan media, 
serta telah menyelesaikan kasus-kasus kekerasan 
termasuk kasus pembunuhan terhadap wartawan.  
Penanganan kasus yang terakhir  dipertanyakan  
oleh UNESCO adalah kasus pembunuhan 
wartawan Radar Surabaya  a/n Herliyanto di 
Probolinggo, Jawa Timur tahun 2006. Laporan 
dari Kepolisian Republik Indonesia  menyatakan 
telah memproses para tersangka, dan telah 
dilaporkan kepada Komisi Nasional Indonesia 
untuk UNESCO dan disampaikan ke kantor pusat 
UNESCO di Paris, meski dari 7 tersangka masih 
tersisa tiga orang yang menjadi Daftar Pencarian 
Orang (DPO). 

Peringatan World Press Freedom Day di 
Indonesia dengan kata lain menjadi komitmen 
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Indonesia sebagai Negara yang sukses  menjalani 
transisi menjadi negara demokratis sejak reformasi 
1998 untuk mendorong  praktik media yang 
bebas, profesional dan pluralistik, yang mengarah 
ke masyarakat yang lebih terbuka, transparan 
dan lebih bebas dalam berekspresi. Implementasi 
dari komitmen ini tentunya akan menjadi  tolok 
ukur  sejauh mana praktik-praktik kebebasan 
pers di Indonesia dicapai. Apakah   Indonesia 
telah memberikan kebebasan kepada pers dan 
media tanpa ada tekanan dan intervensi dari pihak 
manapun sejak reformasi 1998,  khususnya sejak 
diundangkannya Undang-Undang no 40 tahun 
1999. 

Sebagai perwujudan amanah UU no 40/1999 
terkait hak publik untuk mengetahui, dalam 
kurun waktu 17 tahun setelah reformasi 1998,  
pertumbuhan media di Indonesia berkembang 
pesat tanpa hambatan, terutama pertumbuhan 
media cetak yang kini mencapai 2000, media 
online lebih dari 40.000, radio 674 dan televisi 523, 
termasuk televisi lokal. Memang media-media ini 
belum semua memenuhi standard  Perusahaan 
Pers sesuai dengan persyaratan Dewan Pers, 
namun sejak Reformasi masyarakat memiliki 
kemudahan mengakses informasi dengan kultur 
penyebarannya yang lebih terbuka dan transparan.     

Tantangan   dan Harapan  
Kebebasan berekspresi dan kebebasan pers 

yang diperoleh Indonesia sejak Reformasi 1998, 
sekaligus memberikan tantangan baru bagi 
masyarakat pers khususnya dan masyarakat 
Indonesia umumnya. Dalam  Penelitian Indeks 
Kemerdekaan Pers yang dilakukan Dewan 
Pers di 24 provinsi di Indonesia pada Januari 
hingga Oktober 2016 menunjukkan temuan 
bahwa di tahun 2015 Indeks Kemerdekaan Pers 
Indonesia adalah “agak bebas” dengan angka 
indeks 62,81 diukur dari skala 0-100. Indikator-
indikator yang menunjukkan kondisi “agak 
bebas” khususnya dalam konteks kebebasan dari 

campur tangan atau intervensi Negara, yakni 
kebebasan dari kriminalisasi pers, intimidasi, 
sensor serta kebebasan berserikat. Provinsi yang 
dinilai “agak baik” Indeks Kemerdekaan Persnya 
adalah Kalimantan Barat, Aceh, Kepulauan Riau 
dan Kalimantan Selatan. Sementara yang buruk 
adalah Bengkulu dan Papua Barat.  Hal ini sangat 
berbeda dibandingkan sebelum reformasi 1998, di 
mana intervensi dan campur tangan pemerintah 
sangat besar terhadap pers dan media, khususnya 
melalui mekanisme kontrol Surat Izin Usaha 
Penerbitan Pers (SIUPP) dan pembredelan atau 
penghentian program siaran. Namun  di era 
pasca reformasi tantangan baru muncul, yakni 
persoalan independensi media berhadapan dengan 
kepentingan dan intervensi pemilik perusahaan 
pers. Fenomena ini terutama muncul sejak 
pelaksanaan Pemilihan Umum 2014, di mana para 
pemilik media ikut terjun ke dunia politik. 

Sementara itu di tingkat provinsi Kemerdekaan 
Pers mengalami kendala, khususnya menyangkut 
ketergantungan perusahaan media terhadap 
sumber dana dari Pemerintah Daerah dalam 
bentuk kerja sama pemasangan Iklan, yang sedikit 
banyak mempengaruhi konten berita dari ruang 
Redaksi. Maka penegakan Kode Etik Jurnalistik 
dan independensi media kini menjadi tantangan 
besar yang harus dibuktikan oleh Media.

Penelitian juga memperlihatkan tidak banyak 
ditemukan kasus kekerasan terhadap wartawan 
di tahun 2015. Namun memasuki tahun 2016 
kekerasan terhadap wartawan mengalami 
eskalasi. Apabila pada masa sebelum Reformasi, 
pelaku kekerasan terhadap wartawan banyak 
dilakukan oleh aparat negara, pada masa pasca 
Reformasi bertambah yakni dilakukan oleh aparat 
Negara maupun masyarakat sendiri, preman atau 
partai politik. Bentuk kekerasan mulai dari bentuk 
intimidasi, serangan fisik, perusakan  alat kerja, 
menghalang-halangi saat kerja hingga kekerasan 
ekonomi.

Dalam tulisan Ketua IJTI, Yadi Hendriana, 
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tercatat pada Februari hingga April tahun 2016 
setidaknya ada enam kasus kekerasan terhadap 
jurnalis yang menonjol dan pelakunya didominasi 
oleh aparat.  Pada 10 Februari 2016, terjadi 
perampasan foto jurnalis Radar Malang oleh 
anggota TNI AU, saat meliput jatuhnya pesawat 
Super Tucano di Blimbing, Malang, Jawa Timur. 
Kekerasan terhadap jurnalis kemudian terjadi pada 
8 Maret 2016, di Bulukumba, Sulawesi Selatan 
dan 14 Maret 2016 juga terjadi kekerasan terhadap 
wartawan yang dilakukan pengunjung sidang 
pada saat meliput persidangan di Pengadilan 
Negeri Tanjungkarang, Lampung. Pada April 
2016, kekerasan terhadap jurnalis tercatat  tiga 
kali, masing - masing, pada 19 April, jurnalis 
dari Padang TV dan  Koran Padang bentrok 
dengan petugas lapas Painan, Padang, saat ditolak 
melakukan peliputan tahanan yang melarikan diri. 
Selanjutnya, 23 April terjadi intimidasi terhadap 
fotografer lokal yang sedang meliput kerusuhan 
di LP Banceuy, Bandung, Jawa Barat dan 25 
April, jurnalis di  Kabupate Dogoyai, Papua 
juga diintimidasi pejabat Diknas saat melakukan 
peliputan aksi demonstrasi.

Kasus yang menonjol lainnya yakni kekerasan  
terhadap jurnalis yang diduga dilakukan oleh 
oknum prajurit TNI Angkatan Udara dari 
Pangkalan Udara (Lanud) Soewondo Medan, 
saat meliput bentrokan antara warga dan TNI AU 
di Sari Rejo, Polonia, Medan, Senin 15 Agustus 
2016. Dalam kasus ini bahkan salah satu korban 
wartawan perempuan mengalami pelecehan. 

Realitas ini sesungguhnya menjadi ironi, di 
saat kehidupan pers di Indonesia mendapatkan 
kebebasan dan jurnalis dilindungi oleh Undang-
Undang no 40 tahun 1999 dalam melaksanakan 
tugas jurnalistiknya, kekerasan demi kekerasan 
terhadap wartawan terjadi dengan frekuensi yang 
relatif tinggi. Tantangan tersendiri bagi jurnalis 
perempuan, di samping harus berjuang di ruang 
redaksi mengangkat isyu-isyu yang memiliki 
sensitivitas gender terkait peristiwa social 

masyarakat,  juga harus melindungi diri dari 
perlakuan kekerasan dan pelecehan saat meliput, 
khusunya di tempat yang rawan. Sehingga 
tantangan ke depan Jurnalis benar-benar harus 
membekali diri dengan pengetahuan tentang 
keselamatan, zona restricted,  tempat konflik atau 
bencana dan memiliki technical skill meliput di 
tempat berbahaya.  Namun tanggung jawab yang 
lebih besar adalah dari Perusahaan media tempat 
wartawan bekerja. Perusahaan harus memberi 
perlindungan yang maksimal, baik sebelum, 
saat dan pasca peliputan dan kejadian kekerasan, 
mulai dari perlindungan asuransi, memberi 
perlengkapan kerja yang memadai hingga upaya 
trauma healing.  Dan yang lebih penting lagi  
masyarakat termasuk TNI dan POLRI harus  
memahami pekerjaan wartawan. Untuk itu 
Dewan Pers telah menandatangani  MoU dengan 
Kepolisian Republik Indonesia dan Panglima TNI 
dalam upaya pencegahan serta penanganan kasus-
kasus kekerasan terhadap wartawan.    

Perkembangan pers di Indonesia adalah  
antara  “tantangan”  dan “harapan”, yang  berjalan 
beriringan.  Kehadiran teknologi digital di akhir 
tahun 1990-an, khususnya bagi perkembangan 
media, memunculkan  perilaku dan kultur 
yang baru dalam mengkonsumsi informasi. Di 
satu sisi hadir kaum muda generasi internet,  
yang menjadi harapan baru hadirnya jurnalis 
muda yang menguasai konvergensi media, 
dengan karkateristik diseminasi informasi  
lebih cepat, multi platform, mobile, langsung 
dengan jangkauan lintas Negara. Tantangannya, 
para jurnalis muda di era digital ini harus  
meningkatkan kompetensi, menegakkan sikap 
profesionalitas  dan menjunjung integritas dan 
etika, termasuk bertetika di dunia maya. Di sisi 
lain, perusahaan media harus beradaptasi dan 
mampu memanfaatkan teknologi digital ini 
sebagai  peluang dan harapan.

Dalam peringatan World Press Freedom Day 
ke 25 di Helsinki Finlandia Mei 2016, kajian 
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soal anak muda menjadi  diskursus tersendiri, 
khususnya  UNESCO  melakukan kajian  
peran anak muda di negara-negara Kawasan 
Mediterania, dengan tema “Anak Muda di Layar”  
atau “Youth on Screen”. Program pemberdayaan 
anak remaja di kawasan Mediterania termasuk 
Negara-negara Eropa, Timur Tengah dan Afrika 
ini antara lain mencakup  “training, program 
debat, capacity building” dan kegiatan lain yang 
memberi ruang bagi anak muda dan remaja, 
bukan hanya menjadi obyek dari tayangan di 
layar, tetapi sekaligus menjadi pelaku yang 
merancang dan memproduksi program atau 
jurnalis yang memproduksi berita yang sesuai 
dengan kebutuhan dan dunia anak remaja. Bahkan 
berita politik dikemas dengan pendekatan dan 
gaya remaja. 

Kelompok remaja dan anak muda sebagai 
lapisan terbanyak dalam populasi dunia dinilai 
krusial dan menjadi kelompok yang strategis, 
yang akan membuat pembaharuan di masa depan. 
Untuk itu  diskursus menyiapkan generasi yang 
cerdas, kreatif dan memiliki potensi,  bagi masa 
depan dunia yang lebih baik menjadi salah satu 
pesan dalam peringatan Hari Kebebasan Pers 
Dunia 2017.  Pada peringatan Hari Kemerdekaan 
Pers Dunia ke 26 di Indonesia,  Potret anak muda 
Indonesia di bidang media juga akan menjadi 
salah satu tema diskusi penting. Inilah pesan dari 
Indonesia untuk World Press Freedom Day 2017.

Ratna Komala
Pemimpin Redaksi Jurnal Dewan Pers/
Ketua Komisi Penelitian, Pendataan 

dan Ratifikasi Perusahaan Pers  
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PERS INDONESIA 
dan HARI 

KEMERDEKAAN PERS 
SEDUNIA
Bagir Manan

“For freedom, we know, is a thing that we 
have to conquer afresh for ourselves, every 
day, like love, and we are always losing 
freedom, just as we are always losing love, 
because, after each victory, we think we 
can now settle down and enjoy it without 
further stuggle ... The battle of freedom 
is never done, and the field never quiet”.
(Henry W. Nevinson dalam Harold J Laski, 
A Grammar of Politics).

Pendahuluan

Kalau tidak ada aral – dirintangkan, pada 
tahun 2017, pers Indonesia, dipercaya 
sebagai penyelenggara peringatan 

Hari Kemerdekaan Pers Sedunia (World Press 
Freedom Day). Hal ini bukan sekedar pertanda, 
melainkan kepercayaan, kemerdekaan pers di 
Indo-nesia ada, hidup dan berkembang di tanah air 
kita. Kemerdekaan pers di Indonesia merupakan 
suatu kenyataan (the living reality).

Tentu saja, pers Indonesia tidak hanya 
memperingati hari penting itu di Jakarta, tetapi 
di tempat-tempat lain. Kita dapat melakukan 
kegiatan memperingati hari kemerdekaan pers 
di Jogyakarta, di Pekanbaru, di Pontianak, di 
Balikpapan dan lain-lain tempat.

Pers Indonesia pernah mengakui “the 
dark period” kemerdekaan pers. Saya 
sengaja menggunakan “masa gelap”, karena: 
“Kemerdekaan atau kebebasan sebagai 
“inalienable right” hanya mungkin “surut” atau 
“disurutkan” tetapi tidak mungkin “dimatikan” 
atau “dimusnahkan”. Memperjuangkan 
kemerdekaan pers bukan sesuatu yang baru, karena 
telah dilakukan sejak masa kolonial. Walaupun 
ada ancaman “haatzaai artikelen”, pers masa 
itu tidak surut menggunakan hak atas kebebasan 
pers. Akibatnya, ada pimpinan surat kabar yang 
“dengan senang hati” menjadi narapidana. Hal 
serupa dialami pada masa Orde Lama. Mochtar 
Lubis tidak gentar diadili dan selanjutnya dalam 
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status tahanan selama ± 7 tahun. 
Itulah sebabnya, begitu Reformasi (1998), 

kemerdekaan pers Indonesia dengan cepat 
muncul kembali karena memang tidak pernah 
mati.  Kalaupun kemerdekaan pers itu benar-
benar mati atau sirna, bukanlah karena 
“dimatikan” atau sekedar berpirau, tetapi karena 
pers yang mematikan diri sendiri, melepaskan 
hak kemerdekaannya sendiri dengan cara menjadi 
bagian atau menjadi kolaborator kekuatan anti 
(kekuatan yang memusuhi) kemerdekaan pers. 

Makna kemerdekaan pers
Esensi kemerdekaan pers – sebagaimana 

makna kemerdekaan pada umumnya mengandung 
beberapa muatan:

Pertama; dalam makna yang umum. 
Kemerdekaan itu adalah kebebasan melakukan 
segala yang dikehendaki kecuali yang dilarang. 
Dalam konteks demokrasi, seperti diajarkan 
Rousseau; suatu pemerintahan yang sah kalau 
dijalankan atas dasar volonté generale (general 
will). Pembatasan kemerdekaan pers (demikian 
pula pembatasan kemerdekaan lainnya), hanya sah 
dan benar apabila ditetapkan atas dasar general 
will, bukan kehendak perorangan atau suatu rejim 
yang berkuasa. Dalam konteks pers, kemerdekaan 
itu adalah kebebasan melakukan semua kegiatan 
jurnalistik kecuali yang dilarang. Namun untuk 
pers, pengertian “yang dilarang” bukan hanya atas 
dasar general will cq peraturan yang dibuat oleh 
yang berwenang. Pembatasan kemerdekaan pers 
didasarkan pula pada tuntutan etik pers dan asas 
profesionalitas pers.

Kedua ;  kemerdekaan pers  adalah 
“independensi” dari segala perintah (harus 
dilakukan atau larangan dilakukan) dari atau 
ketundukan pihak yang berkuasa.

Ketiga; kemerdekaan pers adalah bebas 
dari segala bentuk pengawasan (kontrol), dalam 
menjalankan tugas jurnalistik, kecuali oleh 
institusi yang ditetapkan sendiri oleh masyarakat 

pers.
Keempat; kemerdekaan pers adalah bebas dari 

segala yang dapat mempengaruhi pelaksanaan 
tugas jurnalistik, seperti pengaruh kepen-tingan 
atau pengaruh uang.

Pertanyaannya: “Sejauh mana pers Indonesia 
yang merdeka telah memenuhi berbagai kriteria 
di atas?” Hal ini bertalian dengan faktor-faktor 
internal dan faktor-faktor eksternal pers (diuraikan 
pada rubrik-rubrik berikut).

Faktor-faktor internal 
Faktor internal adalah faktor dalam diri pers 

sendiri. Dalam berbagai catatan dan diskusi 
selama berada dalam lingkungan Dewan Pers 
saya acapkali menyampaikan: “kebebasan atau 
kemerdekaan yang tidak mengenal batas dan tidak 
bertanggung jawab, akhirnya akan membunuh 
atau mematikan kebebasan atau kemerdekaan itu 
sendiri. Begitu pula kemerdekaan pers yang tidak 
mengenal batas, akan mematikan kemerdekaan 
itu sendiri. 

Bung Hatta – meskipun dalam konteks di 
luar pers, menyatakan: “kebebasan yang tidak 
mengenal batas, tidak disertai tanggung jawab 
akan berujung pada anarki (Demokrasi Kita). 
Gejala semacam ini, ada pada sebagian pelaku 
pers kita. Entah karena sedang “mamayu” 
kemerdekaan yang pernah hilang, atau didorong 
untuk keinginan menggunakan pers untuk 
meraih berbagai keuntungan, dijumpai cara-
cara menggunakan kemerdekaan pers yang 
tidak mengindahkan prinsip-prinsip pers yang 
menjunjung tinggi hukum, kode etik, dan tradisi 
pers yang baik.

 Salah satu wujud pers semacam itu adalah 
menggejalanya pers abal-abal, pers propa-
ganda, pers yang hanya memuat kebencian 
bahkan mefitnah pihak lain. Namun, ada pula 
yang semata-mata kecerobohan, kurang kearifan 
menggunakan kemerdekaan pers, atau karena 
terlalu bernafsu menggunakan kemerdekaan atau 
kebebasan tanpa memperhitungkan akibat buruk 
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yang akan terjadi. Dari beberapa keterangan yang 
dimuat media, peristiwa sedih yang terjadi di 
Tanjung Balai, akibat kecerobohan atau kekurang  
hati-hatian media sosial.

Selain fakor-faktor di atas, persaingan yang 
bebas antar pers juga dapat mencederai nilai 
kemerdekaan pers. Pers bukan lagi sebagai forum 
“free market of ideas”, bukan lagi sebagai “the 
broker of ideas”, tetapi menjadi alat persaingan 
ekonomi dan berlaku “siapa cepat akan dapat”. 
Sekedar cepat-cepatan, dengan meninggalkan 
prinsip kehati-hatian, checks and recheck. Kalau 
ada kesalahan sudah tersedia pranata “hak jawab, 
koreksi dan minta maaf”

Faktor eksternal 
Ada beberapa sumber eksternal kesulitan 

membangun kemerdekaan atau kebebasan pers.
Pertama; sistem atau tatanan politik. Tidak 

ada yang akan membantah, sejak reformasi, 
secara politik Indonesia adalah sebuah negara 
yang menjalankan demokrasi seperti kebasan 
berpolitik, kebebasan berapat dan berkumpul, 
dan lain-lain. Namun dalam kenyataannya, sistem 
dan tatanan politik yang berbasis demokrasi 
tersebut, di sana sini masih menunjukkan 
keinginan mengendalikan kemerdekaan pers yang 
mencederai demokrasi itu sendiri seperti ancaman 
pidana dalam UU ITE. 

UU Kebebasan Memperoleh Informasi yang 
mengatur pembatasan hak memperoleh informasi 
tanpa rincian. Sesuatu pembatasan tanpa rincian 
adalah sarana efektif arbitrary. Bahkan pers 
pernah heboh, karena ada hasrat menghidupkan 
ketentuan kolonial: “menyebarkan kebencian atau 
menyebarkan permusuhan (haatzaai artikelen). 
Kita percaya ada “itikad baik” menghidupkan 
ketentuan ini, tanpa mempertimbangkan ukuran 
manfaat dan mudarat. Dapat dipastikan, ketentuan 
semacam haatzaai artikelen, akan lebih besar 
mudarat dari manfaat. Selain itu, dihadapi pula 
peristiwa-peristiwa kekerasan terhadap pers 

(wartawan) baik dari aparat pemerintah, kekuatan-
kekuatan pelindung suatu kepentingan. 

Kedua; kesadaran publik. Selama ini, setiap 
polling mengukur tingkat kepercayaan publik, 
pers selalu mendapat kepercayaan publik tertinggi. 
Apakah hal tersebut menunjukkan publik benar-
benar menyadari peran pers cq korelasi tingkat 
kepercayaan itu dengan kemerdekaan pers. Belum 
tentu. Apalagi dalam makna kemerdekaan pers 
yang bertanggung jawab.

Sebagian publik, hanya memberi makna 
kemerdekaan pers dalam batas “memberi atau 
melayani kepuasan publik”. Publik sama sekali 
belum mempertalikan pers dengan “the essential 
mission” (mencerdaskan bangsa, mendorong 
kemakmuran dan kesejahteraan). Tidak heran, 
kalau kepuasan publik terutama karena pers cq 
pers siaran penuh dengan acara hiburan yang tidak 
terikat dengan suatu kualitas yang diharapkan.

 Kemerdekaan pers semestinya tidak hanya 
digunakan untuk memuaskan selera publik tetapi 
untuk mewujudkan publik yang berkualitas  baik 
politik, ekonomi, sosial, maupun budaya.

Harus diperjuangkan
Kutipan pada permulaan catatan ini, berbicara 

mengenai pertalian kita dengan kemerdekaan 
atau kebebasan. Kemerdekaan (freedom) – 
demikian kutipan itu – seperti halnya cinta adalah 
sesuatu yang harus setiap saat (setiap hari) diraih 
dan diperjuangkan agar selalu berada dalam 
genggaman kita. 

Kita selalu kehilangan kemerdekaan seperti 
halnya kita selalu kehilangan cinta, karena 
setelah memperoleh kemenangan (memperoleh 
kemerdekaan, memperoleh cinta), kita merasa 
telah beres dan tinggal menikmati, tanpa perlu 
perjuangan lebih lanjut ... Medan pertarungan 
kemerdekaan, tidak pernah usai, dan medan 
pertempuran untuk memperoleh dan tetap 
menikmati kemerdekaan tidak akan pernah sepi. 
Demikian pula kemerdekaan pers. Reformasi, 
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UU No. 40 Th 1999, hanya memberi peluang 
atau kesempatan kemerdekaan pers. Secara 
substantif kemerdekaan pers tergantung pada 
ketangguhan pers untuk selalu berusaha mengisi 
dan mempertahankannya. 

Dapat pula ditambahkan bahwa kemerdekaan 
pers tidak sekedar “press freedom forthe sake 
of press freedom”. Kemerdekaan pers menjadi 
“spearhead” untuk membangun peradaban yang 
luhur yang berisi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan 
dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia, dan 
secara khusus untuk rakyat Indonesia.

Simpulan

Ada pula baiknya pada catatan penutup ini 
dikutip tulisan McIver (The weh of government). 
Semua orang – tidak terkecuali pers: “conceived 
a fine passion for liberty, but they had little 
care for the conditions of liberty” (semua orang 
mempunyai tanggapan yang sangat baik terhadap 
kebebasan, tetapi sangat sedikit yang memberi 
perhatian terhadap syarat-syarat yang mesti ada 
agar kebebasan bermakna). (bm/art)

Ketua Mahkamah Agung 2001-2008
Ketua Dewan Pers 2010-2016
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DARI KEBEBASAN 
PERS KE PROFESI 

JURNALISME
    Ashadi Siregar

					   
	  

Pendahuluan
Bagaimana kita menyikapi terbitnya ratusan 

suratkabar, majalah dan tabloid, atau semakin 
gencarnya program siaran berita dan unjuk 
bicara (talkshow) di media televisi dan radio, 
serta media berita dalam jaringan (online) 
sekarang? Boleh dibilang ini merupakan wujud 
dari euforia kebebasan pers. Sembari itu pula, 
adanya unjuk rasa terhadap stasiun televisi atau 
pendudukan kantor koran oleh massa, bahkan 
tindakan kekerasan terhadap jurnalis, dapat dilihat 
sebagai anti klimaks, yang datang dari euforia 
komunalisme. Begitulah tekanan terhadap pers 
yang tadinya datang dari kekuasaan negara, kini 
beralih datang dari kekuasaan komunal massa. 

Setiap tekanan terhadap media pers atau 
pekerja pers dalam menjalankan tugasnya, biasa 
dipandang sebagai gangguan terhadap kebebasan  
pers. Pandangan ini bertolak dari konsep bahwa 
kebebasan pers merupakan hak yang melekat 
pada institusi pers. Tentu saja konsep ini benar, 
tetapi hanya melihat separoh persoalan di antara 
media pers dan masyarakat. Setiap kebebasan 
pada dasarnya mengandung dua dimensi: BEBAS 
DARI kekuasaan luar, dan BEBAS UNTUK 
melakukan tindakan tertentu. 

Setiap kebebasan (dari dan untuk) memiliki 
batasan yang disepakati berdasarkan kaidah 
acuan nilai bersama (shared values) kultural 
dalam kehidupan publik. Nilai ini bukanlah 
sesuatu bersifat given, tetapi merupakan wacana 
yang berkembang dari proses panjang bersifat 
sosiologis, dengan diskusi publik untuk mencapai 
konsensus sosial. Diskusi publik merupakan 
proses dialektika antara nilai-nilai normatif 
dengan kenyataan empiris kehidupan publik. Dari 
sini wacana berkembang sehingga nilai normatif 
menjadi shared values yang bersifat empiris. 
Acuan nilai bersama sebagai suatu kontrak 
sosial seluruh warga dalam kehidupan publik, 
secara sederhana adalah mencakup kesepakatan 
dan penghayatan rasional tentang apa yang 

Fokus Utama



JURNAL DEWAN PERS EDISI 1318

boleh (pantas) dan tidak pantas dilakukan dalam 
interaksi sosial. Nilai semacam ini akan berada 
dalam tataran etika kepublikan.   

Acuan  n i la i  bersama seyogianya  
dikembangkan melalui rekayasa sosial dengan 
landasan legal perundang-undangan. Kaidah 
hukum sebagai kontrak sosial yang dibentuk 
secara politis, bertolak dari nilai normatif,  
mengandung unsur pemaksa. Nilai  ini disatu 
pihak memerlukan sanksi dari kepastian hukum, 
di pihak lain menjadi landasan dalam proses 
mengembangkan diskusi publik, karenanya akan 
diikuti oleh proses sosiologis untuk melahirkan 
konsensus sosial. Kontrak sosial dengan unsur 
pemaksa negara hanya akan memiliki efektifitas 
jika berada dalam kepastian hukum secara 
kultural.  Sebab ketiadaan nilai , maka norma 
hukum akan kehilangan signifikansi manakala 
kekuatan pemaksa (termasuk kepastian hukum) 
melemah, sehingga ruang publik (public sphere) 
mengalami anomali.  

Dari struktur ke kultur
Ruang hidup bagi media pers menuntut 

landasan nilai kebebasan pers. Secara ideal 
normatif, nilai ini biasa ditempatkan dalam 
perspektif  hak azasi manusia (HAM). Platform 
keberadaan media pers adalah sebagai pemenuhan 
hak dasar warga dalam kehidupan di ruang publik. 
Karena itu,  media pers dihadirkan bukan untuk 
kepentingan jurnalis atau pengelolanya, juga 
bukan untuk kekuasaan ekonomi (internal dan 
eksternal) yang menghidupi perusahaan media, 
atau juga bukan untuk kekuasaan politik (negara 
dan kelompok komunal) yang melingkupinya. 

Kebebasan pers merupakan  salah satu dimensi 
hak asasi manusia, yaitu hak untuk membentuk 
pendapat secara  bebas dalam kaitan kehidupan 
di ruang publik (lihat Deklarasi Universal Hak 
Azasi Manusia pasal 19; Kovenan Hak-hak Sipil 
dan Politik pasal 19 dan UU RI no 39 tahun 1999 
pasal 14). Ini diwujudkan dengan tersedianya 

informasi secara bebas dan benar bagi masyarakat. 
Kegiatan ini menjadi penyangga bagi terbangun 
dan terpeliharanya peradaban modern kehidupan 
manusia. Media pers dan jurnalis merupakan 
salah satu di antara sekian banyak pelaksana bagi 
nilai bersifat azasi  ini.

Dengan orientasi pada pemenuhan hak warga 
di ruang publik, maka keberadaan media pers 
dapat dilihat melalui dua tingkat pendekatan, 
yaitu pertama secara struktural, dan  kedua  
secara kultural. Pendekatan struktural ditujukan 
pada permasalahan makro, yaitu keberadaan 
kelembagaan (institusionalisasi) media pers di 
dalam struktur sosial. Dari sini institusi  media 
pers dapat dilihat dengan dua cara, secara formal 
melalui norma hukum, dan secara empiris melalui 
praktek politik (real politic). Norma hukum dilihat 
dari Undang-undang yang mengimplementasikan 
nilai kebebasan pers. Sementara dalam praktek 
politik diwujudkan dari pola interaksi pelaku 
dari berbagai institusi publik dalam struktur 
sosial dalam menghadapi institusi media pers dan 
produknya. 

Adapun keberadaan media pers secara kultural 
dilihat pada permasalahan mikro yaitu tindakan 
profesional yang dijalankan oleh pelaku profesi 
(jurnalis). Tindakan profesional ini bertolak 
dari kultur jurnalisme, yaitu sumber moral yang 
mendasari profesi jurnalisme. Dengan kata lain, 
profesi jurnalisme digerakkan oleh nilai moral 
melalui tindakan teknis profesional seorang 
jurnalis. Nilai moral ini selamanya terdiri atas dua 
hal, bersifat formal dan empiris. Secara formal, 
nilai moral ini dirumuskan dalam kode etik (code 
of ethic) dan kode perilaku(code of conduct) , yaitu 
aturan-aturan untuk standar tindakan profesional 
kerja jurnalisme secara ideal. Sedang nilai moral 
secara empiris biasa disebut sebagai nilai praksis 
yang dapat diamati dari operasi kerja dan hasil 
kerja profesional. Operasi kerja dan hasil kerja 
dalam kaitan etis merupakan wilayah pengawasan 
dari lembaga ombudsman baik di lingkup 
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asosiasi profesi jurnalisme maupun manajemen 
perusahaan media. Pada wilayah sosial, kajian 
kritis atas hasil kerja profesional jurnalis biasa 
dilakukan oleh lembaga  pemantau media (media 
wat,  untuk memperoleh gambaran mengenai nilai 
moral praksis tersebut. 

Demikianlah tindakan profesional yang 
diwujudkan atas dasar nilai moral, akan 
menghadirkan media pers sesuai dengan 
idealisme para pelaku profesi jurnalisme sebagai 
implementasi dari fungsi imperatif yang bertolak 
dari hak dasar warga masyarakat. Untuk itu 
diharapkan tidak ada jarak antara nilai normatif 
dengan nilai praksis. Kepalsuan makna profesi 
ditandai dengan perbedaan atau pertentangan 
dunia normatif dengan praksis. Dengan begitu 
kehadiran media pers dilihat dari nilai moral 
baik formal maupun empiris dalam tindakan 
profesional jurnalisnya. Dari sinilah dilihat bahwa 
tindakan profesional yang digerakkan dengan 
moral profesi merupakan tindakan kultural. 

Aspek struktural dan kultural saling bertalian, 
dapat dilihat sebagai permasalahan makro dan 
mikro dari keberadaan media pers. Idealnya, 
keduanya bertemu dalam landasan yang sama, 
yaitu pada paradigma yang mendasarinya dalam 
dimensi hukum dan politik.  Dengan begitu 
membicarakan idealisme media pers dari sisi etik, 
tidak dapat dipisahkan hukum dan politik dalam 
paradigma ketiganya.  Jika  etik profesi jurnalisme 
berbeda dengan paradigma bagi norma hukum 
dan politik, maka pelaku profesi mengalami 
ketidaksesuaian eksistensial (misfit) dalam 
penyelenggaraan jurnalisme di ruang  publik.   

Pada level makro, aspek struktural bagi 
beroperasinya media pers dapat dilihat dari 
parameter pelaksanaan kebebasan pers melalui 
jaminan hukum atas tiga aspek yang masing-
masing terdiri atas dua sisi bersifat resiprositas 
yaitu:

1.	 Proses fakta publik menjadi informasi 
jurnalisme:  

a.	 Sejauh mana pelaku profesi media 
pers terjamin dalam menjalankan 
kewajibannya dalam mencari fakta-
fakta bersifat publik yang dapat 
dijadikan informasi jurnalisme. 

b.	 Sejauh mana pelaku/aktor yang 
memiliki peran publik berkewajiban 
untuk memberikan fakta di bawah 
kewenangannya kepada pelaku profesi 
jurnalisme untuk dijadikan informasi 
jurnalisme.

2.	 Proses informasi jurnalisme kepada 
masyarakat:

a.	 Sejauh mana warga masyarakat terjamin 
haknya mendapat informasi publik 
bersifat obyektif yang tidak direkayasa 
oleh kepentingan pihak yang berkuasa 
(negara dan modal)  dan pengelola 
media pers, melalui diversitas media. 
Untuk itu penyelenggaraan media pers 
tidak dapat dihentikan secara sepihak, 
baik oleh kekuasaan negara maupun 
pemodal. 

b.	 Sejauh mana pihak yang berkuasa 
(negara dan modal) dan pengelola 
m e d i a  b e r k e w a j i b a n  u n t u k 
menyampaikan informasi publik 
bersifat obyektif melalui diversitas 
media. 

3.	 Proses menyatakan pendapat masyarakat:
a.	 Sejauh mana warga masyarakat 

terjamin haknya untuk membentuk 
dan menyatakan pendapatnya, baik 
dalam bentuk informasi publik melalui 
diversitas media.

b.	 Sejauh mana pengelola media pers 
berkewajiban untuk menampung 
pendapat warga masyarakat. 

 Dari sini dapat dibayangkan bahwa operasi 
media pers menuntut adanya pola-pola interaksi 
yang bersifat bertimbal-balik/resiprositas 
(reciprocity), yang mencakup tiga  komponen 
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yaitu institusi media pers – institusi kekuasaan 
(ekonomi dan politik) – khalayak (publik). 
Hubungan resiprokal di antara komponen ini 
hanya akan berlangsung jika dijamin secara 
ideal normatif dalam ketentuan hukum. Kondisi 
struktural inilah yang akan menjadi landasan 
terselenggaranya kebebasan pers. 

Pada level mikro, azas kebebasan pers sebagai 
acuan nilai bersama, mewujud sebagai norma 
sosial yang diwujudkan dalam kode etik dan kode 
perilaku dari person-person yang menggerakkan 
berbagai institusi publik. Dengan kata lain, 
norma ini tidak hanya norma bagi  person 
media pers, tetapi juga acuan bagi person dalam 
institusi politik dan ekonomi, serta khalayak 
sebagai warga dari berbagai institusi sosial. 
Karena itu, nilai kebebasan pers sebagai acuan 
nilai bersama dalam interaksi sosial di ruang 
publik akan menggerakkan proses pengwujudan 
fakta publik sebagai informasi jurnalisme dan 
pembentukan pendapat publik (public opinion). 
Dari sini dibayangkan perlunya pula kode etik dan 
kode perilaku profesional dari aparatur negara, 
pengusaha, pelaku profesi lainnya serta khalayak 
di ruang publik dalam menghadapi proses 
informasi publik dan pembentukan pendapat 
publik dalam kaitan dengan kehidupan di ruang 
publik. Hanya dengan norma dari berbagai 
profesi di ruang publik yang berlandaskan dan 
berorientasi pada acuan nilai bersama menyangkut 
informasi dan media bebas, maka kebebasan pers 
dapat terwujud. 

Sementara tindakan person media pers 
secara spesifik berdasarkan standar teknis di 
satu sisi dan norma etika profesional di sisi lain. 
Standar teknis sebagai dasar kompetensi yang 
terukur dengan parameter sesuai dengan struktur 
operasional kerja jurnalisme. Sedang norma etika 
diwujudkan sebagai pasal-pasal aturan (canon) 
dalam kode etik yang menjadi acuan dalam 
asosiasi profesi, dan kode perilaku yang berfungsi 
dalam lingkup manajemen perusahaan media. 

Dengan kerja teknis dan etika profesional ini 
merupakan penjabaran paradigma yang mendasari 
keberadaan institusi media pers di ruang publik. 
Artinya untuk memprtaksiskan paradigma bagi 
profesi jurnalisme, pelaku profesi memerlukan 
aturan yang dapat menjadi acuan standar tindakan 
(kelakuan) profesionalnya.  

Standar tindakan pelaku profesi pada dasarnya 
mencakup aspek-aspek:

1.	 Standar kerja jurnalis terhadap hak warga 
masyarakat mendapat informasi bebas 
dan benar.

2.	 Standar kerja jurnalis terhadap hak warga 
masyarakat yang rela menjadi sumber 
fakta/informasi.  

3.	 Standar kerja jurnalis terhadap hak 
warga masyarakat untuk menyatakan 
pendapatnya.  

Dari ketiga hal pokok ditarik norma profesi 
baik dalam standar dan prosedur kerja di satu 
sisi, maupun kode etik dan kode perilaku di sisi 
lain. Dari sini ada kejelasan standar kerja agar 
jurnalis bertindak (“does”) dan menghindari 
tindakan (“don’t”). Orientasi kerja ini menjadi 
dasar bagi pekerja media pers dalam memenuhi 
fungsi imperatif atau kewajibannya pada landasan 
kebebasan pers 

Pemilahan aspek struktural dengan kultural 
ini perlu dilakukan untuk memperjelas ranah 
yang perlu diatur melalui ketentuan hukum 
dan etik. Ketentuan perundangan-undangan 
kebebasan informasi hanya diperlukan untuk 
mengatur aspek-aspek bersifat struktural (makro), 
sementara yang bersifat kultural (mikro) pada 
dasarnya berada dalam wilayah etik. Karenanya 
tidak perlu memasukkan aspek mikro (etik) 
ke dalam suatu undang-undang. Kalaupun ada 
aspek bersifat mikro yang menyentuh ke wilayah 
hukum, dengan sendirinya akan mengacu pada 
perundang-undangan yang berkaitan, seperti 
KUHP dan undang-undang lainnya.  
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Dengan demikian, gangguan atau ancaman 
terhadap kebebasan pers dapat difokuskan dari 
parameter yang bersifat struktural, melalui 
gangguan dalam proses fakta publik menjadi 
informasi jurnalisme. Gangguan paling eksplisit 
dialami oleh media pers sebagai suatu institusi 
sosial manakala kekuasaan negara membuat 
regulasi perijinan terbit/siaran yang eksesif, 
pembredelan, menghalangi terbit/siaran, sensor, 
dan bentuk-bentuk tekanan atas keberadaan media 
pers dalam masyarakat. Selain dari kekuasaan 
negara, gangguan struktural dapat pula datang 
dari kekuatan kolektif masyarakat (komunalisme) 
berupa tekanan dari kelompok warga yang 
menghalangi suatu media pers terbit/siaran. 

 Ancaman  dan tekanan struktural dapat berasal 
dari kekuasaan ekonomi, antara lain muncul 
dari kondisi mudahnya menerbitkan media 
pers (cetak), mudah pula untuk menghentikan 
penerbitan. Penghentian penerbitan oleh pemilik 
modal sering dilihat hanya dari kepentingan para 
pekerja (terutama jurnalis) di perusahaan media 
bersangkutan. Padahal  sesungguhnya masalah 
hakiki adalah tanggungjawab dalam memenuhi hak 
dasar warga masyarakat untuk memperoleh media 
dan informasi jurnalisme. Alasan kebangkrutan 
perusahaan media pers sebagai suatu institusi 
sosial seharusnya harus dipertanggungjawabkan 
secara hukum, sebagaimana halnya kepailitan 
yang harus diperiksa oleh lembaga yudisial. 
Karenanya investor yang dengan mudah 
mendirikan perusahaan media persdan mudah 
pula menutup penerbitannya, harus dimintai 
pertanggungjawabannya secara hukum, dengan 
memeriksa seluruh kekayaan pribadinya yang 
masih dapat dijadikan aset untuk memenuhi 
kewajibannya terhadap publik. Dengan demikian 
penghentian terbit karena bangkrut tidak dilihat 
sebatas masalah pembubaran perusahaan 
sebagaimana diatur dalam undang-undang 
korporasi, tetapi sebagai pengingkaran terhadap 
hak publik. Ini tentunya memerlukan diskusi lebih 

lanjut tentang posisi publik sebagai stakeholder 
yang berkonterks sosial, berbeda dengan 
pemegang saham (shareholder) yang diatur dalam 
undang-undang korporasi. 

Secara sederhana gangguan kebebasan 
pers bersifat institusional ini secara langsung 
akibatnya dialami oleh warga, yaitu tidak dapat 
memperoleh informasi yang menjadi haknya. 
Karenanya suatu ketentuan perundang-undangan 
kebebasan informasi berada dalam dataran yang 
memberi jaminan bagi kebebasan pers, dengan 
berfokus pada hak warga untuk mendapat 
informasi publik yang bebas dan benar. Dengan 
demikian secara hukum harus jelas batasan dan 
makna informasi publik yang menjadi hak warga 
tersebut. Artinya ketentuan hukum ini menjamin 
hak warga untuk memperoleh informasi yang 
berkaitan dengan kehidupan publik. Sebagai 
implikasinya melahirkan kewajiban (faktor 
imperatif) pada media pers untuk memenuhi hak 
warga. Kewajiban ini pada pihak lain menjadi hak 
bagi media pers yang harus dijamin pula untuk 
mendapat informasi secara bebas dan benar, 
karenanya secara resiprokal sumber informasi 
publik yang tidak tergolong sebagai rahasia 
negara maupun informasi privat, berkewajiban 
untuk memenuhi hak media untuk memproses 
informasi tersebut, sebagai kewajibannya untuk 
memenuhi hak warga. Kaidah hak tolak untuk 
melindungi sumber informasi misalnya, dapat 
dilihat landasan rasionalnya dari sini.

Media pers dan kepentingan publik
Konsep kebebasan pers (feedom of the 

press) perlu dibedakan dari pers bebas (free 
press). Kebebasan pers adalah norma yang 
menjadi  shared values bagi seluruh institusi di 
ruang publik. Sedang pers bebas adalah kondisi 
yang melandasi keberadaan institusi pers yang 
memberi jaminan bagi otonomi dan independensi 
institusi pers dalam menjalankan fungsi sosialnya. 
Kebebasan pers adalah sebutan untuk norma 
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yang menjamin hak warga guna memperoleh 
dan menyampaikan informasi sebagai dasar 
dalam membentuk dan menyatakan sikap dan 
pendapat, baik dalam konteks masalah publik 
maupun kultural. Untuk itu diperlukan media pers 
sebagai lembaga (institusi) kemasyarakatan, yang 
menjalankan fungsi imperatif dari kepentingan 
warga atas informasi publik.  

Kaidah kebebasan pers sering disalah artikan 
dengan menganggap berlaku untuk seluruh 
informasi yang dijadikan informasi media pers. 
Untuk itu perlu dipahami pengertian dasar yang 
membedakan kebebasan pers dari kebebasan 
ekspresi (freedom of the expression). Dari sini 
dikenal pula sebutan hak mengetahui (right to 
know) dan hak menyatakan (right to express).  
Kedua dimensi ini merupakan implementasi 
dari hak dasar bagi warga, tetapi memiliki 
signifikansi kontekstual yang berbeda. Kebebasan 
pers berkonteks kepada hak publik memperoleh 
informasi tentang kehidupan publik, sedang 
kebebasan ekspresi berkonteks kepada hak publik 
dalam kehidupan kultural.

 Banyaknya bermunculan tabloid dan majalah 
yang mengutamakan informasi fakta personal, 
mistik dan eksploitasi tubuh perempuan, bukan 
berarti pers kebablasan dalam menjalankan 
kebebasan pers. Itu adalah fenomena komodifikasi 
yang lumrah dalam mekanisme pasar. Sebagai 
produk budaya populer yang mengambil bentuk 
media cetak dan program siaran televisi, materi 
informasi yang disampaikan tidak berkaitan 
dengan kegiatan di ruang publik. Persoalan dari 
media semacam ini menyangkut kebebasan 
ekspresi yang diwujudkan melalui komoditas 
pasar. Masalah kebebasan ekspresi yang berada 
dalam lingkup hak berkreasi warga dalam 
kehidupan kultural, memerlukan pembahasan 
tersendiri. 

Sedangkan kebebasan pers melalui media 
pers atau biasa disebut media jurnalisme, dalam 
fungsinya berkonteks ke dalam ruang publik 

untuk menyampaikan informasi jurnalisme.  
Informasi jurnalisme pada dasarnya menyangkut 
fakta-fakta yang berkonteks pada ruang publik. 
Proses memperoleh dan menyampaikan informasi 
jurnalisme yang terkandung dalam norma 
kebebasan pers, merupakan basis dalam kehidupan 
publik agar warga masyarakat dapat ikut ambil 
bagian (sharing) dalam proses demokrasi 
kehidupan publik. Pengertian kebebasan pers 
yang berdimensi politik dan kebebasan ekspresi 
yang berdimensi kultural sering dicampur-
adukkan. Informasi jurnalisme dalam konteks 
kebebasan pers dilihat dari etika dan epistemologi 
yang bertumpu pada kebenaran empiris, sedang 
informasi dalam konteks kebebasan ekspresi 
dilihat dari etika dan nilai kultural.  

Informasi pers/jurnalisme diwujudkan dalam 
berbagai format, seperti berita (straight ataupun 
indepth), features, artikel opini (opinioted pieces), 
talkshows dalam media penyiaran, dan lainnya. 
Seluruh format ini disebut sebagai kegiatan 
pemberitaan, bertumpu pada fakta publik yang 
layak dijadikan isu melalui media pers. Kehadiran 
informasi jurnalisme bertolak dari asumsi 
bahwa dengan motif pragmatis sosial warga 
masyarakat menjadikan informasi dari media pers 
sebagai acuan dan dasar alam pikirannya dalam 
memproses diri dalam institusi politik, ekonomi 
dan kultural di ruang publik. Ini bisa disebut 
sebagai pemenuhan hak untuk mengetahui 
dan menyatakan pendapat dalam konteks 
keberadaannya di ruang publik. Keberadaan dan 
peranan warga dalam institusi politik, ekonomi 
dan kultural ini menentukan sifat, kualitas dan 
kuantitas informasi yang diperlukannya.

 Kebebasan pers bukan hanya menyangkut 
keberadaan media pers, tetapi juga mencakup 
suatu rantai dalam proses demokrasi. Sekaligus 
keberadaan institusi pers bebas dilihat 
tanggungjawab sosialnya dalam konteks proses 
ini. Adapun proses demokrasi mencakup: dari 
dinamika kehidupan warga masyarakat yang 
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dikenal sebagai fakta publik (public fact) yang 
memiliki signifikansi sebagai masalah publik 
(public issue). Masalah (isu) publik dapat 
diartikan sebagai  fakta yang berasal dari, dan 
respon warga masyarakat terhadap kekuasaan 
umumnya, dan kekuasaan negara khususnya.  Isu 
publik kemudian disiarkan secara bebas (otonom 
dan independen) dalam  kaidah faktualitas dan 
obyektivitas oleh media pers sebagai informasi 
jurnalisme. Lebih jauh informasi jurnalisme 
akan menjadi sumber dalam proses pembentukan 
pendapat publik (public opinion).

Pikiran dan pendapat yang terbentuk sebagai 
respon terhadap masalah publik menjadi dasar 
dalam kehidupan publik. Dengan begitu tidak 
semua fakta dalam masyarakat relevan sebagai 
dasar pembentukan pendapat publik. Pendapat 
publik dapat diartikan sebagai respon pro dan 
kontra warga masyarakat terhadap isu publik 
yang bersifat aktual. Dinamika dari pro dan 
kontra inilah menjadi dasar bagi kebijakan 
publik (public policy), baik berupa keputusan 
maupun tindakan-tindakan pejabat publik 
dalam melayani warga masyarakat.  lebih jauh 
sebagai dasar dari kebijakan dalam memberikan 
pelayanan publik (public service). Muara dari 
seluruh proses ini adalah pelayanan publik 
dan pertanggungjawabakepada publik  (public 
accountability), sebagai ciri dari birokrasi publik 
(pemerintahan) dalam norma demokrasi. 

Dalam kaitan dengan basis kehidupan warga 
dalam ruang publik inilah signifikansi informasi 
pers. Pers menyampaikan informasi tentang fakta 
publik secara benar dan objektif sehingga dapat 
membentuk pendapat publik secara rasional. 
Dengan begitu warga dapat ambil bagian dalam 
kehidupan publik secara tepat dan rasional.  Maka 
pertanggungjawaban dari media pers dilihat 
dengan parameter yang melekat dalam proses 
yang berlangsung di ruang publik. 

Dinamika ruang publik dapat dilihat dari 
posisi warga masyarakat sebagai warga yang 

disentuh atau merespon kekuasaan dari tiga ranah 
kekuatan, yaitu dalam lingkup kekuasaan  negara 
(state), dalam lingkup kekuatan kapitalisme pasar 
(market capitalism), dan kekuatan kolektif sosial 
(communalism). Sebagai konsumen kekuasaan 
negara warga disentuh atau merespon kebijakan 
negara (public policy). Sementara dalam 
menghadapi kekuasaan kapitalisme pasar, warga 
masyarakat sebagai konsumen, yang dicerminkan 
dari nilai ekonomis warga bagi produsen dalam 
konteks kapitalisme. Dalam konteks kekuatan 
kolektif komunalisme, warga masyarakat 
menjadi massa yang kehilangan posisi personal, 
dikalahkan oleh homogenisasi yang berlangsung 
dalam kolektivisme. 

Ruang publik diharapkan dapat menjadi 
zona bebas dan netral yang di dalamnya 
berlangsung dinamika kehidupan warga secara 
personal, bersih dari kekuasaan negara, pasar 
dan kolektivisme (komunalisme). Dengan kata 
lain, idealisasi kehidupan publik pada kehidupan 
warga masyarakat, adalah dalam proses interaksi 
personal atas dasar kultural. Ciri dari interaksi 
semacam ini berdasarkan keberadaan person yang 
memiliki otonomi dan independensi. Interaksi 
sosial ditandai dengan posisi personal dalam 
tawar menawar (negosiasi) dalam proses diskusi 
publik (public discussion) atas dasar rasionalitas 
dan kecerdasan, bukan atas dasar kekerasan 
(kekuatan fisik ataupun psikhis). Kekerasan dapat 
terjadi secara personal, atau institusional oleh 
negara maupun kolektivisme dalam masyarakat. 
Disini lahir fungsi imperatif media pers, sebagai 
perpanjangan/ekstensi dari ruang publik tersebut 
untuk menjaga rasionalitas dalam menghadapi 
kekuasaan. 

 Berakhirnya Orde Baru telah melahirkan 
rezim yang mendapat amanat untuk melaksanakan 
reformasi, yaitu mewujudkan masyarakat sipil 
(civil society), ditandai dengan kekuasaan negara 
yang secara konsekuen harus menghilangkan 
kebijakan yang berdasarkan kekerasan struktural 
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terhadap institusi pers. Tetapi ada yang 
terlupakan, bahwa ruang publik yang selama 
puluhan tahun dikendalikan secara represif oleh 
kekuasaan negara, telah rusak sebagai suatu 
entitas kultural. Dengan kata lain sepanjang Orde 
Baru,  interaksi warga di ruang publik  bukan atas 
dasar acuan nilai bersama dan konsensus sosial, 
tetapi atas dasar ketakutan pada kekuasaan negara 
yang dijalankan secara represif dalam kekerasan 
struktural militerisme. Terbatasnya institusi 
sosial yang memiliki otonomi dan independensi, 
serta tiadanya acuan nilai bersama bagi warga 
secara personal maupun institusional menjadikan 
anomali di ruang publik pasca Orde Baru. 

Implementasi masyarakat sipil di satu pihak 
adalah dijauhkannya kekuasaan negara bersifat 
dominasi dan hegemoni dari ruang publik, 
sehingga pada pihak lain institusi sosial yang 
berada di ruang publik dapat menghadirkan 
dirinya secara otonom dan independen. 
Mengenai parameter otonomi dan independensi 
dalam masyarakat sipil dimulai secara personal 
(individual) yang terjamin hak-hak dasarnya 
sehingga memiliki otonomi (kebebasan untuk 
dirinya) dan independensi (kebebasan dari 
kekuasaan di luar dirinya). Dari hakekat kebebasan 
manusia ini kemudian akan menggerakkan 
institusi sosial yang berinteraksi dalam struktur 
sosial. Dengan reformasi warga masyarakat pada 
dasarnya belajar untuk berinteraksi pada landasan 
otonomi dan independen, yaitu menghayati hak 
diri dan pihak lain. Dan ini tidak mudah, sebab 
setelah tiadanya represi, titik-tolak aktualisasi 
dalam ruang publik hanya berorientasi pada hak 
diri, tanpa penghayatan penghargaan hak pihak  
lain. 

Pada lingkungan institusi media pers, hal yang 
sama juga berlaku. Berakhirnya pengendalian 
yang koersif dan represif oleh kekuasaan negara, 
menjadikan media pers  bersifat anomali. 
Jika pada masa Orde Baru media pers tidak 
mengembangkan nilai kultural atas dasar acuan 

nilai bersama kebebasan pers, sebab melalui 
apparatus hegemonis rezim Orde Baru seperti 
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)  yaitu 
organisasi tunggal untuk profesi jurnalisme, dan 
Dewan Pers selaku badan tertinggi dalam institusi 
media,  dikembangkan deviasi “jurnalisme 
pembangunan”, atau penerapan “jurnalisme 
Pancasila”, nama lain dari hegemoni negara 
dalam media pers. 

Runtuhnya kekuasaan Orde Baru menyediakan 
ruang kebebasan bagi media pers. PWI  tidak 
lagi sebagai organisasi tunggal, dan Dewan Pers 
tidak lagi sebagai aparatus hegemoni negara 
melainkan sepenuhnya sebagai badan otonom 
dan independen. Sementara di ruang publik warga 
rame-rame mendirikan perusahaan media, karena 
kebebasan diartikan sebagai mengambil hak. 
Pemilik atau pemodal  perusahaan media  tidak 
sebatas memanfaatkan peluang dalam kapitalisme 
pasar, banyak pula yang  menjadikan media pers 
sebagai instrumen untuk kepentingan subjektif 
pemilik perusahaan media yang berorientasi 
politik.  Begitulah euphoria reformasi hanya 
melahirkan banyak perusahaan dan pengusaha 
media, tetapi tidak melahirkan institusi pers yang 
menjalankan fungsi imperatif untuk publik.  

 
Pengawasan Media
Profesi jurnalisme diharapkan dapat menjadi 

suatu ranah (domain) yang memiliki otonomi dan 
independensi dalam menjalankan fungsi imperatif 
yang melekat dalam kehadirannya di tengah 
masyarakat. Ironisnya, upaya untuk menjaga 
otonomi dan independensi ini sering ditiadakan 
oleh kekuatan negara dan pasar. Pada masa 
Orde Baru, kekuasaan negara dapat menekan 
profesionalitas jurnalis melalui organisasi profesi 
dan  pimpinan atau majikan dalam perusahaan 
pers yang sudah dikooptasi oleh kekuasaan 
negara. Pada masa sekarang, kekuatan kapitalisme 
pasar dalam perusahaan media sendiri, menekan 
atau menjadikan profesi jurnalisme hanya sebagai 
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produsen informasi, dengan parameter nilai 
keterjualan di pasar, atau untuk kepentingan 
subyektif pemilik media di ruang publik. 

Peran institusional media pers pada dasarnya 
adalah memelihara ruang publik dengan basis 
nilai kultural, ditempuh dengan memberdayakan 
warga melalui otonomi dan independensi 
dirinya. Untuk itu secara negatif dilihat dengan 
menjauhkan tangan kekuasaan, baik dari negara, 
kapitalisme pasar maupun kolektivismedalam 
pengendalian alam pikiran warga. Secara positif 
bertolak dari asumsi terhadap manusia berkaitan 
dengan kemampuan rasional dalam menghadapi 
masalah publik. Dari sinilah diharapkan  
politik pemberitaan media pers yang memiliki 
pertanggungjawaban kepada publik  dapat 
dikembangkan, agar media pers di Indonesia 
dapat ambil bagian dalam proses menghidupkan 
masyarakat sipil. 

Landasan public  accountability  sering 
dibicarakan hanya dalam kaitan dengan fungsi 
institusi negara. Kaidah pertanggungjawaban 
merupakan implikasi dari tata-kelola kelembagaan 
secara baik (good governance), merupakan 
landasan keberadaan dari setiap institusi yang 
berada dan menjalankan fungsi dalam ruang 
publik. Tata-kelola yang baik ditandai dengan 
standar dan prosedur kerja yang jelas dan terukur. 
Institusi media pers yang menjalankan fungsi 
imperatif untuk memenuhi hak publik, dengan 
sendirinya berkewajiban pula menjalankan kaidah 
tata-kelola yang baik dan pertanggungjawaban 
kepada publik. Untuk itu kerja keredaksian 
didasarkan pada kaidah berkaitan dengan standar 
dan prosedur kerja keredaksian (newsroom), 
dengan dirumuskannya acuan teknis (style book) 
dan standar operasional prosedur keredaksian.  

Tetapi seberapa banyakkah media pers 
yang memenuhi kaidah ini? Biasanya kalangan 
ini merasa berhak menuntut institusi negara 
menjalankan kewajibannya, tetapi melalaikan 
kewajibannya sendiri. Memang benar, pada tahap 

primer, institusi negara yang keberadaannya 
membawa konsekuensi dominan dalam ruang 
publik terhadap dana publik, mutlak perlu diawasi 
agar memenuhi kaidah good governance dan 
public  accountability. Begitu pula  setiap institusi 
yang menjalankan fungsi imperatif di ruang 
publik, kendati tidak mengambil kemanfaatan 
dari dana publik, tidak dapat melepaskan diri dari 
kewajiban terhadap publik ini. 

Tentu saja format dari  tata-kelola yang baik 
dan tanggungjawab kepada publik oleh media 
pers  berbeda dengan institusi negara. Namun 
karenanya semua bertolak dari acuan nilai 
bersama atas hak warga di ruang publik maka 
kaidah kewajibannya memiliki substansi yang 
sama. Bahwa keberadaan suatu institusi adalah 
untuk memenuhi hak publik, karenanya adalah 
untuk menjalankan fungsi imperatif untuk publik, 
tidak untuk kepentingan (interest) pelaku  atau 
pengelola institusi dimaksud. Ini juga berlaku 
untuk setiap institusi di ruang publik  yang 
menggolongkan diri dalam fungsi “pro bono 
publico” (demi kemaslahatan publik). 

Dengan dasar informasi publik yang bebas 
dan benar, melahirkan implikasi bagi kaidah 
good governance dan public accountability 
dalam penyelenggaraan media pers. Konsekuensi 
lebih lanjutnya adalah perlunya kehadiran 
lembaga pengawasan media (media watch) dan 
ombudsman. Lembaga media watch berfungsi 
sosiologis dalam masyarakat, pada dasarnya 
kelompok-kelompok dalam masyarakat bersama-
sama menghadapi media secara kritis untuk menilai 
azas faktualitas, objektivitas dan kebenaran yang 
harus dijalankan sebagai perwujudan kewajiban 
media pers. Dengan kata lain, khalayak dididik 
untuk bersikap secara kritis dalam menghadapi 
informasi pers, agar dapat menilai di satu pihak 
sejauh mana informasi bersifat benar dan obyektif, 
dan di pihak lain dapat mengenali suatu informasi 
yang mengandung vested interest pengelola 
media maupun kepentingan kekuasaan yang 
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meng“intruding” alam pikiran publik melalui 
ruang keredaksian. Kritik dari lembaga media 
watch diharapkan memaksa pengelola media 
pers menjalankan fungsi imperatifnya  terhadap 
publik. 

Sedangkan ombudsman  atau majelis 
kehormatan profesi memiliki fungsi bersifat 
built-in dalam organisasi manajemen  perusahaan 
pers dan asosiasi profesi pers, untuk menilai 
sejauh mana media menggunakan haknya 
berupa kebebasan untuk memeroses informasi 
publik secara benar dan obyektif. Untuk itu 
kebebasan media diwujudkan dalam kode etik  
yang lingkupnya dalam  asosiasi profesi media, 
dan kode perilaku  dalam lingkup manajemen 
organisasi media. Secara teknis fungsi instansi 
ombudsman adalah untuk menjaga fungsi 
imperatif dijalankan dengan kaidah tata-kelola 
yang baik dan tanggungjawab kepada publik 
sesuai dengan fungsi media pers. 

Lembaga media watch dan ombudsman kiranya 
sebagai faktor yang penting dalam menjaga 
profesionalisme pelaku media pers. Tetapi yang 
tidak kalah pentingnya tentulah dari kalangan 
media pers sendiri untuk menjalankan kaidah 
tata-kelola yang baik dan tanggungjawab kepada 
publik. Tetapi bagaimana kita bisa berharap? Dari 
puluhan asosiasi profesi pers yang ada saat ini di 
Indonesia, perlu dipertanyakan sejauh mana telah 
menggariskan kode etik dalam konteks fungsi 
imperatif terhadap hak publik, dan menerapkannya  
penilaian oleh ombudsman (majelis kehormatan 
profesi) terhadap anggotanya? Begitu pula, dari 
ratusan media pers yang bermunculan dalam era 
reformasi, berapakah yang telah merumuskan 
kode perilaku sebagai acuan dalam menilai standar 
kerja profesional personelnya. Dari yang sudah 
punya kode perilaku pun masih perlu dilihat lagi 
fungsi dan efektivitas instansi ombdusmannya. 
Sedang media pers yang tidak mengenal kode 
perilaku di lingkungan kerja keredaksian, terlalu 
jauhlah membayangkan adanya ombudsman. 

  Keberadaan media pers dalam era reformasi 
boleh disebut mengalami anomali yaitu ketiadaan 
acuan nilai bersama, terimbas dari anomali yang 
menggerakkan institusi dan person di ruang publik. 
Tumbuhnya acuan nilai bersama secara kultural 
memerlukan proses panjang. Dari pangkalnya, 
masih tandatanya apakah nilai tentang hak publik 
merupakan esensi dari acuan nilai bersama yang 
akan diinternalisasikan  di ruang publik? Jika ini 
sebagai induk dari setiap nilai di ruang publik, maka 
kaidah tata-kelola yang baik dan tanggungjawab 
kepada publik akan menjadi landasan keberadaan 
setiap institusi dalam menjalankan fungsi publik. 
Seraya itu, dalam mengembangkan nilai sosial 
di ruang publik diperlukan rekayasa sosial 
melalui ketentuan dan kepastian hukum. Untuk 
itu secara normatif diharapkan sebagai prioritas 
adanya kaidah hukum yang menjamin hak publik 
untuk mendapat informasi benar dan obyektif 
yang diproses dalam landasan kebebasan pers. 
Dengan kaidah hukum semacam ini di sartu 
sisi menjadikan fungsi imperatif bagi seluruh 
institusi di ruang publik pada satu sisi, dan di 
sisi lain memberi kepastian hukum bagi media 
pers menjalankan fungsinya, Dari sini  sekaligus 
membawa konsekuensi terhadap kewajiban media 
pers dalam menjalankan kaidah tata-kelola yang 
baik dan tanggungjawab kepada publik. 

Simpulan
Institusi  pers dan person profesional 

sebenarnya dapat ikut ambil bagian dalam 
mengembangkan acuan nilai bersama, dimulai 
secara sosial baru kemudian secara hukum. Upaya 
secara sosial dilakukan manakala ada warga 
masyarakat yang keberatan atas isi media pers, 
secara langsung mengajukan tuntutan kepada 
media yang bersangkutan agar ombudsman 
setempat memeriksa standar kerja dan kebenaran 
hasil kerja dari pekerja media tersebut. Jika 
organisasi media tidak memiliki ombudsman 
dalam manajemennya, maka pemimpin 
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redaksi dapat meminta asosiasi profesi dimana 
personelnya bergabung untuk memeriksa dalam 
azas kebenaran dan obyektivitas yang melandasi 
profesi jurnalisme. 

Dengan proses sosial semacam ini diharapkan 
akan bertumbuh penghargaan kepada acuan 
nilai bersama tentang hak publik dalam kaitan 
kebenaran dan objektivitas. Begitu pula 
kedudukan nilai kerja dan instansi penilai standar 
kerja sebagai inti dari kaidah tata-kelola yang baik 
dan tanggungjawab kepada publik di lingkungan 
media pers akan bertumbuh. Manakala proses 
secara sosial ini tidak memuaskan, mungkin 
karena instansi ombudsman di lingkungan pers 
tidak punya kredibilitas, dianjurkan pihak yang 
merasa dirugikan oleh pemberitaan pers menuntut 
secara hukum, baik sebagai aduan (pidana) 
maupun gugatan (perdata). 

Kasus-kasus yang terbuka dalan persidangan 
(tribunal) tuntutan warga masyarakat terhadap 
media pers akan sangat signifikan dalam 
mengembangkan acuan nilai bersama dalam 
konteks kebebasan pers. Karenanya, “perdamaian” 
di bawah meja yang sering terjadi dalam tuntutan 
terhadap pers, bagi kaum pengacara mungkin 
sangat lazim, tetapi sama sekali tidak memberi 
kontribusi dalam proses kultural dalam kehidupan 
publik. Dalam internalisasi nilai, makna salah dan 
benar sangat diperlukan sebagai bagian dalam 
pendidikan kewargaan (civic education) untuk 
landasan dalam masyarakat sipil. (as/art)  

Ashadi Siregar
Penulis
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 “Baju Pelindung 
Jurnalis”

 Yadi Hendriana

Pendahuluan
Lima  jurnalis, masing-masing; Jamal AG  

(Suara Merdeka), Sarman Wibowo (Semarang 
TV), Dicky Prasetyo (Radio Pop FM),  Budi 
Sudarmanto (CB FM) dan Wisnu Aji (Radar 
Kudus) tiba-tiba merasa  kaget bercampur takut. 
Puluhan massa tiba-tiba menyerang mereka di 
saat lima wartawan tersebut sedang meliput 
empat pekerja Pembangkit Listrik Tenaga Uap 
(PLTU) yang mengalami kecelakaan  di  Rumah 
Sakit Soetrasno, Rembang, Jawa Tengah. Massa 
yang sebagian besar pekerja PLTU melarang 
melakukan peliputan bahkan mengusir Jamal AG 
dan kawan-kawan. 

Merasa tak ada yang salah, kelima  jurnalis itu 
terus melakukan peliputan, hingga salah seorang 
massa merasa kesal dan merampas handphone 
milik Wisnu Aji, jurnalis Radar Kudus. Masih 
belum cukup, foto-foto liputan yang ada dalam 
handphone juga dihapus. Kejadian mengerikan 
juga dialami Sarman Wibowo, jurnalis Semarang 
TV, dikejar-kejar massa hingga keluar RS, sambil 
diancam akan dibunuh. Peristiwa itu terjadi pada 
Jum’at, 19 Agustus 2016, saat ke lima jurnalis 
itu akan melakukan peliputan korban kecelakaan 
kerja di PLTU Rembang, Jawa Tengah. Alih-alih 
mendapat sambutan hangat, malah nyawa ke lima 
orang wartawan tersebut terancam.  

Nur Bone, Jurnalis dari MNC Media, Makassar, 
Juni 2015 mengalami nasib tak kalah mengerikan. 
Nur Bone bersama jurnalis-jurnalis lain pada dini 
hari sedang bertugas meliput sebuah peristiwa 
di Makassar, Sulawesi Selatan. Di tengah jalan 
mereka berpapasan dengan sekelompok remaja. 
Tanpa sebab yang jelas, tiba-tiba salah seorang 
dari sekelompok pemuda itu langsung melepaskan 
anak panah ke arah Nur, akibatnya anak panah 
yang terbuat dari paku sepanjang 10 sentimeter 
itu menembus dagu Nur. 

Kebringasan massa juga terjadi ketika 
sejumlah crew Celebes TV sedang melakukan live 
talk show Pemilu Kepala Daerah ber-tema  “Saling 

Fokus Utama
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Gembos Noah versus Suka”. Peristiwa itu terjadi 
pada Juni 2013. Di saat  dua narasumber sedang 
konsentrasi menjawab pertanyaan-pertanyaan 
anchor tv, tiba-tiba diserang massa yang 
menerobos masuk studio. Massa yang sudah tak 
terkontrol tersebut juga melampiaskan kekesalan 
mereka dengan menyerang sejumlah crew yang 
sedang bertugas dan merusak sejumlah peralatan 
studio. Peristiwa itu terjadi beberapa bulan setelah 
TVRI Gorontalo juga diserang beberapa preman 
terkait pemberitaan Pemilukada 2013. Puluhan 
preman itu diduga disuruh salah satu peserta 
Pemilukada karena menganggap berita di TVRI 
Gorontalo tidak berimbang. Tak habis pikir, ruang 
private jurnalis broadcast sampai ditembus massa 
hingga diobrak-abrik karena tidak puas dengan 
berita yang disampaikan. 

Selain peristiwa-peristiwa itu, belum hilang 
dari ingatan kita nama Ridwan Salamun, 
seorang Jurnalis SUNTV (Sekarang INews TV),  
yang harus meninggal dunia saat melakukan 
peliputan konflik antar warga di Tual, Maluku 
Tenggara, pada Agustus 2010. Dalam beberapa 
keterangan, Ridwan Salamun yang sedang 
mengabadikan gambar konflik tersebut, tiba-
tiba dibacok kepalanya dari arah belakang. 
Ridwan yang posisinya berada di tengah-tengah 
perang antar warga, menjadi korban amuk massa 
hingga menghembuskan nafas yang terakhir di 
lokasi kejadian. Kasus nya pun bergulir hingga 
ke pengadilan, dan sejumlah orang ditetapkan 
menjadi tersangka dalam peristiwa tragis tersebut. 

Rentan
Beberapa contoh peristiwa di atas 

menggambarkan begitu rentannya profesi seorang 
jurnalis. Dalam mengemban tugas, seorang 
jurnalis  tak jarang harus siap dengan berbagai 
ancaman, bahkan kematian sekali pun. Tragis nya 
lagi, ancaman itu justru berasal dari masyarakat, 
padahal hakikatnya seorang jurnalis bekerja 
untuk kepentingan masyararakat. Lebih jelas lagi, 

jurnalis itu layaknya wakil publik yang bekerja 
untuk publik, dan memiliki tanggungjawab 
langsung ke publik 

Namun, peristiwa-peristiwa di atas seolah 
membuka mata kita dan bertanya-tanya, ada 
apa sebetulnya yang terjadi terhadap jurnalis di 
Indonesia? Adakah yang salah? Dan bagaimana 
juga hubungan mereka dengan masyarakat.

Memang, dalam catatan Ikatan Jurnalis 
Televisi Indonesia (IJTI), kekerasan yang 
menimpa jurnalis bukan hanya berasal dari 
masyarakat atau sekelompok massa. Kekerasan itu 
bisa saja datang dari aparat dan juga narasumber 
berita. Sebagai contoh; kekerasan puluhan prajurit 
TNI Angkatan Udara (AU) di Medan, Sumatera 
Utara, pada Agustus 2016 ini. Dua orang  jurnalis 
dari MNC Media, Andy Syafrin dan Aray Agus 
(Tribun Medan) harus menerima tindakan kasar 
dari aparat TNI AU di lapangan saat  melakukan 
penertiban dalam sengketa lahan warga.

Andy Syafrin dan sejumlah jurnalis saat itu 
sedang melakukan peliputan, sebelum salah 
seorang oknum TNI AU dengan membabi buta 
memukul dan menendang  Andy. Belum cukup, 
oknum TNI AU juga merampas ID Card Andy 
Syafrin dan mengambil paksa camera liputan.

Dampaknya, akibat pukulan dan tendangan 
dari oknum TNI AU, Andy sempat tak sadarkan 
diri dan dibawa ke Rumah Sakit. Hasil 
pemeriksaan, Andy mengalami luka dalam, 
bahkan beberapa hari sempat menolak makan. 
Trauma dialami Andy, sehingga tak heran simpati 
pun berdatangan, sejumlah jurnalis di seluruh 
daerah melakukan aksi dan menuntut pelakunya 
ditindak sesuai hukum yang berlaku. Hingga saat 
ini, Satuan Tugas Anti Kekerasan, yang terdiri dari 
Dewan Pers, IJTI, Aliansi Jurnalis Independen 
(AJI) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) 
melakukan advokasi dan menuntut kasusnya 
dibawa ke pengadilan.

Syafrin adalah contoh dari kebrutalan aparat 
yang tak nyaman dengan keberadaan jurnalis 
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saat mereka meliput kegiatan yang bisa dianggap 
“membahayakan” corps nya. Masih banyak 
kekerasan-kekerasa yang dilakukan aparat-aparat 
lain yang menimpa sejumlah jurnalis. 

Pada November 2014, sejumlah jurnalis yang 
sedang melakukan peliputan aksi unjuk rasa 
menolak kenaikan BBM di Universitas Negeri 
Makassar (UNM), harus menerima tindakan 
brutal aparat kepolisian. Mereka yang sedang 
meliput tiba-tiba diserang polisi dengan dipukul 
dan dicekik. Bahkan, salah sorang oknum polisi 
memaksa seorang jurnalis foto untuk menghapus 
gambar bentrokan antara polisi dan mahasiswa.

Kekerasan yang dilakukan oleh aparat 
kepolisian ini seolah menjadi contoh buruk 
tindakan intimidasi terhadap insan pers. Pada 
2015, IJTI mencatat dari 47 kekerasan terhadap 
jurnalis, polisi setidaknya menyumbang 10 
catatan pelaku kekerasan terhadap pers. Pers yang 
bekerja dilindungi Undang-Undang No 40 tahun 
1999, jelas memiliki rumusan kerja yang sah dan 
semestinya dilindungi oleh polisi sebagai aparat 
hukum. 

Nah, melihat fakta-fakta kekerasan yang terjadi 
terhadap jurnalis, kita bisa simpulkan, kekerasan 
yang diterima oleh jurnalis, bisa dilakukan oleh 
masyarakat atau aparat. Saat kekerasan itu terjadi, 
masyarakat dan aparat, bisa jadi sedang menjadi 
objek dari sumber berita, di mana mereka tidak 
nyaman akan keberadaan jurnalis. 

Bagaimana dengan tahun 2016? 
IJTI mencatat, di luar kasus Medan dan 

Rembang, awal tahun 2016 setidaknya ada enam 
kasus kekerasan terhadap jurnalis yang menonjol 
dan  didominasi oleh aparat. Kasus-kasus tersebut 
terjadi pada Februari hingga April 2016. Pada 10 
Februari 2016, terjadi perampasan foto jurnalis 
Radar Malang oleh anggota TNI AU, saat meliput 
jatuhnya pesawat Super Tucano di Blimbing, 
Malang, Jawa Timur. Peristiwa kekerasan terhadap 
jurnalis kemudian disusul pada 8 Maret 2016, di 

Bulukumba, Sulawesi Selatan dan 14 Maret 2016 
juga terjadi kekerasan terhadap wartawan yang 
dilakukan pengunjung sidang pada saat meliput 
persidangan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, 
Lampung. 

Pada April 2016, kekerasan terhadap jurnalis 
justru semakin meningkat. Tercatat terjadi tiga 
kali, masing – masing, pada 19 April, jurnalis dari 
Padang TV dan Harian Koran Padang bentrok 
dengan petugas lapas Painan, Padang, saat ditolak 
melakukan peliputan tahanan yang melarikan diri. 
Empat hari kumudian, 23 April terjadi intimidasi 
terhadap fotografer lokal yang sedang meliput 
kerusuhan di LP Banceuy, Bandung, Jawa Barat 
dan 25 April, jurnalis di  Kabupate Dogoyai, 
Papua juga diintimidasi pejabat Diknas saat 
melakukan peliputan aksi demonstrasi.

Peristiwa seperti intimidasi atau  penganiayaan 
terhadap jurnalis, mengingatkan kita terhadap 
kekhawatiran dari mantan Ketua Dewan Pers 
Prof. Bagir Manan yang sering dia ungkapkan 
dalam merespon kekerasan terhadap pers. Prof. 
Bagir Manan merasa khawatir, kekerasan terhadap 
jurnalis yang terus terjadi adalah bentuk dari rasa 
putus asa masyarakat akan situasi sosial, politik 
dan ekonomi. 

Pada saat kekecewaan itu terjadi, pers yang 
memiliki posisi paling lemah justru menjadi 
sasaran ketidakpuasan maryarakat. Pers, 
diibaratkan menanggung semua kekecewaan 
masyarakat akan rasa putus asa mereka. Paradigma 
otoritarianisme yang menurut Prof. Bagir Manan 
masih bercokol dalam jiwa penguasa seolah 
menemukan pembenaran secara kontekstual dan 
merugikan posisi pers Indonesia.  

Nah, masih secara kontekstual, sikap 
menolak keterbukaan yang mengakibatkan 
jurnalis Indonesia mendapat perlakuan tidak 
menyenangkan ini justru bertentangan dengan 
UU Pers No. 40 tahun 1999 dan UU Keterbukaan 
Informasi Publik No. 14 tahun 2008. Apalagi 
dunia internasional memiliki legitimasi dalam 
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hak publik terhadap informasi tak terkecuali 
prinsip-prinsip keamanan nasional, hak terhadap 
informasi, melindungi semua orang untuk 
mencari, menerima, menggunakan dan membagi 
informasi. Pers, sebagai salah satu instrumen 
penting dalam mengalirnya informasi, harus 
terlindungi dari berbagai ancaman kekerasan. 
Kalangan jurnalis atau media, menjadi bagian 
yang tak terpisahkan untuk keberlangsungan 
demokrasi dan kesejahteraan serta keamanan 
masyarakat.

Lantas, dengan beberapa kasus di atas, 
kenapa jurnalis justru menjadi sasaran 
pelampiasan kemarahan masyarakat, bahkan 
aparat? Tampaknya, kita bisa membedah ini 
dalam dua bagian. Pertama, kita bisa melihat 
jurnalis dalam hubungan dengan dirinya sendiri.  
Kedua,  hubungan jurnalis dengan perlindungan 
dari publik. Dua hubungan ini, setidaknya bisa 
menjelaskan apa yang perlu dimiliki seorang 
jurnalis dalam mengemban tugasnya, dan 
perangkat pendukung apa yang dibutuhkan 
seorang jurnalis saat dia berada di lapangan dalam 
merangkai  fakta-fakta.

Jurnalis dengan dirinya sendiri	
Tak bisa dipungkiri, memasuki abad 21 di 

dasawarsa awal, posisi jurnalis di Indonesia 
mengalami perubahan yang luar biasa. Pers 
Indonesia yang secara umum memiliki dua 
zaman yang berbeda, berkembang secara luar 
biasa pada saat ini. Era pertama, sebelum tahun 
1998; dominasi pemerintah dan berbagai tekanan 
menyebabkan pers tak bisa berkambang dan 
cenderung menjadi corong pemerintah. Era 
Kedua, setelah 1998; kita mengenalnya dengan 
era kebebasan pers pasca reformasi, di mana 
pers bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. 
Pemerintah memiliki komitmen yang dibuktikan 
dengan lahirnya UU Pers No. 40 tahun 1999 yang 
didalamnya tercantum prinsip-prinsip kebebasan 
dan tanggungjawab. 

Namun, kebebasan yang dimiliki pers 
Indonesia justru harus dimanfaatkan sebaiknya-
baiknya, sesuai dengan prinsip pers yang 
bertanggungjawab, berintegritas, beretika dan 
berjuang demi kepentingan publik. Tantangan 
lain, di era saat ini adalah berkembangnya media 
sosial sebagai partner pers yang tak bisa ditolak. 
Media sosial diibaratkan seperti raksasa yang 
tumbuh dihadapan publik dan memiliki kekuatan 
luar biasa. Dominasinya kian menjadi-jadi di 
saat dalam waktu bersamaan, publik  memiliki 
akses virtual yang tak terbatas. Sadar atau tidak 
sadar, pers kemudian dikontrol oleh publik 
secara langsung melalui media sosial, sebaliknya 
pers memiliki akses awal yang mudah dari 
pemanfaatan media sosial.      

Perkembangan teknologi ini kemudian 
membuat seorang jurnalis harus mampu 
mengembangkan dirinya sendiri. Jika tidak, sudah 
barang tentu tak akan mampu menghadapi zaman, 
termasuk dampaknya seorang jurnalis harus 
menerima penolakan bahkan berupa kekerasan 
dan intimidasi dari publik.  

2. Jurnalis dan perlindungan publik 
Pers mengenal konsep mono tanggungjawab, 

art inya tanggungjawab sosial  (social 
responsibility). Konsep ini menunjukkan arah 
bahwa kewajiban media adalah untuk mengabdi 
kepada kepentingan masyarakat. Memang, 
tanggungjawab sosial ini menjadi rumit ketika ada 
tarik ulur kepentingan pemerintah, pemilik atau 
jurnalisnya itu sendiri. 

Sebagai gambaran, jika pemerintah turut 
campur dalam merumuskan fungsi,  tugas dan 
wewenang media, maka sistem ini akan mengarah 
kepada otoritarianisme, namun jika jurnalis itu 
sendiri yang merumuskan sistem ini kemungkinan 
mendekati liberal. Media memang memiliki 
tanggungjawab dalam memelihara kebebasan 
dengan menghindari tarik menarik kepentingan, 
meski itu sulit. 
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Menyadari kelemahan itu; pertama, pers perlu 
memiliki regulasi yang kuat. Kenapa demikian? 
Kekerasan yang kerap terjadi terhadap pers bisa 
dikategorikan ancaman terhadap demokrasi. 
Kekerasan, intimidasi bisa menghalangi pers 
untuk menyampaikan informasi untuk publik, dan 
publik berada pada posisi yang dirugikan, karena 
tak bisa mendapatkan informasi yang sebenarnya. 

Memang, UU No. 4o Tahun 1999 tentang pers 
menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya 
seorang jurnalis mendapat perlindungan hukum. 
Namun, perlindungan ini dalam makna yang 
represif, artinya jika ada ancaman atau kekerasan 
terhadap jurnalis bisa ada pidana terhadap pelaku. 
Nah, lemahnya tidak ada perlindungan preventif 
bagi jurnalis yang secara jelas dan spesifik ada 
jaminan keselamatan. 

Kedua, pers harus ditunjang perusahaan yang 
kuat dan profesiomal.  Jurnalis Indonesia memang 
memiliki standar perlindungan jurnalis seperti 
yang dituangkan dalam peraturan Dewan Pers 
yang juga sudah disepakati oleh perusahaan pers, 
namun itu belum kuat dan cenderung diabaikan. 

Peraturan tersebut menyebutkan, jika seorang 
wartawan melakukan peliputan di wilayah 
berbahaya harus dibekali surat penugasan, 
peralatan keselamatan, asuransi serta pengetahuan 
atau kemampuan yang memadai. Itu pun kadang 
dilanggar oleh perusahaan pers di Indonesia. 
Parahnya lagi profesionalisme perusahan pers di 
Indonesia pun  tidak menunjukkan arah perbaikan. 

Apa yang harus dilakukan pers Indonesia?
Pertama, pers Indonesia harus profesional.  

Apa hubungannya? Kekerasan terhadap seorang 
jurnalis bisa jadi diakibatkan menumpuknya 
kekesalan masyarakat karena buruknya produk 
jurnalistik dan kinerja seorang jurnalis. Produk 
jurnalistik yang tidak akurat, provokatif, 
berbohong  diyakini akan memicu konflik jurnalis 
dengan masyarakat, bahkan akan mengkoreksi 
kepercayaan masyarakat terhadap pers.  

Kedua, pers Indonesia harus memiliki 
kompetensi yang mumpuni. Kita mengenal 
kompetensi di dunia jurnalistik sebagai keahlian 
dan kemampuan seorang jurnalis dalam merespon 
karya jurnalistik menjadi produk yang bermanfaat 
dan memiliki nilai  tinggi bagi masyarakat. Jika 
kita mengkritisi lemahnya regulasi perlindungan 
wartawan, standar kompetensi seorang jurnalis 
adalah jawaban yang tepat. 

D e n g a n  k o m p e t e n s i  y a n g  b i s a 
dipertanggungjawabkan, seorang jurnalis akan 
mampu menjawab kebutuhan publik akan 
informasi yang akurat, bertanggungjawab 
dan berguna bagi masyarakat. Kompetensi 
sempurna dari  seorang jurnalis diyakini  mampu 
menghindari gesekan dengan masyarakat. 
Seorang jurnalis yang memiliki pemahaman akan 
Kode Etik Jurnalistik dan Regulasi akan tumbuh 
menjadi pers yang profesional, berdedikasi dan 
penuh tanggungjawab. Keberadaannya pun akan 
mampu menyuburkan iklim demokrasi yang akan 
mendampak dahsyat bagi perkembangan bangsa 
dan negara.   

Simpulan
Data Dewan Pers pada 2016 menunjukkan 

dari sekitar 2 ribuan media cetak yang ada di 
Indonesia, 75 persen tidak profesional dan tak 
memenuhi syarat sesuai standar perusahaan pers 
yang dikeluarkan Dewan Pers.  Sedangkan untuk 
media siber (online), dari 43 ribu hanya 211 
perusahan yang dikategorikan perusahan pers 
profesional. 

Ini menunjukkan, perlindungan hukum jurnalis 
terkendala dengan profesionalisme perusahan pers 
itu sediri. Bayangkan saja, jika jurnalis didukung 
oleh perusahaan pers yang kuat dan profesional, 
hasilnya pun akan dipetik bersama. (yh/art)
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HAM, KEBEBASAN 
BEREKSPRESI  DAN 

KEMERDEKAAN PERS
Oleh Yosep Adi Prasetyo   

Pendahuluan
Istilah “kebebasan berekspresi” sebenarnya 

telah ada sejak zaman kuno, setidaknya semenjak 
masa Polis Athena di Yunani sekitar 2.400 tahun 
lalu. Namun, jenis kebebasan berekspresi yang 
ada pada waktu itu masih amat terbatas dan hanya 
diberikan kepada sekelompok kecil masyarakat. 
Sejak saat itu istilah “kebebasan berekspresi” 
digunakan secara luas dan mengalami 
konseptualisasi oleh berbagai kelompok. 

Pendapat dan definisi mengenai kebebasan 
berekspresi ada bermacam-macam, tapi pada 
intinya semuanya sepakat bahwa sebuah negara 
dan masyarakatnya hanya dapat benar-benar 
berkembang dan maju jika ada suatu wadah 
ekspresi yang bebas dan terbuka. Selain itu, pada 
tingkat psikologis, dikatakan bahwa kebutuhan 
untuk mengekspresikan diri kita sendiri adalah 
suatu kondisi kemanusiaan yang universal, dan 
kita umat manusia sepanjang sejarah peradaban 
selalu mengekspresikan diri kita.

Kebebasan berekspresi menjadi sebuah 
kebutuhan masyarakat yang harus dijamin 
oleh negara. Negara demokrasi jelas menjamin 
kebebasan berekspresi rakyatnya. Negara 
demokrasi adalah negara yang mengikutsertakan 
partisipasi rakyat dalam pemerintahan serta 
menjamin terpenuhinya hak dasar rakyat dalam 
kehidupan berbangsa, dan bernegara. Salah satu 
hak dasar rakyat yang harus dijamin adalah 
kemerdekaan menyampaikan pikiran, baik secara 
lisan maupun tulisan. 

Kebebasan berekspresi juga meliputi 
kebebasan berbicara dan kebebasan pers. 
Dua konsep ini sebenarnya sama. Kebebasan 
berekspresi terkait erat dengan konsep lain yaitu 
kebebasan pers. Kebebasan berekspresi mencakup 
ekspresi yang lebih luas, termasuk berekspresi 
secara lisan, tercetak maupun materi audiovisual, 
serta ekspresi budaya, artistik maupun politik. 
Kebebasan pers lebih difokuskan pada media 
cetak dan penyiaran, khususnya yang terkait 

Fokus Utama
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dengan jurnalisme dan jurnalis. 
Kebebasan berbicara (freedom of speech) 

adalah kebebasan yang mengacu pada sebuah 
hak untuk berbicara secara bebas tanpa adanya 
sensor atau pembatasan, tetapi dalam hal ini tidak 
termasuk menyebarkan kebencian.  Kebebasan ini 
juga mencakup tindakan pencarian, penerimaan 
dan bagian dari informasi atau ide apapun yang 
sedang dipergunakan. Walaupun kebebasan 
berbicara dan kebebasan berekspresi terkait erat 
dengan sebuah kebebasan, namun berbeda dan 
tidak terkait dengan konsep kebebasan berpikir 
atau kebebasan hati nurani.

Hak Asasi Manusia
Banyak orang beranggapan bahwa HAM lahir 

pada pasca-Perang Dunia II. Tepatnya setelah 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berdiri 
pada 1945  memaklumkan Deklarasi Umum Hak 
Asasi Manusia (DUHAM) pada 10 Desember 
1948. Namun, bila dilihat lebih jauh, gagasan 
mengenai hak asasi telah muncul jauh sebelumnya. 
Pada masa pencerahan (enlightenment) telah 
muncul istilah human rights sebagai ganti dari 
istilah natural rights dan istilah rights of man 
yang telah muncul sebelumnya. 

Pemikiran mengenai HAM juga telah muncul 
pada Abad XIII sebagaimana termuat dalam 
dokumen Magna Carta (1215) dan juga Petition 
of Rights (1628) dan Bill of Rights (1689). Ujung 
pemikiran HAM saat itu adalah doktrin hukum 
alam bahwa pada setiap 

manusia melekat serangkaian hak ilmiah yang 
kekal dan tidak dapat dicabut, ditinggalkan, dan 
berkurang karena tuntutan raja. Hal ini merupakan 
anti-tesis terhadap doktrin hukum alam yang 
sebelumnya mengajarkan sisi kewajiban dan 
menafikan ide sentral tentang persamaan dan 
kemerdekaan. 

Berbagai kritik terhadap doktrin hukum 
alam ini bermunculan pada Abad XIX hingga 
awal Abad XX. Semua referensi menunjuk 
pada kegagalan peran agama dalam menjamin 

persamaan dan kebebasan, termasuk kebebasan 
pers dan kebebasan berekspresi. Hal ini bersamaan 
dengan munculnya semangat anti-perbudakan, 
anti-kekerasan, perlindungan perburuhan, dan 
sebagainya yang melanda sebagian besar kawasan 
Eropa. Kerusakan dahsyat dan banyaknya korban 
manusia yang dibunuh secara keji selama Perang 
Dunia II telah memunculkan semacam “kebulatan 
tekad” masyarakat dunia untuk melakukan upaya-
upaya preventif. 

Dibanding hak kodrati yang berkembang 
pada Abad Pencerahan, rumusan HAM yang 
terkandung dalam dokumen internasional lebih 
bersifat egalitarian, kurang individualis, dan 
memiliki fokus internasional. Secara tegas 
DUHAM menyantumkan soal perlindungan 
dari tindakan diskriminasi yang bersifat rasial, 
perlindungan atas persamaan bagi perempuan dan 
kesejahteraan. 

Dokumen DUHAM kemudian dijabarkan 
dan diikuti sejumlah dokumen lainnya yang 
hingga kini terus mengalami perkembangan 
secara menakjubkan, antara lain yang perlu 
disebut adalah kovenan internasional tentang 
Hak Sipil dan Politik (International Covenant on 
Civil and Political Rights, ICCPR) dan kovenan 
internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan 
Budaya (International Covenant on Culture, 
Sosial and Economic Rights, ICCSER) pada 1966 
yang diterima masyarakat internasional sebagai 
hukum kebiasaan internasional (intemational 
customary law). 

ICCPR seringkali disebut sebagai HAM 
generasi pertama dan ICCSER sering disebut 
sebagai HAM generasi ke dua. Belakangan muncul 
HAM generasi ke tiga, yaitu Konvensi Wina pada 
1993, yang merupakan cerminan dari bangkitnya 
nasionalisme Dunia ke Tiga dan tuntutan terhadap 
pemerataan kekuasaan, kekayaan, dan nilai-nilai 
penting secara global. 

Di kalangan Islam juga dikenal sejumlah tokoh 
intelektual yang mengembangkan pemikiran 
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mengenai konsep HAM, antara lain Farid 
Muhammad, Mahmoud Mohamed Thaha, dan 
Abdullah Ahmed An-Naim. Dengan demikian, 
agama Islam sesungguhnya memiliki potensi 
konseptual yang bisa dikembangkan untuk 
melengkapi konsep-konsep mengenai HAM. 
Salah satunya adalah konsep mengenai Piagam 
Madinah. 

HAM dan Kewajiban Negara
Banyak orang salah mengerti tentang hak 

asasi manusia (HAM). Pertama, HAM dianggap 
sebagai senjata dari negara-negara Barat yang 
dipaksakan secara sepihak kepada negara-negara 
berkembang. Ke dua, pelaksanaan HAM dianggap 
bukan hanya tanggungjawab negara tapi juga 
tanggungjawab individu. Karena itulah kemudian 
muncul istilah “kewajiban asasi manusia”. Kedua 
hal ini, terutama yang ke dua, belakangan ini 
kerap diucapkan oleh kalangan aparat dan pejabat 
Indonesia. Juga oleh sejumlah akademisi dari 
sejumlah universitas. 

Pemangku kewajiban HAM sepenuhnya 
adalah negara, dalam hal ini adalah pemerintah. 
Kalau saja mau membuka-buka dokumen tentang 
komentar umum mengenai pasal-pasal dalam 
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, maka 
kita akan menyadari akan kesalahan ini. Semua 
penjelasan dalam komentar umum menyatakan 
bahwa perwujudan HAM sepenuhnya adalah 
kewajiban negara. Negara harus menjalankan 
kewajiban pemenuhan HAM dalam bentuk antara 
lain penghormatan (to respect), melindungi 
(to protect), dan memenuhi (to fullfil).Semua 
penjelasan dalam komentar umum menyatakan 
bahwa perwujudan HAM sepenuhnya adalah 
kewajiban negara.

Negara tidak bisa tidak memang harus 
memenuhi hak-hak warganegara. Seperti hak 
atas rasa aman, hak hidup, hak atas perumahan, 
hak atas pangan, hak atas pendidikan, hak atas 

pekerjaan, dan berbagai hak lain. 
    	 Dalam Pasal 28I Ayat (4) Undang-

Undang Dasar 1945 secara gamblang dicantumkan 
jaminan mengenai hal ini dengan kata-kata 
berikut, “perlindungan, pemajuan, penegakan, 
dan pemenuhan hak asasi manusia adalah 
tanggungjawab negara, terutama pemerintah”. 
Sedangkan dalam Undang-Undang No 39 Tahun 
1999 tentang Hak Asasi Manusia, jaminan ini juga 
diperkuat pasal 71 yang menyatakan, “Pemerintah 
wajib dan bertanggungjawab menghormati, 
melindungi, menegakkan, dan memajukan hak 
asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang 
ini (UU 39 Tahun 1999), peraturan perundang-
undangan lain, dan hukum internasional tentang 
hak asasi manusia yang diterima oleh Negara 
Republik Indonesia”.

Pemerintah Indonesia pada 30 September 2005 
meratifikasi dua perjanjian internasional tentang 
hak-hak manusia, yaitu Kovenan Internasional 
tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 
(International Covenant on Economic, Social 
and Cultural Rights – ICESCR) dan Kovenan 
Interna-sional tentang Hak-hak Sipil dan Politik 
(International Covenant on Civil and Political 
Rights – ICCPR).  

Pada 28 Oktober 2005, pemerintah Indonesia 
mensahkan ICESCR menjadi UU No. 11 Tahun 
2005 dan ICCPR menjadi UU No. 12 Tahun 
2005. Dengan demikian,  selain menjadi bagian 
dari sistem hukum nasional, kedua kovenan 
ini sekaligus melengkapi empat perjanjian 
pokok yang telah diratifikasi sebelumnya, yaitu 
CEDAW (penghapusan diskriminasi perempuan), 
CRC (anak), CAT (penyiksaan), dan CERD 
(penghapusan diskriminasi rasial).  

Ratifikasi kovenan hak sipil dan politik oleh 
pemerintah Indonesia menimbulkan konsekuensi 
terhadap pelaksanaan hak-hak manusia, karena 
negara Indonesia telah mengikatkan diri secara 
hukum.  Antara lain pemerintah telah melakukan 
kewajiban untuk mengadopsi perjanjian yang 
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telah diratifikasi ini ke dalam perundang-
undangan, baik yang dirancang maupun yang 
telah diberlakukan sebagai UU.  

Sebagai pemegang kewajiban pemenuhan 
HAM, negara mengemban tiga bentuk kewajiban 
utama pemenuhan hak asasi yang diikuti dengan 
sejumlah kewajiban lain, yaitu untuk membuat 
laporan yang bertalian dengan penyesuaian 
hukum, langkah, kebijakan dan tindakan yang 
dilakukan. Termasuk kewajiban pemerintah 
Indonesia untuk membuat laporan  tentang 
pelaksanaan hak-hak sipil dan politik yang harus 
disampaikan pada Komite di PBB.

Negara tak boleh melakukan intervensi dalam 
rangka menghormati hak-hak setiap orang, 
terutama hak-hak yang tak dapat ditangguhkan 
(non-derogable rights). Karena campur tangan 
negara justru mengakibatkan terjadinya 
pelanggaran atas hak-hak individu/kelompok. 
Sebaliknya, intervensi dapat dilakukan terhadap 
dua hal. Pertama, dalam situasi atau alasan khusus 
untuk membatasi atau mengekang hak-hak atau 
kebebasan berdasarkan undang-undang. Ke dua, 
dalam rangka untuk menegakkan hukum atau 
keadilan bagi korban tindak pidana.

Karena itu, dalam menghormati dan 
melindungi hak-hak sipil dan politik, ada dua jenis 
pelanggaran yang bertalian dengan kewajiban 
negara. Pertama, seharusnya menghormati hak-
hak manusia, tapi negara justru melakukan 
tindakan yang dilarang atau bertentangan 
ICCPR melalui campur-tangannya dan disebut 
pelanggaran melalui tindakan (violation by 
action). Ke dua, seharusnya aktif secara terbatas 
untuk melindungi hak-hak – melalui tindakannya 
– negara justru tak melakukan apa-apa baik karena 
lalai dan lupa maupun absen, disebut pelanggaran 
melalui pembiaran (violation by omission). Jenis 
pelanggaran lainnya adalah tetap memberlakukan 
ketentuan hukum yang bertentangan dengan 
ICCPR yang disebut pelanggaran melalui hukum 
(violation by judicial).

Dengan meratifikasi ICCPR, pemerintan 
Indonesia memiliki kewajiban yang mengikat 
secara hukum untuk melakukan beberapa hal. 
Antara lain negara, dalam hal ini pemerintah, 
harus segera melakukan reformasi hukum 
dengan menerjemahkan prinsip dan ketentuan 
yang terkandung dalam ICCPR ke dalam 
hukum nasional.  Pemerintah juga harus segera 
melakukan harmonisasi hukum nasional dengan 
menggunakan kerangka  ICCPR. Semua peraturan 
perundang-undangan yang tak sesuai dengan 
ICCPR harus dicabut dan direvisi. Begitu juga 
dengan RUU yang telah dibahas dan disiapkan 
hingga proses ratifikasi. 

Selain itu pemerintah harus melakukan 
sosialisasi ICCPR yang telah diratifikasi, sehingga 
banyak orang akan mengetahui apa saja hak-hak 
sipil dan politik yang seharusnya dinikmati. UU 
No 12 Tahun 2005 berlakukan secara seragam 
di seluruh negeri dan diharapkan tak ada yang 
bertentangan dengan isi undang-undang yang 
ada. Termasuk yang bertalian dengan kekuatiran 
mengenai kelemahan otonomi daerah atau 
otonomi khusus. 

Tak adanya fasilitasi pemerintah dalam 
penyediaan infrastruktur pendukung atas langkah-
langkah implementasi hasil ratifikasi berbagai 
perjanjian hak-hak manusia dapat dipandang 
sebagai sikap tak mau (unwilling) atau abai untuk 
berbuat sesuatu, termasuk bagaimana seharusnya 
semua aparatur berperilaku yang dipertalikan 
dengan ICCPR tanpa kecuali pada lembaga-
lembaga peradilan dan pengadilan, sehingga 
terasa kurang berefek pada pelaksanaannya.

Setelah ratifikasi ICCPR, pemerintan Indonesia 
memiliki kewajiban yang mengikat secara hukum 
untuk melakukan beberapa hal. Antara lain negara, 
dalam hal ini pemerintah, harus segera melakukan 
reformasi hukum dengan menerjemahkan prinsip 
dan ketentuan yang terkandung dalam ICCPR ke 
dalam hukum nasional.  Pemerintah juga harus 
segera melakukan harmonisasi hukum nasional 
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dengan menggunakan kerangka  ICCPR. Semua 
peraturan perundang-undangan yang tak sesuai 
dengan ICCPR harus dicabut dan direvisi. 
Begitu juga dengan RUU yang telah dibahas dan 
disiapkan hingga proses ratifikasi. 

Selain itu pemerintah harus melakukan 
sosialisasi ICCPR yang telah diratifikasi, sehingga 
banyak orang akan mengetahui apa saja hak-hak 
sipil dan politik yang seharusnya dinikmati. UU 
No 12 Tahun 2005 berlakukan secara seragam 
di seluruh negeri dan diharapkan tak ada yang 
bertentangan dengannya, termasuk yang bertalian 
dengan kekuatiran mengenai kelemahan otonomi 
daerah atau otonomi khusus. 

Negara tak boleh melakukan intervensi dalam 
rangka menghormati hak-hak setiap orang, 
terutama hak-hak yang tak dapat ditangguhkan 
(non-derogable rights). Karena campur tangan 
negara justru mengakibatkan terjadinya 
pelanggaran atas hak-hak individu atau kelompok. 
Sebaliknya, intervensi dapat dilakukan atas dua 
hal; pertama, dalam situasi atau alasan khusus 
untuk membatasi atau mengekang hak-hak atau 
kebebasan berdasarkan undang-undang. 3 Ke dua, 
dalam rangka untuk menegakkan hukum atau 
keadilan bagi korban tindak pidana. 

Kebebasan Berekspresi
Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi 

Manusia menyatakan, “Setiap orang berhak atas 
kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak ini 
mencakup kebebasan untuk berpendapat tanpa 
intervensi dan untuk mencari, menerima dan 
berbagi informasi dan ide melalui media apapun 
dan tanpa memandang batas negara”.  Kebebasan 
berekspresi ini mencakup baik ekspresi yang 
dilakukan secara lisan, tertulis maupun cetak, 
dalam bentuk seni, atau melalui media lainnya 
yang dikehendaki.

Pasal 5 Konvensi Internasional tentang 
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 
(1965) menegaskan kewajiban mendasar negara-

negara pihak pada Konvensi adalah menjamin 
penikmatan hak atas kebebasan berpendapat atau 
berekspresi. 

Penikmatan kebebasan ini juga harus bisa 
dirasakan oleh anak-anak meskipun diperbolehkan 
adanya pembatasan dalam hal hal tertentu 
sebagaimana termuat dalam pasal 13 Konvensi 
tentang Hak-Hak Anak (1989) yang menyebutkan 
bahwa anak berhak atas kebebasan berekspresi 
dengan pembatasan. Pasal 17 konvensi ini 
menegaskan bahwa anak memiliki akses terhadap 
informasi dan materi dari beraneka ragam sumber 
nasional dan internasional, khususnya informasi 
dan materi yang dimaksudkan untuk memajukan 
kesejahteraan sosial, spiritual dan moral serta 
kesehatan fisik dan mental anak. 

Dalam konstitusi Indonesia, pasal 28c ayat 
(1)   Undang-Undang Dasar 1945 amandemen 
2 menyatakan, “Setiap orang berhak 
mengembangkan diri melalui pemenuhan 
kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan 
pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu 
pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, 
demi meningkatkan kualitas hidupnya dan 
demi kesejahteraan umat manusia. Kebebasan 
berekspresi dipercaya dapat meningkatkan 
kemampuan masyarakat dalam mengunakan hak 
atas kebebasan berserikat dan berkumpul. Hal 
ini tercantum dalam pasal 28 E ayat (3) Undang-
Undang Dasar 1945. 

Selain itu pasal 28 D konstitusi Indonesia 
juga menyatakan bahwa kebebasan berekspresi 
membuka peluang yang sama bagi partisipasi 
individu dan kelompok individu dalam proses 
pembangunan. Sedangkan pasal 28f UUD 
1945 amandemen 4: “Setiap orang berhak 
untuk berkomunikasi dan memperoleh 
informasi untuk mengembangkan pribadi 
dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk 
mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, 
mengolah, dan menyampaikan informasi dengan 
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”
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Dalam hukum nasional, kebebasan berekspresi 
juga dijamin yakni pada pasal 23 ayat (2) 
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia yang menyatakan, “Setiap orang 
berhak untuk mempunyai, mengeluarkan, dan 
menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, 
secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak 
maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-
nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan 
umum, dan keutuhan bangsa”. Juga pasal 19 
Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Hak-
Hak Sipil dan Politik

Pasal 14 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia menyatakan, 
“setiap orang berhak untuk berkomunikasi 
dan memperoleh informasi yang diperlukan 
untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan 
sosialnya”. Sedangkan ayat (2) menyatakan, 
“setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, 
memiliki,  menyimpan, mengolah, dan 
menyampaikan informasi dgn menggunakan 
segala jenis sarana yang tersedia”. Pasal 23 ayat  
(2) menjelaskan  pembatasan terkait kebebasan 
berekspresi. Bunyi pasal ini adalah , “setiap orang 
berhak untuk mempunyai, mengeluarkan, dan 
menyebar-luaskan pendapat sesuai hati nuraninya, 
secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak 
maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-
nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan 
umum, dan keutuhan bangsa”. Selanjutnya pasal 
25 menyatakan, “setiap orang berhak untuk 
menyapaikan pendapat di muka umum, termasuk 
hak untuk mogok sesuai dgn ketentuan peraturan 
perundang-undangan”. 

Jaminan untuk berekspresi dan berkomunikasi 
antar-warga juga dijamin undang-undang. Pasal 
32 UU No 39/1999 menyatakan, “kemerdekaan 
dan rahasia dalam hubungan surat menyurat 
termasuk hubungan komunikasi melalui sarana 
elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas 
perintah hakim dan kekuasaan lain yang sah 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan”. 
Dalam hal kebebasan berekspresi terkait anak, 

Pasal 60 ayat (2) UU No 39/1999 menyatakan, 
“setiap anak berhak mencari, menerima, dan 
memberikan informasi sesuai dengan tingkat 
intelektualitas dan usianya demi pengembangan 
dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai 
kesusilaan dan kepatutan”. 

Kemerdekaan Pers
Kemerdekaan pers (press freedom) merupakan 

satu sisi pada keping yang sama dengan 
kebebesan berekspresi. Kemerdekaan pers 
diakui merupakan kendaraan yang memastikan 
hubungan antara kebebasan berekspresi dan 
demokrasi. Di Indonesia, Undang-Undang No 
40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan bahwa 
kemerdekaan pers adalah bagian dari hak asasi 
kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat 
sesuai dgn hati nurani dan hak memperoleh 
informasi (poin menimbang UU No 40/1999). 
Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa 
kemerdekaan pers ada untuk demokrasi, keadilan 
dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, 
dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Selain berfungsi memenuhi hak untuk tahu dan 
hak atas informasi, pers adalah salah satu sarana 
bagi warga negara untuk mengeluarkan pikiran 
dan pendapat serta memiliki peranan penting 
dalam negara demokrasi. Pers yang bebas dan 
bertanggung jawab memegang peranan penting 
dalam masyarakat demokratis dan merupakan 
salah satu unsur bagi negara dan pemerintahan 
yang demokratis. Almarhum Profesor Miriam 
Budiardjo pernah menyatakan, bahwa salah satu 
ciri negara demokrasi adalah memiliki pers yang 
bebas dan bertanggung jawab. 

Pasal 2 Undang-Undang No 40 tentang Pers 
menyatakan bahwa pers bertugas mewujudkan 
kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip 
demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. 
Inti dari demokrasi adalah adanya kesempatan 
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bagi aspirasi dan suara rakyat (individu) dalam 
mempengaruhi sebuah keputusan. Dalam 
demokrasi juga diperlukan partisipasi rakyat, 
yang muncul dari kesadaran politik untuk ikut 
terlibat dan andil dalam sistem pemerintahan. 
Pada berbagai aspek kehidupan di negara ini, 
sejatinya masyarakat memiliki hak untuk ikut 
serta dalam menentukan langkah kebijakan suatu 
negara.

Pers merupakan   pilar demokrasi ke empat 
setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pers 
sebagai kontrol atas ketiga pilar itu dan melandasi 
kinerjanya dengan check and balance. Untuk 
dapat melakukan peranannya perlu dijunjung 
kebebasan pers dalam menyampaikan informasi 
publik secara jujur dan berimbang. Di samping 
itu pula untuk menegakkan pilar keempat ini, pers 
juga harus bebas dari kapitalisme dan   politik. 
Pers yang tidak sekadar mendukung kepentingan 
pemilik modal dan melanggengkan kekuasaan 
politik tanpa mempertimbangkan kepentingan 
masyarakat yang lebih besar.

Wajah demokrasi sendiri terlihat pada dua sisi. 
Pertama, demokrasi sebagai realitas kehidupan 
sehari-hari, kedua, demokrasi   sebagaimana ia 
dicitrakan oleh media informasi. Di satu sisi ada  
citra, di sisi lain ada realitas. Antara keduanya 
sangat mungkin terjadi pembauran, atau malah 
keterputusan hubungan. Ironisnya yang terjadi 
sekarang justru terputusnya hubungan antara citra 
dan realitas demokrasi itu sendiri. Istilah yang 
tepat digunakan adalah simulakrum demokrasi, 
yaitu kondisi yang seolah-olah demokrasi 
padahal sebagai citra ia telah mengalami deviasi, 
distorsi, dan bahkan terputus dari realitas yang 
sesungguhnya. Distorsi ini biasanya terjadi 
melalui pencitraan sistematis oleh media massa. 
Demokrasi bukan lagi realitas yang sebenarnya, ia 
adalah kuasa dari pemilik informasi dan penguasa 
opini publik.

Proses demokratisasi di sebuah negara tidak 
hanya mengandalkan parlemen, tapi juga media 

massa, yang merupakan sarana komunikasi antara 
pemerintah dengan rakyat, maupun rakyat dengan 
rakyat. Keberadaan media massa ini, cetak 
maupun elektronik, memiliki cakupan bermacam-
macam, baik dalam hal isu maupun daya jangkau 
sirkulasi ataupun siaran. Akses informasi melalui 
media massa ini sejalan dengan asas demokrasi, 
yaitu adanya tranformasi secara menyeluruh dan 
terbuka yang mutlak bagi negara penganut paham 
demokrasi, sehingga ada persebaran informasi 
secara merata. Namun, pada pelaksanaannya, 
banyak faktor menghambat proses komunikasi 
ini, terutama keterbatasan media massa dalam 
menjangkau lokasi-lokasi pedalaman

Kebebasan pers diperlukan untuk demokrasi, 
keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan 
umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 
Karena itulah dalam pasal 4 Undang-Undang 
No 40 Tahun 1999 tentang Pers dinyatakan 
bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak 
asasi warga negara; terhadap pers nasional 
tidak dikenakan penyensoran; pembredelan 
atau pelarangan penyiaran; untuk menjamin 
kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai 
hal mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan 
gagasan dan informasi; dan hak tolak sebagai 
bentuk pertanggungjawaban pemberitaan.

Pengertian kemerdekaan pers itu mencakup 
dua hal. Pertama adalah struktur (freedom from) 
yaitu kemerdekaan pers dipahami sebagai kondisi 
yang diterima oleh media sebagai hasil dari 
struktur tertentu. Negara disebut bebas apabila 
tidak ada sensor, bebas dari tekanan pada jurnalis, 
bisa independen di tengah pengaruh lingkungan 
ekonomi termasuk kepimilikan, tak ada aturan 
hukum yang mengekang kemerdekaan pers, bebas 
dari tekanan sosial dan politik. Yang ke dua adalah 
performance (freedom to) yaitu bahwa kebebasan 
pers juga diukur dari   bagaimana cara pers 
menggunakan kemerdekaan tersebut. Misalnya 
apakah liputan media telah jujur dan adil (fair), 
mengungkapkan fakta yang sebenarnya, membela 
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kepentingan publik, dan sebagainya.
Pers Indonesia memiliki peranan penting 

dalam mewujudkan cita-cita negara Indonesia 
sebagaimana tercantum dalam pasal 6 Undang-
Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers. 
Antara lain mmemenuhi hak masyarakat untuk 
mengetahui; menegakkan nilai dasar demokrasi, 
mendorong terwujudnya supremasi hukum, 
dan HAM, serta menghormati kebhinekaan; 
mengembangkan pendapat umum berdasarkan 
informasi yang tepat, akurat dan benar; melakukan 
pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap 
hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan, 
bisnis, kepentingan umum. Dan yang terakhir 
adalah memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Kebebasan pers memiliki hubungan yang 
erat dengan fungsi pers dalam masyarakat 
demokratis. Pers adalah salah satu kekuatan 
demokrasi terutama kekuatan untuk mengontrol 
dan mengendalikan jalannya pemerintahan. 
Dalam masyarakat demokratis pers berfungsi 
menyediakan informasi dan alternatif serta 
evaluasi yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk 
partisipasinya dalam proses penyelenggaraan 
negara. Kedaulatan rakyat tidak bisa berjalan atau 
berfungsi dengan baik jika pers tidak memberikan 
informasi dan alternatif pemecahan masalah yang 
dibutuhkan.

Meski demikian, pers t idak boleh 
menggunakan kebebasannya untuk bertindak 
seenaknya saja. Bagaimanapun juga, kebebasan 
manussia tidak bersifat mutlak. Kebebasan bersifat 
terbatas karena berhadapan dengan kebebasan 
yang dimiliki orang lain. Juga dalam kebebasan 
pers, pers tidak bisa seenaknya memberitakan 
informasi tertentu. Pers wajib menghormati hak 
pribadi orang lain. 

Ada tiga kewajiban pers yang harus 
diperhatikan yaitu menjunjung tinggi kebenaran, 
menghormati privasi orang atau subyek 
tertentu, dan menjunjung tinggi prinsip bahwa 
apa yang diwartakan atau diberitakan dapat 

dipertanggungjawabkan. UU No. 40/ 1999 tentang 
Pers menyatakan tanggungjawab pers ada 5 hal. 
Antara lain pers memainkan peran penting dalam 
masyarakat modern sebagai media informasi, pers 
wajib memberitakan peristiwa dan opini dengan 
menghormati norma-norma agama dan rasa 
kesusilaan masyarakat, pers wajib menghormati 
asas praduga tak bersalah, pers dilarang memuat 
iklan yang merendahkan martabat suatu agama 
dan/ atau melanggar kerukunan hidup antar 
umat beragama, dan yang terakhir adalah pers 
dilarang memuat iklan minuman keras, narkotika, 
psikotropika dan zat aditif lainnya.

Kebebasan pers yang sedang dinikmati 
sekarang memunculkan sejumlah hal yang 
sebelumnya tidak pernah diperkirakan. Suara-
suara dari pihak pemerintah Indonesia dan 
sejumlah pejabat misalnya, telah menanggapinya 
dengan bahasanya yang khas yaitu kebebasan 
pers di Indoesia telah kebablasan.  Sementara dari 
pihak masyarakat, muncul pula reaksi komunal 
yang lebih konkret bersifat fisik. 

Tidak banyak orang tahu bahwa Undang-
Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah 
satu-satunya undang-undang di Indonesia yang 
tak dilengkapi peraturan pemerintah (PP) sebagai 
pelaksanaannya. Pihak yang tak paham selalu 
tergoda dan berkeinginan untuk melengkapinya. 
Kenapa? Banyak orang tidak tahu bahwa semangat 
para pengkonsep dan penggagas undang-undang 
pers ini adalah memang membatasi campur 
tangan orang luar agar tak terlalu mengatur-atur 
dan memasuki ruang kemerdekaan pers. Para 
penyusun undang-undang berharap masyarakat 
pers sendiri difasilitasi Dewan Pers mengatur 
diri sendiri melalui berbagai peraturan, pedoman, 
termasuk menyusun kode etik jurnalistik. Sebuah 
hal yang lebih merupakan pengaturan pers 
oleh masyarakat pers sendiri atau sebuah self 
regulation. (yap/art)
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Ujaran Kebencian 
dan Malapraktik 
Jurnalis Televisi

Herik Kurniawan

Ujaran kebencian itu seperti sebatang 
korek api yang terbakar. Abaikan saja, tunggu 
sebentar dia akan padam. Sekejap saja, dia akan 
habis menghanguskan dirinya sendiri.  Jangan 
membuatnya membesar, karena bisa memicu 
kebakaran.

Ujaran kebencian ada di sekitar kita. Saat 
ada pihak merasa kecewa dan tidak lagi mampu 
menahan emosinya, keluarlah ujaran-ujaran 
kebencian itu. Ujaran kebencian adakalanya 
membungkus lontaran-lontaran kritik, hadir dalam 
berbagai aksi, atau muncul di tengah hangatnya 
polemik. Ujaran kebencian bisa keluar kapan saja 
dan dimana saja.

Secara sederhana, dalam situasi dan 
kesempatan apapun, ketika ada dua pihak yang 
bertentangan kepentingan dan  salah satu satu atau 
kedua-duanya tidak mampu mengontrol  emosi, 
maka keluarlah ujaran-ujaran kebencian itu. 
Aspeknya beragam,  meliputi suku, agama, aliran 
keagamaan, keyakinan dan kepercayaan, ras, 
antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum 
difabel, dan orientasi seksual.

Bukan saja dominasi warga biasa, ujaran 
kebencian juga dilontarkan oleh tokoh publik. Di 
Amerika Serikat, dalam perjalanannya berebut 
kursi Presiden,  Donald Trump seolah tak mampu 
melepaskan diri dari kata-kata kasar yang jelas-
jelas penuh kebencian pada pihak lain. Presiden 
Philipina Duterte, seakan menantang Amerika 
Serikat secara terbuka dengan menghina Presiden 
Barack Obama. Penghinaan yang membuat 
Obama batal melakukan pertemuan empat mata 
dengan Duterte. Bukan saja Obama, pemimpin 
tertinggi umat katolik, Paus, tak luput dari ujaran 
kebencian Duterte. Baik Trump maupun Duterte, 
melontarkan ujaran-ujaran kebenciannya di 
depan kamera jurnalis televisi, yang kemudian 
menayangkannya ke seantero dunia. Bumi seakan 
sedang menunggu perang dunia ketiga meletus.  

Di Indonesia, ujaran kebencian juga mewarnai 
hasil karya para jurnalis televisinya. Kalimat-

Fokus Utama
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kalimat yang tidak sepatutnya bahkan disampaikan 
oleh pejabat muncul dalam  program-program 
berita di berbagai stasiun televisi. Bahkan ujaran 
kebencian itu muncul dalam sebuah program 
live talkshow, yang tak mungkin melalui proses 
editing. Tingkat kekasaran kalimatnya malah 
lebih parah dibanding percakapan dalam  sinetron 
yang terkasar sekalipun. 

Di saat yang bersamaan, jurnalis televisi 
dengan kameranya merekam moment  tadi. 
Persoalanpun dimulai. Secara audio visual, 
peristiwa yang kemudian memicu terlontarnya 
ujaran kebencian  sangat menggoda penanggung 
jawab program untuk menayangkannya dalam 
sebuah  paket berita di televisi.  Kombinasi antara 
lontaran kalimat yang meletup-letup, ekpresi 
wajah, serta gesture penyampai ujaran kebencian, 
secara teknis sangat memenuhi syarat menarik 
pemirsa bertahan di depan layar kaca. Ditambah 
dengan momentum penayangan yang tepat, paket 
dengan ujaran kebencian itu memiliki potensi  
menambah jumlah penonton. Apalagi ujaran 
kebencian itu keluar dari mulut tokoh publik.

Mengapa demikian ? Ssebab secara teoritis 
kejadian-kejadian tadi sangat memiliki nilai 
berita sangat tinggi. Nilai berita adalah syarat 
mutlak agar sebuah peristiwa dapat ditayangkan. 
Di dalamnya antara lain terdiri atas  unsur 
aktualitas, proximity, kontroversial, konflik, 
suspense, prominence, unik, dampak, disamping 
human interest dan keamanan. Bila salah satu 
atau beberapa unsur nilai berita ada dalam satu 
peristiwa, maka peluang penayangannya menjadi 
lebih tinggi.

Dampak
Namun, setelah itu apa? Seperti juga saat 

mempertimbangkan berita lainnya, pertanyaan ini 
selalu muncul dalam benak jurnalis televisi saat 
mempertimbangkan untuk menayangkan atau 
tidak sebuah materi  yang menyangkut  ujaran 
kebencian. Dalam posisi ini jurnalis televisi 

mendapat ujian, keputusannya menunjukkan 
sebagaimana kompetennya dia dalam menjalankan 
profesinya.

Setiap berita yang muncul di media televisi 
memiliki dampak luas di masyarakat.  Karena 
itulah, setiap berita harus diperhitungkan 
akibatnya. Bahkan, jurnalis televisi tidak hanya 
harus menghitung dampak yang akan ditimbulkan, 
namun juga sudah memberikan target atau tujuan 
dari setiap konten berita yang ditayangkan. Berita 
yang dikemas asal-asalan tanpa arah, bisa berakhir 
dengan malapetaka.   

Kasus ‘Koin Prita’, adalah satu dari banyak 
contoh bagaimana media televisi memberikan 
dampak sangat signifikan. Kasus sederhana lain 
adalah ‘Siomay Pink’. Sriyono, si penjual siomay 
itu  tiba-tiba mencuat namanya lewat cara dia 
berdagang siomay menggunakan gerobak warna 
pink. Daya tarik gerobak pink yang membuat 
semua media memburunya, menunjukkan Sriyono 
mampu memberikan nilai berita atas apa yang dia 
lakukan. 

Dalam dunia politik, banyak sekali politisi 
jatuh atau  menempati posisi tertingginya 
akibat sentuhan media televisi. Bahkan, demi 
popularitas, banyak konsultan politik berusaha 
memoles kliennya agar menjad media darling 
sehingga mendapat simpati luas dari publik. 
Dengan fenomena tersebut, dapat dipahami 
bahwa ujaran kebencian yang ditayangkan akan 
menimbulkan dampak tersendiri. 

Hak Publik
Hak publik untuk mendapatkan informasi 

seluas luasnya dan selengkap-lengkapnya adalah 
hak azasi. Hak publik ini pula yang merupakan 
salah satu alasan mengapa materi berita dengan 
unsur ujaran kebencian kemudian muncul di 
program berita televisi. 

Apalagi, jurnalis memang mendapatkan 
previlege. Privilege ini membuat jurnalis  memiliki 
akses ke sumber-sumber berita yang tidak bisa 
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disentuh oleh non jurnalis. Jurnalis adalah mata, 
telinga, indra pencium, pengecap dan juga mulut 
publik. Lewat layar kaca, karya jurnalis televisi 
membuat publik yang sangat jauh dari lokasi 
kejadian bisa mengetahui persis dengan apa yang 
terjadi di tempat sebuah persitiwa terjadi.

Hak publik di Indonesia dilindungi oleh Undang 
Undang Dasar 19454 pasal 28F yang berbunyi: 
“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan 
memperoleh informasi mengembangkan pribadi 
dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk 
mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, 
mengolah, dan menyampaikan informasi dengan 
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” 

Publik memang memiliki hak untuk mendapat 
informasi. Namun lagi-lagi harus dipertimbangkan 
kembali kenyataan bahwa setiap berita yang 
tayang di televisi memiliki dampak yang luar 
biasa. Berita memiliki sifat mengarahkan. Pesan 
yang tersirat dan tersurat dalam sebuah berita, 
dapat mempengaruhi khalayak luas. Sengaja atau 
tidak, berita dengan kekuatan pengaruh tinggi 
dapat mengarahkan publik ke satu titik tertentu.

 Berita ‘Koin Prita’ di televisi – didukung 
media lainnya -  berhasil mendorong pemirsa 
untuk bersimpati, hingga mereka mau merogoh 
koceknya untuk memberi bantuan. Hasilnya luar 
biasa. Setidaknya 825 juta rupiah terkumpul 
untuk Prita. 

Sifat lain berita adalah membangkitkan 
perasaan. Pemirsa, bisa merasa sedih, senang, 
marah, gembira oleh tayangan berita yang mereka 
saksikan. Selain itu, berita juga memberikan 
banyak informasi, yang mengambarkan suatu 
keadaan, di sebuah tempat, dalam waktu tertentu.

Dengan sifat-sifat inilah, berita dengan 
muatan ujaran kebencian bisa dipahami dapat 
memberikan dampak negative yang merugikan. 
Salah satu dampak yang mungkin terjadi adalah 
konflik horizontal secara fisik dan psikis.

 Konflik ini berdampak sangat merugikan 
pada kehidupan sosial, ekonomi, budaya, 

keamanan. Dan semua itu bisa dimulai dari ujaran 
kebencian yang ditayangkan jurnalis televisi. 
Ironisnya juga, itu bisa saja dipicu oleh konflik 
yang dipicu persoalan pribadi yang sangat sempit 
dan personal. Bukan hal mustahil, masalah kalah 
dalam judi ayam berubah menjadi pertikaian antar 
etnis. Bahkan genosida.

Namun, dalam sisi lain, penayangkan ujaran 
kebencian bisa saja membawa dampak positif. 
Setidaknya khalayak tahu bagaimana mengambil 
keputusan lebih jernih atas satu fenomena yang 
sedang terjadi.  Semua itu tergantung pada konteks 
pemberitaan. 

Konteks
Kalimat ‘berbau’ ujaran kebencian kalimat 

”Dasar dia gila…” memiliki pengertian berbeda. 
Satu sisi berarti  menuding seseorang memiliki 
kelainan jiwa, sisi lain menunjukkan kekaguman 
atau ketakjuban atas seseorang. Dampaknya tentu  
menjadi berbeda juga, dampak pertama menyulut 
kebencian pada khalayak, dampak kedua malah 
sebaliknya, membuat khalayak justru memberikan 
penghormatan lebih dan penghargaan tinggi. 
Semua tergantung konteks yang diberikan.

Itulah sebabnya, dalam sebuah karya 
jurnalistik televisi, konteks menjadi sesuatu yang 
sangat penting. Saat  memutuskan mengambil 
potongan kalimat bernada  ujaran kebencian 
untuk ditayangkan, seorang jurnalis harus 
mampu memberikan konteks jelas agar tidak 
malah memicu  dampak negatif di masyarakat. 
Bila jurnalis televisi dengan begitu saja dan apa 
adanya menayangkan kalimat kalimat bernada 
ujaran kebencian, hasilnya tentu hanya akan 
menimbulkan dampak buruk  di masyarakat. 
Apalagi, khalayak memiliki latar belakang yang 
berbeda. Mereka akan mempersepsikan sebuah 
tayangan sesuai dengan kapasitasnya masing-
masing. 

Konteks menjadi jalan tengah bila ujaran 
kebencian terpaksa harus dimunculkan dengan 
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alasan untuk memenuhi hak publik.  Konteks ini 
pulalah yang bisa mengatasi persoalan perbedaan 
latar belakang khalayak penonton. Dengan 
konteks, jurnalis televisi bisa memberikan 
perpesktif yang tepat dan sama  atas sebuah 
berita sehingga ujaran kebencian tidak malah 
memperovokasi khalayak untuk bertindak salah.

Memang bukan hal mudah mengkreasikan 
karya jurnalistik dengan ujaran kebencian dapat 
diterima khalayak tanpa menyulut persoalan 
baru. Namun tidak ada pilihan lain karena pers 
memiliki fungsi informasi, mendidik, menghibur  
dan kontrol sosial.

Tugas jurnalis dalam menghadapi fenomena 
ujaran kebencian, belakangan semakin berat 
seiring kehadiran media sosial yang makin 
diminati. Jurnalis seakan memiliki tugas 
tambahan sebagai ‘pemadam kebakaran’. Media 
massa mau tidak mau ikut berperan meredusir 
dampak-dampak negatif yang mungkin terjadi 
dari kebencian-kebencian yang merebak dalam 
medsos. 

Akun-akun palsu yang tidak bertanggung 
jawab sangat aktif menyerang pihak-pihak 
tertentu. Menjelang pilkada serentak, saling 
serang antar pendukung calon kepala daerah 
dengan kalimat-kalimat penuh kebencian semakin 
tinggi intensitasnya.  Pada posisi ini, jurnalis harus 
menunjukkan peran agar tetap menjadi rujukan 
utama dan pertama oleh khalayak.

Namun, bila jurnalis televisi memilih tidak 
menayangkan potongan kalimat dengan ujaran 
kebencian, pilihan tersebut sangat baik. Publik 
tidak perlu mendengar langsung potongan kalimat 
terkait, namun cukup mendapat informasi lengkap 
terkait fenomena tersebut. 

Banyak jurnalis televisi sudah melakukannya. 
Contoh kasus, ketika Duterte menghina Presiden 
Obama dengan kata kata kasar, banyak media tidak 
mengambil cuplikan kalimat penghinaan Duterte. 
Dalam paket berita hanya disebutkan Duterte 
menghina Obama dalam sebuah kesempatan.

 Dalam update berita, kalimat yang sama tetap 
tidak dimunculkan. Media hanya menyebutkan 
dampak penghinaan Duterte membuat pertemuan 
empat mata dengan Obama batal.

Namun, saat ini persaingan antar media 
televisi sangat sengit. Masing-masing stasiun 
televisi dengan program beritanya masing-
masing berlomba untuk merebut hati khalayak. 
Dalam persaingan ini, menayangkan potongan 
kalimat dengan ujaran kebencian masih menjadi 
salah satu pilihan. Pada banyak kesempatan, 
karena khawatir kalah dalam persaingan tersebut, 
kalimat dengan ujaran kebencian dipilih untuk 
ditayangkan.  Persaingan ketat ini pula yang 
kadangkala membuat medsos dijadikan rujukan 
pertama. 

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pada posisi 
ini memiliki peran sangat penting. KPI wajib 
menjadi wasit yang adil agar layar tetap sehat. KPI 
sebagai ‘hakim’ juga harus tegas dalam menyikapi 
pemberitaan negatif dan berdampak buruk bagi 
khalayak.  Pada dasarnya,  dalam P3 SPS, jelas 
tersirat dan tersurat, seluruh karya jurnalistik 
harus memberikan dampak positif bagi khalayak. 
Pengelola Lembaga Penyiaran Swasta – dalam hal 
ini pengelola stasiun televisi -  selaku pengguna 
frekuensi milik publik harus mau bertanggung 
jawab atas amanah yang diberikan untuk berkarya 
dengan semangat membangun.

Kompetensi 
Bila seorang dokter bedah akibat ketidak 

kompetenannya melakukan malapraktek, maka 
satu nyawa pasien bisa melayang. Namun, 
bila seorang jurnalis televisi yang melakukan 
malapraktik dengan penyebab yang sama - akibat 
ketidak kompetenan -, maka korban jiwa yang 
jatuh bisa lebih besar, ratusan jiwa, ribuan jiwa 
atau lebih banyak. Korban moril material yang 
disebabkan ketidak kompetenan jurnalis televisi 
bisa lebih besar lagi. 

Lewat karya jurnalistik, jurnalis televisi 
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memang bisa melakukan perubahan sangat 
besar. Perubahan peradaban di dunia ini tak 
bisa dipungkiri, antara lain juga adalah peran 
dari para jurnalis televisi. Lewat pesan dalam 
karya karyanya, perlahan peradaban bergerak 
melangkah.

Gencarnya uji kompetensi terhadap para 
jurnalis, khususnya jurnalis televisi, oleh berbagai 
lembaga di bawah pengawasan Dewan Pers,  
antara lain untuk mencegah terjadinya malapraktik 
kerja profesional jurnalis. Melihat dampak yang 
ditimbulkan, standarisasi kompetensi jurnalis 
televisi memang tidak dapat ditawar lagi.

Dengan  kompetensi memadai, jurnalis 
televisi bisa lebih bijak lagi bagaimana mengelola 
ujaran kebencian yang kian hari semakin murah 
disampaikan berbagai elemen masyarakat. 
Dengan kompetensi yang memadai juga, jurnalis 
televisi bersama jurnalis media lainnya bisa bahu 
membahu membangun budaya yang baik sehingga 
ujaran kebencian menjadi hal tidak penting dan 
hina untuk disampaikan. 

Tanpa kompetensi, jurnalis televisi  seperti 
bocah yang memiliki senapan mesin. Dia tidak 
tahu bagaimana kapan seharusnya senjata itu 
harus digunakan. Dia tidak tahu bagaimana 
aturan-aturan dan tanggung jawab yang 
mengiringi dengan memegang senapan mesin. Dia 
menembakkan senapan mesinnya kemana mana 
karena tidak tahu dampak yang ditimbulkannya. 
Kompetensi menjadi jaminan jurnalis televisi 
akan bekerja secara profesional sesuai kode etik 
jurnalistik, dan karyanya tidak akan melanggar P3 
SPS. Setidaknya  meminimalisir.

Jurnalisme Positif
Jauh hari sebelum ujaran kebencian mencuat 

dan menjadi persoalan lebih pelik, banyak 
organisasi pers termasuk Ikatan Jurnalis Televisi 
Indonesia (IJTI) sudah mengembangkan konsep 
jurnalisme positif. Konsep ini terus berkembang 
dan dikembangkan. Jurnalisme positif saat ini 

banyak diakomodir pengelola redaksi.   
Jurnalisme positif menjabarkan bagaimana  

aktivitas jurnalistik dijalankan dengan baik 
dan benar sesuai kaidah jurnalistik dan asas 
kemanusiaan. Berita yang disajikan tidak saja 
objektif dan memiliki arti, tapi juga membangun 
optimism dan prilaku positif pada khalayak.

Selain itu, jurnalisme positif dalam dimensi 
manusia dan kemanusiaan menghormati harkat 
martabat manusia, tidak melanggar hak azasi 
manusia. Dalam menyampaikan kritikan, 
jurnalisme positif tidak bertujuan membunuh, 
menghina, merendahkan atau merusak, melainkan 
meningkatkan kualitas manusia.

Bila bad news masih dianggap sebagai good 
news, konsep jurnalisme positif menilai good 
news adalah berita yang sangat menarik. Bad 
news  bahkan harus dikelola agar tidak berdampak 
buruk, tapi malah sebaliknya, positif.

Sesuai dengan fungsinya sebagai kontrol 
sosial, media massa ikut bertangung jawab 
menjaga agar situasi tetap kondusif. Melakukan 
kontrol tidak harus dengan menyajikan secara 
polos apa adanya sebuah informasi kepada publik. 
Namun diolah secara komprehensif agar hasilnya 
tepat sasaran, tanpa harus mengeksploitasi 
ujaran-urakan kebencian. Dengan begitu, tugas 
melakukan control sosial dilakukan tanpa harus 
menimbulkan gejolak. 

Ujaran kebencian bila ditanggapi berlebihan, 
hasilnya hanya akan memicu ujaran-ujaran 
kebencian lain. Bila dibiarkan seperti di rimba, 
televisi berubah menjadi ajang tempat orang saling 
menghujat. Ujung cerita akan menjadi buruk. 
Dalam jurnalisme positif, ujaran kebencian harus 
dikemas sedemikian sehingga tidak memunculkan 
persoalan baru.

Ujaran kebencian pada dasarnya adalah 
sampah. Sampah dari esensi persoalan sebuah 
fenomena. Sampah tidak bisa menyelesaikan 
persoalan. Jadi untuk apa menyajikan sampah 
pada publik. Media lebih baik konsentrasi pada 
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Herik Kurniawan 
Pemimpin Redaksi MNC TV News

esensi persoalan. Esensi masalah bisa diselesaikan 
tanpa ujaran kebencian.  (HK/art)
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Kaum Muda 
Generasi Internet,
Motor Penggerak 

Perubahan
Oleh Winarto

Generasi milenial, generasi internet, generasi 
digital! Itulah beberapa sebutan bagi generasi 
yang lahir antara tahun 1980an hingga akhir 
1990an. Disebut generasi milineal, karena 
mereka lahir dan tumbuh pada era menjelang 
berakhirnya milenium ke-2 menuju milenium 
ke-3 penanggalan Masehi. Mereka tumbuh 
dan berkembang seiring dengan tumbuh dan 
berkembangnya teknologi komunikasi internet, 
teknologi komunikasi digital, yang mempunyai 
dampak luar biasa besar pada berbagai bidang 
kehidupan. Generasi ini juga disebut generasi Y 
(Gen Y), yang dibedakan dari generasi X (Gen X) 
yaitu yang lahir antara tahun 1960an hingga akhir 
1970an. 

Sesudah generasi Y, ada yang dikategorikan 
sebagai generasi Z (Gen Z), yaitu mereka yang 
lahir saat dunia memasuki milineum ke 3 (mulai 
tahun 2000), ketika teknologi digital sudah 
mengalami perkembangan luar biasa. Oleh sebab 
itu Gen Z ini juga dikatakan sebagai digital 
native, sebuah istilah yang dimaksud untuk 
menggambarkan bahwa mereka adalah generasi 
yang lahir dan tumbuh sepenuhnya pada era 
kecanggihan teknologi digital. Sebagai ‘warga 
pribumi dunia digital’ mereka memiliki cara 
berpikir, bersikap dan berperilaku yang berbeda 
dari generasi sebelumnya. 

Kaum Muda, Motor Penggerak Perubahan
Hingga hari ini, tahun 2016, Gen Y dan Gen 

Z berusia antara 16 hingga 35 tahunan, bisa 
dikategorikan sebagai kaum muda. Kaum muda 
merupakan golongan istimewa, bukan hanya 
karena secara jumlah mereka berada pada lapisan 
terbesar dalam struktur masyarakat menurut 
kategori usia,  namun juga karena potensi yang 
mereka miliki. Kaum muda adalah kelompok 
yang memiliki energi besar, selain secara fisik 
mereka relatif lebih kuat dibanding kelompok usia 
lain, dalam hal pemikiran, kreativitas, keberanian 
pun mereka memiliki kelebihan. Seperti 

Teknologi
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dibuktikan dalam sejarah di berbagai negara, 
kaum muda selalu menjadi motor penggerak 
perubahan, pendobrak kebuntuan, pembongkar 
kepalsuan dalam upaya menegakkan kebenaran 
dan mengatasi masalah yang dihadapi komunitas, 
bangsa dan tanah airnya. Di Indonesia kita 
mencatat kiprah para tokoh semacam Soekarno, 
Hatta, Syahrir, Tan Malaka, dalam pergerakan 
merebut kemerdekaan sejak mereka berusia 
belia. Pada pasca kemerdekaan RI kaum muda 
terus mengambil peran penting menciptakan 
perubahan-perubahan. Melalui kepeloporan kaum 
muda pula  kekuasaan otoritarian Orde Baru 
tumbang  sehingga lahir Era Reformasi yang 
berlangsung hingga saat ini.

Kaum muda generasi milenial, generasi 
internet, digital native, pun diharapkan 
memiliki peran besar dalam gerak peradaban 
(ke)manusia(an). Namun, permasalahan dan 
tantangan yang ada saat ini berbeda dari pada 
masa sebelumnya. Kaum muda saat ini tidak 
lagi menghadapi penjajahan secara fisik oleh 
bangsa dan negara lain seperti pada masa pra-
kemerdekaan. Akan tetapi, mereka menghadapi 
serbuan berbagai barang konsumtif dari luar, 
gaya hidup serba material,  kapitalistik, juga  
radikalisme dan kejahatan narkoba. Juga, 
ada praktik-praktik intoleransi, diskriminasi, 
pelanggaran hak-hak asasi manusia, yang secara 
potensial mengancam perkembangan demokrasi. 
Sementara itu, soal kemiskinan pun masih 
membelit sebagian besar warga di Republik ini. 
Tak kalah gawatnya adalah, masalah kerusakan 
lingkungan yang terjadi sebagai akibat berbagai 
kebijakan yang tidak memperhitungkan daya 
dukung lingkungan, juga akibat salah urus dan 
keserakahan. Satu lagi, masalah besar saat ini 
di Indonesia yaitu korupsi yang kian marak dan 
masif, berlangsung di hampir semua lembaga 
pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, 
dalam lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, 
serta lembaga-lembaga penegak hukum.

Beragam persoalan di atas tidak terpisah 
satu dari yang lain, namun saling terkait, saling 
mempengaruhi. Soal yang satu bisa sebagai 
akibat dari soal lain, sekaligus bisa menjadi 
penyebab munculnya soal lain lagi. Oleh sebab 
itu, upaya penyelesaiannya tidak bisa bersifat 
sektoral, atas dasar ego masing-masing lembaga 
dan organisasi, melainkan menuntut kebijakan 
yang komprehensif dan penanganan integratif. 
Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri untuk 
menyelesaikan permasalahan sangat kompleks 
ini, melainkan perlu dukungan dan keterlibatan 
semua unsur masyarakat. Bagaimana generasi 
milenial, generasi internet, warga pribumi dunia 
digital, berperan untuk ikut memecahkan aneka 
persoalan di atas? 

					              
Gen Y, Berpikir Digital 
Berbeda dari Gen X yang berkarakter 

cynical, Gen Y dinilai lebih optimistik, bersikap 
positif, dan sangat terdorong untuk mencapai 
kesuksesan.1 Mereka meyakini bahwa kesuksesan 
hanya bisa dicapai melalui kerja keras. Hal lain 
yang membedakan dari generasi sebelumnya 
yaitu bahwa Gen Y ini cukup peduli terhadap 
persoalan-persoalan yang mempengaruhi secara 
signifikan dunia sekitar mereka; dan mereka 
mempercayai bahwa melalui inovasi teknologi 
berbagai masalah itu bisa diatasi. Lain dari Gen X 
yang kurang berpartisipasi, Gen Y adalah generasi 
yang siap terlibat dan melibatkan diri dalam 
berbagai upaya pemecahan masalah. Mereka 
terbiasa dengan beragam kegiatan volunteer, aktif 
dalam komunitas-komunitas, serta membangun 
jaringan kerja (networking) secara nasional, 
bahkan internasional, melalui internet. 

Keakraban dengan dunia digital, internet, 
inilah yang sangat membedakan Gen Y dari 

1	  http://computer.howstuffworks.com/internet/
social-networking/information/pros-cons-social-
networking.htm
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generasi-generasi pendahulunya. Ketika 
menghadapi persoalan, baik yang berkaitan 
dengan kepentingan individual mereka sendiri 
maupun lingkungan sosial, komunitas, atau 
masyarakat luas mereka mencoba berpikir dalam 
kerangka teknologi digital yang diyakini sebagai 
sumber inspirasi dan sarana untuk memecahkan 
berbagai problem. Pada penyelenggaraan Pemilu 
2014, khususnya saat Pilpres, kita menyaksikan 
bagaimana anak-anak generasi internet ini terlibat 
dan melibatkan diri dalam pesta demokrasi itu. 
Berbeda dari generasi sebelumnya yang cenderung 
pasif, memilih golput, anak-anak Gen Y secara 
aktif berpartisipasi untuk mendukung dan memilih 
kandidat yang dijagokan. Mereka melakukannya 
melalui media internet, khususnya media sosial, 
blog sosial maupun  pribadi. Sebagian dari mereka 
mencoba berdiri di tengah, di antara pendukung 
kandidat presiden yang saling berseberangan, 
dengan membangun jaringan untuk mengontrol 
agar keseluruhan tahapan pemilu dilaksanakan 
secara jujur, bersih, transparan dan akuntabel. 

Ketika polarisasi pendukung kedua pasangan 
calon presiden-wakil presiden mengental, 
sejumlah anak muda tergerak membangun situs 
yang bisa menjadi rujukan publik dalam melihat 
proses penghitungan suara secara riil. Situs 
kawalpemilu.org tersebut memuat tabulasi 
hasil rekapitulasi data scan yang diunduh dari 
situs resmi KPU (kpu.go.id).2 Data dari KPU 
tersebut diunggah dan terus diperbarui sehingga 
menampilkan data secara real count. Melalui situs 
ini pengunjung bisa melacak data hingga tingkat 
TPS (tempat pemungutan suara), sehingga bisa 
ikut mengontrol bila terjadi manipulasi. Situs 
ini dengan demikian membantu membangun 
transparansi pelaksanaan pemilu. 

Situs kawalpemilu.org dibangun oleh 
beberapa anak muda yaitu Ainun Najib, warga 

2	  https://id.wikipedia.org/wiki/KawalPemilu.
org

negara Indonesia yang bekerja di Singapura 
sebagai konsultan teknologi informasi, Felix 
Halim seorang sofware engineer di pusat Google 
Mountain View, Silicon Valley, California, 
Amerika Serikat, Andrian Kurniady juga seorang 
software engineer Google di Sydney, Australia, 
Ilham WK yang bekerja di Kaiserlautern, 
Jerman, serta Fajran Iman Rusadi yang bekerja di 
Amsterdam, Belanda. Mereka kemudian dibantu 
oleh ratusan relawan yang bertugas menginput 
data mentah dari KPU. 

Ainun Najib dan kawan-kawan adalah 
representasi karakter generasi Y yang peduli 
terhadap persoalan negerinya dan percaya 
pada kekuatan teknologi digital-internet untuk 
membantu memecahkan persoalan. Bagi anak-
anak Gen Y umumnya teknologi digital-internet 
adalah jawaban bagi banyak persoalan, baik di 
bidang politik, ekonomi, sosial, pun kebudayaan. 
Di bidang politik internet merupakan media 
yang sangat membantu mewujudkan tatanan 
kehidupan politik demokratis. Douglas Kellner 
(2002) dengan tegas menyatakan bahwa internet 
merupakan teknologi yang secara potensial sangat 
demokratis. Melalu jaringan internet, siapapun   
yang memiliki akses terhadap teknologi ini  bisa 
terlibat dalam buletin-buletin komunitas, website, 
situs-situs konferensi, ruang obrolan (chat rooms), 
yang memungkinkan berlangsungnya komunikasi 
secara interaktif. Saat ini cukup banyak situs-situs 
yang menyelenggarakan ruang diskusi tentang 
berbagai masalah sosial dan politik yang memberi 
akses bagi pengguna internet untuk terlibat. 
Demokrasi di jagat maya (cyber democracy) 
ini membangun suatu bentuk baru interaksi dan 
dialog publik dan memperluas konsepsi kita 
tentang demokrasi. 3

3	  Kellner, Douglas, “Techno-Politics, 
New Technologies and the New Public pheres” 
http://pages.gseis.ucla.edu/faculty/kellner/essays/
technopoliticsnewtechnologies.pdf 
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Kellner mengungkapkan, ruang publik 
baru dari jagat maya ini memang tidak bisa 
menggantikan debat dan diskusi langsung tatap-
muka, namun bisa mempengaruhi pengambilan 
keputusan secara signifikan. Hal ini pula yang 
tampaknya cukup disadari oleh anak-anak 
generasi Y. Mereka melihat internet bahkan bisa 
dimanfaatkan untuk membangun solidaritas dan 
membangkitkan gerakan sosial (social movement) 
nyata untuk mempengaruhi pengambilan 
kebijakan oleh pemegang kekuasaan. Sejumlah 
gerakan sosial yang cukup fenomenal di Tanah 
Air antara lain yaitu gerakan melawan upaya 
kriminalisasi pemimpin KPK yang dikenal 
sebagai kasus “Cicak Vs Buaya” pada tahun 
2009. Melalui media sosial anak-anak muda 
menyatakan dukungannya kepada dua orang 
pemimpin KPK saat itu – Bibit Samad Riyanto 
dan Chandra Hamzah – yang ditahan aparat 
kepolisian. Mereka mencanangkan “Gerakan Satu 
Juta Facebookers Dukung Chandra Hamzah dan 
Bibit Samad Riyanto” dan hanya dalam waktu 
seminggu dukungan satu juta Facebookers pun 
tercapai.4 Ketika upaya kriminalisasi pemimpin 
KPK terjadi kembali pada awal tahun 2015 – 
kali ini menimpa Bambang Widjojanto – kaum 
muda kembali bergerak, melalui media internet 
meluncurkan tagar “Save KPK” yang diikuti 
berbagai aksi nyata mendukung unsur pimpinan 
KPK tersebut. 

Bagi kaum muda internet menawarkan banyak 
kemungkinan dan kesempatan. Pada tahun 2016 
pengguna internet di Indonesia diperkirakan 
88,1 juta orang. Dari jumlah itu sebanyak 79 juta 
merupakan pengguna media sosial aktif. Kaum 

(artikel diunduh bulan Juli 2013).

4	  Lihat  h t tps: / /m.tempo.co/read/
news/2009/11/05/063206473/pendukung-bibit-
chandra-di-facebook-tembus-800-ribu; Juga lihat:  
http://politik.news.viva.co.id/news/read/146086-
gerakan-facebookers-dukung-bibit-chandra

muda menggunakan internet, khususnya media 
sosial, untuk berbagai kepentingan: berpartisipasi 
dalam diskusi publik menyangkut isyu politik dan 
sosial, membangun jaringan kerja (networking), 
pertemanan, memanfaatkan peluang ekonomi dan 
bisnis. 

Tak sedikit dari kaum muda yang berhasil 
memanfaatkan jaringan internet dan teknologi 
digital untuk menciptakan perubahan di 
lingkungan sosialnya, dalam skala kecil, lokal, 
bahkan nasional.  Rama Raditya, misalnya, 
menciptakan aplikasi media sosial “Qlue” yang 
dimaksudkan untuk menjembatani hubungan 
antara warga dengan pejabat publik. Rama adalah 
pemuda kelahiran tahun 1983, penyandang gelar 
Master of Science dari Strayer University, AS. 
Dengan aplikasi ini warga bisa menyampaikan 
keluhan, melaporkan secara langsung berbagai 
masalah di lingkungannya, kepada pejabat publik 
atau penyelenggara pemerintahan di daerahnya. 
Saat ini aplikasi Qlue sudah dimanfaatkan 
Pemprov DKI Jakarta. “Dengan aplikasi Qlue 
warga bisa berpartisipasi membuat Jakarta lebih 
nyaman dan layak huni. Pada saat bersamaan, 
Pemprov DKI bisa mengetahui apa yang paling 
dibutuhkan warga,” jelas Rama. Aplikasi Qlue 
yang diluncurkan pada Desember 2014, kini 
sudah diunduh oleh sekitar 120 ribu orang dan 
turut menyumbang upaya penanganan berbagai 
masalah warga DKI. 5

Selain memberi manfaat bagi masyarakat, 
penciptaan aplikasi-aplikasi semacam Qlue juga 
memiliki nilai ekonomi-bisnis bagi penciptanya. 
Ini pula yang mendasari sosok generasi Y, 
Nadiem Makarim, menciptakan aplikasi layanan 
transportasi online: Go-Jek. Aplikasi Go-Jek 
bukan hanya membantu warga masyarakat untuk 
mendapatkan layanan transportasi secara mudah 
dengan harga murah, tapi juga membuka lapangan 
kerja, dan tentu saja punya nilai ekonomi-bisnis 

5	  Kompas, 7 januari 2016
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bagi penciptanya. Nadiem lahir pada 4 Juli 
1984, lulusan Harvard Business School, Harvard 
University, AS.

Gen Z, Sang Pribumi Dunia Digital
Sementara contoh-contoh kisah yang 

menggambarkan kiprah kaum muda Gen Y 
masih banyak kita dapatkan, kita patut memberi 
perhatian pada angkatan yang lebih muda yaitu 
Gen Z, sang pribumi dunia digital, digital native. 
Anak-anak generasi Z saat ini masih berusia 
belasan tahun, memiliki karakter yang lebih 
khusus, terutama karena sentuhan yang lebih 
intens dengan teknologi informasi digital. Sejak 
balita mereka sudah mengenal teknologi digital 
melalui mainan seperti video game. Ketika masuk 
usia Sekolah Dasar (SD) tak sedikit dari mereka 
yang sudah cukup jago menggunakan smartphone 
dan mengakses internet. Penelitian yang dilakukan 
Lisa Lindawati (2015), mengungkapkan, 40 
persen dari 139 responden yang terdiri dari anak-
anak usia 15-30 tahun, mengakses internet dengan 
intensitas setiap harinya antara 4-6 jam. Sekitar 
26 persen mengakses internet dengan intensitas 
10-12 jam sehari.

 Ada sisi baik buruknya kenyataan ini. Bagi 
pelajar dan mahasiswa internet bisa sangat 
membantu untuk memperoleh informasi yang 
bermanfaat guna mengerjakan tugas-tugas 
pelajaran sekolah. Internet  juga bermanfaat untuk 
mempelajari banyak hal seperti keterampilan 
bermain musik, melukis, membuat kerajinan dan 
mainan, serta menjadi asarana hiburan murah. 
Melalui internet pula bisa dibangun kelompok-
kelompok diskusi dan jalinan pertemananan. 

Diperlukan literasi media internet bagi 
anak-anak sejak usia dini agar mereka bisa 
mengambil manfaat besar dari media baru ini 
bagi perkembangan karakter, sikap dan perilaku 
mereka di kemudian hari. Selain sebagai 
sumber informasi untuk kepentingan studi dan 
mengembangkan bakat, sangat penting misalnya 

mengenalkan internet kepada para remaja agar 
lebih peduli pada lingkungan dan terlibat dalam 
diskusi publik menyangkut isyu-isyu sosial dan 
politik. Dengan demikian mereka akan mulai 
terbiasa dengan budaya dialogis dalam upaya 
menciptakan kehidupan demokratis. 

Literasi media internet juga diperlukan untuk 
mengenalkan etika dalam berkomunikasi di 
ruang publik, dan mencegah anak-anak remaja 
dari tindak kejahatan internet (cyber crime). Para 
orang tua perlu memberi perhatian khusus dan 
bimbingan bagi anak-anak remaja mereka dalam 
penggunaan media internet. Pemerintah perlu 
memasukkan materi literasi media internet ini 
dalam kurikulum sekolah, setidak-tidaknya pada 
pelajaran ekstra kurikuler. Keluarga dan sekolah 
harus membangun sinergi membantu anak-anak 
remaja ini memperoleh manfaat terbesar dari 
perkembangan teknologi digital bagi masa depan 
mereka yang gemilang.  __________

 
Penulis adalah pengajar jurnalistik di sejumlah 
universitas,   instruktur pelatihan jurnalistik dan 
penulisan, dan  anggota Kelompok Kerja Komisi 
Pendataan, Penelitian dan Ratifikasi Pers, Dewan 
Pers.

Pengajar jurnalistik,   Anggota Kelompok 
Kerja Komisi Pendataan, Penelitian dan 

Ratifikasi Pers, Dewan Pers.
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PEMBERITAAN  
KEKERASAN 
TERHADAP 

PEREMPUAN DAN 
ANAK 

Artini

Pendahuluan
Masalah  kekerasan terhadap  perempuan 

dan anak  masih  menjadi  isu  penting yang  
sampai  sekarang belum terselesaikan. Kondisi ini 
diperparah  oleh  liputan  media  yang  menjadikan  
peristiwa  kekerasan pada perempuan dan anak  
sebagai berita laku dijual.

Hasil analisis media Komisi Nasional 
Perempuan 2015 mengungkapkan ada 
perlombaan media dalam liputan kekerasan 
terhadap  perempuan dan anak, misal media mana 
tercepat dalam menyajikan peristiwa kekerasan 
dan media  yang paling rinci mengungkapkan 
kasus tersebut. Ada sejumlah  pelanggaran  yang  
dilakukan media dalam liputan kekerasan yakni: 
mengungkap identitas korban, mencampur  fakta 
dan opini, menyebutkan  identitas pelaku anak, 
menyajikan informasi cabul dan sadis. Selain 
itu, media juga melakukan stigmasisasi sebagai 
pemicu kekerasan, pengukuhan streotipe korban, 
penghakiman korban,  penggunaan narasumber  
dan diksi  bias, serta menulis  lengkap nama 
korban.

Di sisi lain,  liputan media berpotensi 
dapat  menciptakan kekerasan  kembali bahkan 
dapat  diulang  melalui  penggunaan  bahasa  
yang  diberitakan.  Tiga tema besar yang paling 
sering diliput media dalam konteks pemberitaan 
kekerasan seksual adalah pemerkosaan, pelecehan 
seksual dan  perdagangan perempuan untuk 
tujuan seksual. Padahal, masih ada 15 bentuk 
kekerasan seksual lainnya antara lain prostitusi 
paksa dan pemaksaan perkawinan. Simpulan lain  
dari  kajian  yang dilakukan terhadap sembilan 
media, yaitu Indopos, Jakarta Globe, Jakarta 
Post, Republika, Media Indonesia, Kompas, 
Tempo, Koran Sindo, dan Poskota, Juli-Desember 
2015, ditemukan  bahwa  media belum memenuhi 
kaidah kode etik, belum menuliskan berita untuk 
pemenuhan hak korban, masih menggiring 
pembaca membuat stereotipe dan menghakimi 
korban, bahkan cenderung memperburuk  situasi 

Analisis



JURNAL DEWAN PERS EDISI 1358

kekerasan seksual yang sudah parah sehingga  
bisa memicu kejahatan lebih lanjut.

Temuan Komnas Perempuan ini cukup 
mencengangkan karena ternyata media besar 
pun melakukan hal sama. Inilah fenomena pack 
journalism, di mana para wartawan menyajikan 
liputan yang sama dengan cara yang sama dan 
berulang kali sama. Padahal,  masyarakat  sangat  
percaya  pada  apa yang dikatakan media. Pilihan 
metafora dan eufemisme dalam berita kekerasan 
terhadap perempuan dan anak  mempunyai gaya 
sama.

Praktik pack journalism  ini  bukanlah  hal  
baru. Seorang  wartawan AS, Timothy  Crouse 
(1973),  menulis  buku  populer The Boys on the 
Bus  mengenai  liputan  kampanye  presiden  di  
AS  yang  seragam  karena  para  wartawan  saling  
memfotokopi  dan    memberikan  isi  berita  dari  
satu sumber. 

Ada  konsekuensi  etis dari  praktik  pack  
journalism  dan di sisi  lain  bahkan  merugikan  
masyarakat.   Pelanggaran  itu  antara  lain  
kemalasan  wartawan,  tidak  mandiri, kehilangan  
kredibilitas  berita,  dapat  menyebar  fitnah,  
dan  tidak  efisiensi  secara  ekonomi.  Selain  
itu,  pack  journalism  dapat  tercermin  dalam  
pelbagai praktik  pembingkaian   media  yang   
juga menunjukkan  bahwa   media   ikut   bermain 
dalam berbagai kepentingan, sehingga terkesan 
memihak dan subjektif (Matysitz and Breen, 
2000).

Di  Indonesia,  praktik  pack  journalism  
biasanya dilakukan oleh  para  wartawan  yang 
tergabung  dalam  satu  kelompok  atau  dalam  
satu  beat,  yang  saling  berbagi  berita  secara  
informal,  sehingga  liputan  berita  menjadi  sama 
dan  kurang  kreatif,  karena  hanya  mengandalkan  
informasi  teman dan fotokopi  atau  press  release 
dari  Humas. 

Kecenderungan  liputan yang  seragam ini 
karena  kemalasan wartawan ke lapangan dan 
hanya  mengandalkan satu narasumber, sehingga  

nilai  berita  dan  ekslusivitas  menjadi  tidak  
penting. Praktik  pack  journalism ini  juga  
didukung perusahaan  media  itu sendiri  yang  
tidak mau  ketinggalan dengan  media  lain,  
sehingga   terdorong  untuk  membuat  berita  yang 
sama. Selain  itu,  ketergantungan  media pada  
kantor  berita  juga  membuat  penampilan  media  
menjadi sama  karena  menyajikan  berita  dari  
sumber  berita  yang  sama. Pack  journalism  di  
Indonesia  lebih  dikenal  dengan  nama   wartawan 
bodreks, wartawan amplop, wartawan abal-abal, 
wartawan tanpa media, geng wartawan, wartawan 
fotokopi, wartawan tunggu suap, wartawan  copy 
paste (Sobur, 2009). 

Mereka  ini  umumnya  terlibat  dalam  
pertemanan  informal  sebagai  kelompok  
wartawan  yang  selalu  berbagi  berita.  Data 
terakhir di PWI tahun  2015, ada 75 ribu 
wartawan tersebar di Indonesia, namun  lebih 
30 persen  wartawan justru  belum profesional. 
Praktik  pack journalism  ini  juga  didukung  
dengan  munculnya 12 kelompok media besar  
di Indonesia yang mengontrol  hampir semua 
saluran media, dan wartawan  juga  semakin 
pragmatis  dan terjerat oleh kepentingan industri 
dan pemiliknya. Hampir  semua  media  akan  
menyajikan  peristiwa  dengan  bentuk berita  
yang  sama, karena  media konglomerat  ini  juga  
melakukan  kerjasama  dalam  bertukar  berita.

 Fakta di lapangan juga menunjukkan 
perilaku wartawan yang cukup mengejutkan, 
karena kurangnya  idealisme pers, di samping 
tingginya tuntutan industri media serta  tekanan 
pemodal yang terlalu mencampuri kebijakan 
redaksi sehingga mengurangi kebebasan media. 
Kelompok media besar ini mulai kehilangan ciri 
publiknya  karena  kepentingan pasar dengan 
gurita konglomerasinya. Akibatnya,  konsep 
sebuah berita, misalnya, tidak lagi hanya layak 
siar tapi juga laku dijual, sehingga tidak heran jika 
ada reporter di lapangan juga harus mencari  iklan. 
Padahal, media  dengan  kekuatannya  sesuai 



JURNAL DEWAN PERS EDISI 13 59

karakter  masing-masing,  juga  memiliki pengaruh 
luar biasa terhadap semua sendi  kehidupan 
masyarakat.   Di sisi lain, kemudahan bermedia 
di era reformasi terlebih lagi dengan dukungan 
teknologi dan media sosial  telah menumbuhkan 
banyak  perusahaan media dan  memberi  peluang  
bagi siapa saja menjadi wartawan.  Banyak yang 
mengaku menjadi wartawan, wawancara ke sana 
- ke mari, namun hasilnya tidak jelas dan bahkan 
membingungkan masyarakat.  Wartawan  ini  
dengan  mudah  melakukan  copy paste  berita  
temannya. 

Di sisi  lain, kerisauan  masyarakat  terhadap  
kelakuan wartawan  agaknya  bukan  isu  baru.  
Banyak  faktor  penyebab.  Sejumlah  penelitian  
tahun 2009 – 2015 menunjukkan  telah terjadi  
retak media  karena banyak wartawan merangkap 
sebagai  caleg partai, tenaga  pemasaran iklan,  
keberpihakan media  pada partai tertentu, 
pemberitaan dengan nafas iklan, kerja redaksi 
yang menyelipkan iklan dalam pemberitaan, 
sehingga terjadi bias dan akhirnya  masyarakat 
yang  dirugikan. 

Masih banyak wartawan yang menerima 
amplop bahkan ikut kuota tender projek. Gambaran 
ini menjadi lebih buruk karena banyak media 
yang menugaskan wartawannya  juga mencari 
iklan. Ringkasnya, masalah otonomi,  komitmen, 
keahlian dan tanggungjawab,  masih terganjal 
di lapangan. Kondisi kerja-kerja rangkap inilah 
yang  mempengaruhi  wartawan  dalam  membuat  
berita,  sehingga  dengan  mudahnya  meniru  atau  
memfotokopi  berita  teman. Persatuan  Wartawan  
Indonesia (PWI)    berusaha  untuk  mengatasi  
praktik  pack  journalism  ini  dengan  melakukan  
sertifikasi  wartawan  melalui  Uji  Kompetensi  
Wartawan   (UKW) sejak tahun 2010.  

Pekerjaan  jurnalistik  pada dasarnya 
adalah suatu bentuk campur tangan. Pilihannya 
kemudian adalah etika dalam campur tangan dan  
karena itu pertanyaan yang muncul adalah campur 
tangan apa yang  dapat  dilakukan  media massa 

untuk  mencegah meluasnya kekerasan terhadap 
perempuan dan anak.

Metode
Berdasarkan uaraian di atas dilakukan 

penelitian sederhana, Juli - Agustus 2016,  dengan  
perangkat metodologis fenomenologi empirik  
Clark Moustakas (1994) untuk menemukan 
gambaran   pemaknaan liputan kekerasan 
terhadap  perempuan dan anak yang hanya 
bisa digali langsung dari  para wartawan  itu 
sendiri.  Unit analisis adalah setiap pernyataan 
yang diungkapkan oleh wartawan melalui   
wawancara   personal  untuk  mendapatkan  
informasi  berdasarkan pengalaman wartawan 
sendiri dalam memaknai liputan kekerasan 
terhadap perempuan dan anak. Pemilihan subjek 
penelitian dengan  purposive  untuk mengetahui 
seberapa besar informasi berhasil dikumpulkan 
dan telah membentuk pola makna (bracketing)  
berdasarkan perspektif teori yang dibangun, 
dari lima wartawan di Jakarta,  yang  bertugas 
meliput kriminal termasuk  kekerasan terhadap  
perempuan dan anak. 

Hasil
Temuan penelitian menunjukkan masih ada 

kesadaran dan hati nurani serta  komitmen pada 
profesi, standar  profesi yang ditentukan organisasi 
formal, pengetahuan atau jenjang pendidikan 
formal, melayani publik serta  kebebasan pers. 
Tugas  wartawan  bukan  hanya  skill  liputan  saja,  
karena  isi  berita  juga  mengandung  nilai-nilai  
yang  dapat  mempengaruhi  masyarakat. Jadi,  
berita  bukan  hanya  laporan  peristiwa  semata, 
sehingga  bisa  melakukan  fotokopi saja, karena  
berita  mengandung  pesan.  

Namun, ada  beberapa  alasan  untuk   melakukan  
kerjasama  dalam  penulisan  berita,  terutama  
saling  berbagi  informasi.  Selain  pertemanan  
dan  kerjasama,  saling  mengutip  berita yakni 
untuk  kemudahan  dan  tidak  ketinggalan  isu.  
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Kehadiran  media  online  juga  memudahkan  
untuk  saling  intip  dalam  pemberitaan, atau  
mengambil  dari  sumber  yang  sama  yakni  press  
release  atau  kantor  berita.  

Dengan masuk  dalam  Kelompok  Bidang  
Kriminal  Ibukota,  setiap  hari  selalu  datang  
ke  Kepolisian, dengan  tugas liputan kriminal. 
Kelompok  ini  memiliki  agenda sendiri  dalam  
pembinaan  keanggotaan  dan  mempunyai  
kepentingan  yang  sama  dalam  liputan  kriminal. 
Dengan  masuk  menjadi  anggota  kelompok, 
maka  pertemanan  wartawan  menjadi  dekat, dan  
masing-masing  memiliki  catatan  nomor  telepon, 
e-mail,  dan WhatsApps  yang  memudahkan  
saling  bertukar  informasi. 

Ringkasnya sebagai berikut:
 munculnya  berita  yang  homogen  mengenai  

kekerasan pada wanita dan anak adalah  karena  
peristiwa  tersebut sangat  sensitif,  sehingga  tidak 
memungkinkan  pilihan angle, kata dan kalimat 
serta sumber  berita hanya tiga  sisi  yakni  korban, 
pelaku  atau  polisi. Oleh  sebab itu, wartawan 
jarang    ketinggalan  atau  sampai  kehilangan  
berita,  karena  sumber  berita ada  di tempat  
yakni  polisi atau  pelaku  yang  sudah  ditangkap 
polisi.  Lalu, struktur  berita  kriminal  juga  akan  
sama,  karena  angle  biasanya  dipilih  dari  
sudut  why saja berdasarkan  keterangan  polisi  
atau  pengakuan  pelaku dan  korban. Dikatakan, 
berita yang  homogen mengenai kekerasan pada 
anak bukan  berarti  pelanggaran  kode  etik, 
karena liputan sangat sensitif sehingga hanya  
mengandalkan  sumber resmi dari  polisi  saja.

Cukup  bosan karena  bertahun-tahun  meliput  
berita kekerasan pada perempuan dan anak 
dengan sumber  dominan  polisi. Inilah  yang  
menyebabkan wartawan   malas  meliput  peristiwa 
kekerasan yang  lokasinya  jauh, sehingga  mereka  
hanya  mengandalkan  laporan  wartawan  foto  
saja. Wartawan foto  terpaksa  harus  datang ke  
tempat  kejadian untuk  memotret  peristiwa. 
Wartawan foto  juga  bergiliran kalau  akan  

melakukan  liputan foto, dan yang  lainnya  hanya  
menunggu saja. Kemalasan ini  diakui juga karena  
hasil  tulisan  juga  akan  diedit di redaksi  sesuai  
pakem  media. Ada kepentingan redaksi di sini 
untuk menjual berita dengan pilihan kata dan 
kalimat vulgar.

Akibat  kemalasan  ini diakui dapat merugikan 
masyarakat  secara  langsung  atau  tidak  langsung 
karena  pemberitaan menjadi tidak dalam dan 
kurang komperehensif, cenderung  hanya  urutan  
kejadian  saja sehingga pilihan kata dan kalimat 
cenderung cenderung memilih diglosia rendah. 
Masyarakat  tentu  ingin  tahu,  apa  yang  
harus  dilakukan  setelah  ada  sebuah  peristiwa 
kekerasan pada perempuan dan anak atau apa  
kelanjutan  peristiwa  tersebut.    

Juga dikatakan, dengan  bergabung  dalam  
kelompok  sebuah  beat, maka  ada  ketergantungan  
dengan  sesama  teman. Kalau  teman  yang  
biasa  menjadi  sumber  fotokopi  tidak  masuk  
atau  berhalangan  liputan, maka  wartawan  lain  
akan  kebingungan  dan  terpaksa  menulis  berita  
kekerasan apa  adanya. Dengan  demkikian, 
wartawan  akan  kehilangan  kemandirian,  
apalagi  kalau  kurang  dekat  dengan  narasumber  
tertentu.  Dalam konteks  ini,  maka  masyarakat  
juga  akan  dirugikan  secara  langsung  dan  tidak  
langsung, karena  berita  sangat  dangkal.

Jika  hanya  mengandalkan  informasi  teman  
wartawan, diakui  akan  kehilangan  kredibilitas  
kalau  ternyata  informasi  itu  salah. Diungkapkan, 
ada  pengalaman ketika  tidak  hadir  dalam  suatu  
jumpa pers, lalu  minta  informasi  dari   temannya 
saja  yang  ternyata  salah. Akibatnya,  berita  yang  
dibuat  salah  dan  medianya  harus  menanggung  
resiko  kerugian. Secara  ekonomi,  maka  berita  
yang  salah  kutip justru akan  membuat  medianya  
bangkrut  karena  harus  mengembalikan  nama  
baik  narasumber. Untuk membedakan liputan 
diakui yakni  dengan permainan kata dan kalimat 
yang dianggap laku dijual.

Ada efek  samping  dari  pack  journalism  
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ini yakni ikut-ikutan  teman  sekelompok  dalam  
menghakimi  atau  menuduh objek  atau  subjek  
pemberitaan. Secara  sadar mereka  mengakui hal 
ini  melanggar  kode  etik, terutama dalam pilihan 
kata dan kalimat vulgar.

Berita-berita  fotokopi  biasanya  hanya  berita  
rutin  atau  berita  jumpa  pers. Masing-masing  
informan  masih  memiliki  hak  milik  terhadap  
berita  yang  diperoleh  secara  ekslusif  atau  
wawancara  khusus. Menurut informan,  berita  
rutin  hanya  untuk  menambah  nilai  kredit 
saja,  sementara  mereka  tetap  berambisi  untuk  
menyaingi  temannya  dengan  mencari  berita  
ekslusif,  meski  sangat  jarang  sekali  karena  ada 
tugas  rutin lainnya di  pos-pos  liputan. Setiap  
kementerian  mempunya  acara  cukup  padat,  
sehingga  banyak  juga  berita  rutin. 

Diakui juga bahwa ada nilai positif  dan  
negatif  dalam  melakukan pack  journalism.  
Positifnya  adalah   informan  tidak  ketinggalan  
apalagi  kehilangan  isu, menambah  teman dan  
narasumber. Namun, negatifnya  adalah  menjadi  
tidak mandiri  dan  sulit  untuk  membuat  berita  
ekslusif  karena  mau  tidak  mau  juga  harus  
berbagi  pada  teman, dan berita  menjadi  tidak  
mendalam  dan  kurang  sentuhan kemanusiaan, 
kurang  kreatif  memilih  angle  serta meredupnya 
kepekaan  dalam  penggunaan kata dan kalimat.  

Diskusi
Tugas  wartawan  bukan  hanya  skill  liputan  

saja,  karena  isi  berita  juga  mengandung  nilai-
nilai  yang  dapat  mempengaruhi  masyarakat. 
Jadi,  berita  bukan  hanya  laporan  peristiwa  
semata, sehingga  bisa  melakukan  fotokopi saja, 
karena  berita  mengandung  pesan.  Namun, ada  
beberapa  alasan  yang  mendorong  wartawan  
dengan  sesama  wartawan  perlu  melakukan  
kerjasama  dalam  penulisan  berita kekerasan ,  
terutama  adalah  untuk  saling  berbagi  informasi.  
Selain  pertemanan  dan  kerjasama,  saling  
mengutip  berita  adalah  untuk  kemudahan  dan  

tidak  ketinggalan  isu.  Kehadiran  media  online  
juga  memudahkan  untuk  saling  intip  dalam  
pemberitaan, atau  mengambil  dari  sumber  yang  
sama  yakni  press  release  atau  kantor  berita. 

Persoalan di balik pack journalism dalam 
liputan kekerasan pada perempuan sampai 
sekarang adalah bagaimana cara menulis berita 
kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini 
menyangkut kompetensi berbahasa. Setiap kali 
meliput  peristiwa, apakah hasil  fotokopi  atau  
liputan  langsung, pada hakikatnya wartawan 
sedang berdialog atau  bertutur  dengan 
pembacanya. 

Dengan kompetensi  berbahasa  yang baik, 
maka baik pula efek tulisan  dan pembaca akan 
bertindak sesuai dengan  yang diharapkan media. 
Kompetensi berbahasa wartawan akan tampak 
pilihan kalimat dalam  membangun   peristiwa  
kekerasan. Setiap kata dan kalimat yang  dipilih 
pada dasarnya memiliki tiga kekuatan sekaligus 
yakni   daya lokusi, daya ilokusi dan daya 
perlokusi.  Judul  berita seperti : “Gara-gara 
minta uang belanja, seorang istri dijedotin ke 
tembok berkali-kali  hingga berdarah-darah 
sampai tewas” atau “Abadi  mencekik istrinya”, 
dengan daya ilokusi dan perlokusi akan memiliki 
kekuatan tertentu  yang berpengaruh pada 
pembaca. Yang terjadi  sekarang ini  adalah  
justru  tidak  hanya dekriminalisasi saja tapi 
juga berkembang menjadi  disentifikasi karena 
masyarakat  tidak  lagi  sensitif  terhadap  tindakan  
kejahatan  akibat  sudah  terbiasa  dengan berita  
kekerasan yang disajikan di media. Pos Kota dan 
Lampu Hijau  dengan headline hampir setiap hari 
tentang kekerasan pada perempuan  dan anak 
adalah koran paling laris di Jakata. 

Art inya,di  bal ik  pack journal ism , 
permasalahannya bukan sekedar kopian berita, 
tapi bagaimana mengolahnya dalam bahasa 
pilihan untuk kebaikan masyarakat luas. Telah 
terjadi retak simbol komunikasi atau retak bahasa 
yang tercermin dalam sejumlah laporan kekerasan 
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terhadap perempuan dan anak  di  media. Sebuah 
penelitian, ada 22  kata yang  digunakan untuk  
menggantikan kata perkosaan  yaitu antara lain 
merenggut  kegadisan, mencabuli, menggauli, 
menggagahi, dianui, dinodai, digarap. 

Teknik penyajian informasi yang berlebihan 
dan merugikan orang menunjukkan ada retak teks 
atau kekerasan simbolik, atau dalam pragmatik 
disebut penyimpangan bidal (maxim)  kesantunan 
berbahasa. Paul Grice (1996) sudah lama 
memperkenalkanan kesantunan berbahasa dengan 
Prinsip Kerjasama (Cooperatives Principles) 
sebagai sarana menjalin komunikasi dalam 
konteks apa pun, termasuk dalam pemberitaan 
kekerasan terhadap perempuan dan anak di media 
massa. Tulisan di media juga merupakan tindakan 
komunikasi yang menuntut kerjasama antara 
wartawan dengan masyarakat. Empat prinsip 
dalam kerjasama tersebut yakni kualitas (sumber 
informasi bermutu), kuantitas (jumlah informasi 
cukup), relevansi (data informasi memiliki 
keterkaitan) dan  manner (tidak menyakiti orang 
lain).  Dengan kesantunan berbahasa di media, 
maka menulis berita kekerasan bukan sekadar 
persoalan teknis semata, tapi mendorong wartawan 
untuk melihat fakta bukan sekadar fakta, dan detail 
peristiwa bukan sekadar cerita urutan kejadian 
kekerasan. Pelanggaran  Prinsip  Kerjasama ini 
justru dapat memicu kekerasan lanjutan, baik 
secara langsung atau tidak langsung. Dengan 
menyebutkan identitas korban atau pelaku yang 
masih anak-anak berarti media telah melanggar 
Prinsip Kerjasama itu. Wartawan dengan 
kepekaan berbahasa masih rendah ditambah 
lagi dengan kesenangan menggunakan kata-kata 
vulgar dalam berita mengenai kekerasan terhadap 
perempuan dan anak, juga sekaligus menunjukkan 
ada hubungan kuat antara kompetensi berbahasa 
dengan profesionalisme wartawan dan kualitas 
penampilan media, karena apa yang disajikan  
media  pada  dasarnya adalah bahasa. 

 Bahasa media dalam liputan kekerasan 

terhadap perempuan dan anak juga mencerminkan 
kualitas media. Konsep journalistic quality 
adalah bentuk kualitas penampilan media secara 
keseluruhan yang  dilihat pada sejauh mana 
tingkat kebebasan dan independensi,  ketertiban 
dan solidaritas,  keanekaragaman dan akses, 
objektivitas dan kualitas informasi, serta  kualitas 
budaya media tersebut. Prinsip ini  menuntut 
profesionalisme wartawan (McQuail, 1996).

Praktik pack journalism dalam  liputan 
kekerasan terhadap  perempuan dan anak 
sangat bertentangan konsep kualitas media. Ada 
hubungan kuat antara profesionalisme dengan 
organisasi media dan kualitas jurnalistik. Mcleod 
dan Hawley (2004) telah mengembangkan 
instrumen untuk mengukur profesionalisme 
wartawan  yang dapat mempengaruhi kualitas 
jurnalistik yakni ethical standard, memiliki 
kebebasan dalam pekerjaan, lebih berpendidikan, 
lebih kritis, tidak tertarik untuk pindah ke lain 
pekerjaan di luar jurnalistik dan kurang berambisi 
dalam masalah uang dan prestise. Perry (2007) 
mengajukan konsep self censorship  sebagai 
ukuran profesionalisme wartawan yakni bentuk  
kemampuan wartawan dalam proses seleksi atau 
sensor diri secara intelektual ketika dia dihadapkan 
pada pilihan untuk  semua pihak secara positif 
karena tidak semua peristiwa layak diberitakan. 
Ukurannya adalah kepekaan, kritis terhadap fakta,  
berfikir kontekstual, kompetensi di lapangan serta 
nilai-nilai wartawan itu sendiri. 

Dalam kenyataannya, hampir semua berita 
mengenai kasus kekerasan terhadap  perempuan 
dan anak sampai  sekarang  masih menggunakan 
bahasa  yang justru  menjadi  beban  penderitaan  
lanjutan  bagi  perempuan dan anak, karena media 
menjadikan berita tersebut sebagai  komoditi  
jurnalistik yang laku dijual. 

Lamberth (2001) mengemukakan konsep 
committed journalist enam kriteria untuk 
mendefinisikan komitmen wartawan profesional 
yaitu: bekerja sebagai wartawan penuh waktu, 
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memiliki komitmen pada profesi, standar  profesi 
yang ditentukan organisasi formal, memiliki 
pengetahuan atau jenjang pendidikan formal, 
melayani publik serta memiliki kebebasan pers. 
Sebelumnya, Picard  (2000)  menunjukkan bahwa 
untuk mengukur profesionalisme wartawan tidak 
bisa hanya dilhat pada karya atau pelayanan publik 
semata, tapi pada mental activity of journalist 
yang dapat menghasilkan nilai dalam berita, 
feature, komentar atau foto-foto jurnalistik, serta  
information gathering yakni proses aktivitas 
wartawan mencari dan mengumpulkan informasi 
yang didukung dengan pengetahuan. Bagaimana  
dengan praktik pack journalism dalam liputan 
kekerasan pada perempuan dan anak? Ini jelas 
penilaiannya, tidak professional.

 Wartawan professional pada hakikatnya 
adalah pekerja intelektual, sama halnya dengan 
peneliti atau ilmuwan yang memulai pekerjaannya  
dari pemikiran kritis mengenai suatu fenomena 
dalam masyarakat, lalu mencari jawabannya 
melalui investigasi atau wawancara mendalam 
untuk kemudian diseleksi  dan disebarkan bagi  
masyarakat.  

Seorang ilmuwan  Jerman,  Siegfried 
Weishenberg, memperkenalkan empat macam 
kompetensi yang diperlukan seorang wartawan 
agar bisa melakukan pekerjaannya dengan 
baik: (1) kompetensi profesional, misalnya, 
melakukan editing, seleksi informasi, memahami 
komunikasi dasar dan sebagainya; (2) kompetensi 
transfer, misalnya, penguasaan bahasa, presentasi 
informasi, berbagai genre dalam jurnalisme dan 
sebagainya; (3) kompetensi teknis, misalnya, 
komputer, internet, disain grafis dan sebagainya; (4) 
kompetensi tingkat lanjut, misalnya, pengetahuan 
terhadap isu liputan tertentu, ilmu-ilmu sosial, 
bahasa asing dan sebagainya (Hanitzsch, 2001). 
Proses internal dan eksternal  seorang wartawan 
merupakan faktor penting  dalam menghasilkan 
berita atau tulisan berkualitas. Namun, wartawan 
tidak bekerja sendirian, dan sebagai karya kolektif 

maka peran redaktur menjadi penting.  Dengan 
terbatasnya kepekaan berbahasa,  di samping 
latar belakang pendidikan wartawan, maka 
dapat dimengerti  alasan mengapa wartawan 
masih menemui banyak hambatan dalam liputan 
kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Simpulan  
Kesantunan berbahasa di media massa, 

terutama dalam liputan kekerasan terhadap  
perempuan dan anak, sampai sekarang belum 
menjadi perhatian wartawan dan media massa. 
Bahasa di media bukanlah sesuatu yang bebas 
nilai, dan uniknya tidak pula sepenuhnya dalam 
kontrol kesadaran. Bias  yang berasal dari  bahasa  
media  adalah  bias  yang  sesungguhnya  amat  
berbahaya, ibarat  musuh  yang  menikam dari 
belakang. Kaidah-kaidah jurnalistik tidak dapat  
mengabaikan prinsip kesantunan berbahasa, 
apalagi  menyangkut  perempuan dan anak sebagai  
pihak  yang  dirugikan.

Faktor latar belakang wartawan, termasuk 
pendidikan dan motivasi menjadi wartawan  juga 
menjadi penting bagi dirinya sendiri untuk tampil 
sebagai wartawan profesional. Masyarakat  pada 
dasarnya tidak bisa melihat berita besar yang 
dihasilkan wartawan sebagai karya wartawan itu 
secara individual, karena kerja di media adalah 
karya kolektif. Ada campur tangan redaksi dan 
pemimpin  redaksi di dalamnya.  

Dengan demikian, untuk memahami gambaran 
makna kualitas jurnalisme  pada  wartawan peliput 
kekerasan terhadap  perempuan dan anak, perlu 
juga melihat hubungan antara sosok wartawan 
profesional dengan sikap masyarakat, manajemen  
media, pola kerja wartawan, kondisi keluarga 
wartawan, pertemanan dengan kolega wartawan, 
kesejahteraan wartawan.  

Di sinilah peran pendidikan jurnalisme, 
dengan terus menerus  menumbuhkan kepekaan 
berbahasa, untuk melahirkan wartawan 
profesional, agar  makna kualitas jurnalisme 
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dimulai dari dalam diri wartawan itu sendiri, 
karena media massa adalah definig agency  bagi  
konsepsi  masyarakat  tentang  suatu realitas sosial 
kekerasan terhadap perempuan dan anak.  (art/…)

Artini
Dosen STIKOM The London School of 

Public Relations - Jakarta
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KOMPAS  YA  PAK  
JAKOB, PAK  JAKOB  

YA  KOMPAS 

Pernak-Pernik

Ketika  membaca  judul  bukunya saja,  
langsung  terasa  dekat  dan  santai,   mungkin  
karena  informal: Yuk, Simak Pak  Jakob  Berujar,  
namun  baru  awal  eksplorasi,  ternyata  isinya  
sangat  sarat   dan  cukup  berat  karena  penuh  
dengan  butir-butir  falsafah  kehidupan.   

Agaknya  bukan  hanya  wartawan  Kompas 
atau  karyawan  Kompas  Gramedia  saja  yang  
boleh  bangga  memiliki  Pak  Jakob  Oetama  
sebagai  pemimpin, orangtua dan  mahaguru,  juga  
dapat  dipastikan masyarakat  dan  para  pembaca  
Kompas  akan  memiliki  perasaan  sama. Kompas 
ya Pak Jakob, dan Pak Jakob  adalah  Kompas. Di  
sisi  lain, nama Pak  Jakob  juga  melekat  secara  
langsung  dan  tidak  langsung  dalam  sejarah  dan  
sistem pers  Indonesia.

Bagaimana  prinsip dan  pemikiran, kebijakan, 
keyakinan,  falsafah  kehidupan serta sikap 
tokoh  pendiri Kompas-Gramedia ini, sekaligus 
cara pandang  Kompas terhadap suatu masalah,   
ada  80  frase  istimewa  dalam  buku  karya 
Ninok Leksono,  wartawan senior  Kompas ini. 
Sebagian  frase  pilihan ini adalah ungkapan dari  
Bahasa  Inggris, Prancis dan Latin, selain  bahasa  
Indonesia dan Jawa tentunya,  yang  menunjukkan  
kekayaan  intelektual  yang  inspiratif  dari  
seorang  Pak  Jakob.

 Tuturan-tuturan   itu mencerminkan sikap 
dan pandangan Pak Jakob dalam berbagai bidang, 
khususnya media dan pers, politik, manajemen 
dan etos kerja, serta falsafah hidup.

 Pak  Jakob,  juga  sangat fasih  mengulang  
frase-frase  masyhur  dunia,  juga  falsafah  dari  
budaya sendiri,  terutama  Jawa, karena  dia  sangat  
menghayati  kehidupan   dan  mencari makna  dan  
pola  perilaku  individu serta masyarakat.  Jalan  
hidup yang membelokkan perjalanan  hidup Jakob 
Oetama dari  semula ingin menjadi guru, lalu 
menjadi wartawan, dan kemudian juga sebagai 
pengusaha, membuat sosok Pak Jakob amat kaya 
warna, sehingga ujarannya pun sangat bervariasi. 

Ada  tiga identitas dalam  diri  Pak  Jakob  yang  
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diangkat  dalam  buku  ini,  yakni  sebagai  wartawan  
paripurna,  pengamat  politik  yang  andal, dan  
sebagai  pebisnis  yang  sukses. Buku  yang  terbit  
serangkaian  dengan  peringatan HUT ke-85 Pak  
Jakob Oetama  ini bisa jadi jembatan bagi generasi  
penerus  untuk memahami nilai-nilai yang dianut 
serta  ucapan dan ujaran tokoh pers nasional 
dan pendiri Kompas Gramedia, Jakob Oetama. 
	 Ada  80  frase  istimewa  yang  dipilih  
Ninok Leksno, penulis buku Yuk, Simak Pak 
Jakob Berujar,  antara lain  Déjà vu, There’s 
Nothing New Under the Sun, Riding the Wave, 
Frapper Toujours , o Tempora! o Mores!, Jolousie 
d’amitie, We are no angels. 

Semua istilah  istimewa ini  lalu  diuraikan 
oleh Ninok Leksono  secara sederhana dan 
populer. Berbagai  istilah itu sendiri diungkapkan 
oleh Pak  Jakob di berbagai kesempatan. Tuturan 
ini  mencerminkan sikap dan pandangan Pak  
Jakob  dalam berbagai bidang yang dituangkan  
dalam  empat  bab  dalam buku ini  yakni  Media 
dan Pers (h.3 – 44), Politik (h. 47-87), Etos Kerja 
(h.91-132), serta Falsafah Hidup (135-179), 
masing-masing  dengan 20  frase  istimewa.  
 	 Di  bidang  media  dan  pers, ada  frase  
yang  dapat  menjadi  pegangan  wartawan,  seperti  
Wartawan  harus  gumunan   agar  liputannya  tidak  
hambar  karena  sosok wartawan  yang  melihat  
suatu  peristiwa  dengan  penuh  keheranan dan 
keterpesonaan. Pak  Jakob sendiri   menunjukkan  
dirinya  sebagai pribadi  yang  gumunan, misal  
seperti  pada  tokoh-tokoh  pejuang  kemerdekaan  
atau sosok-sosok yang  bekerja  keras  tanpa  lelah  
dan  tidak  perlu  publikasi. 

Ada frase  un jounal c’est  un monsieur  
yang  kira-kira  artinya sebuah  koran  itu adalah  
seorang  tuan. Untuk  menjadi  koran  yang  
bersosok, banyak  sekali  faktornya. Untuk  
menjadi  tuan, surat kabar   haruslah  bersosok  
dan  dihormati  karena  karya jurnalistiknya  hebat, 
mengembangkan  kemanusiaan  dan  bermanfaat  
bagi  masyarakatnya. Oleh  sebab  itu,  wartawan 

meliput  peristiwa  tidak  dengan  hati  dan  kepala  
kosong, tapi  dengan  kompetensi  profesional  
serta  kode  etik ,  payung dan  panduan  nilai 
dan  falsafah  serta  kebijakan  redaksi. Dengan  
berpegang  pada  itu semua, akan  lahir  karya  
jurnalistik  unggul  bermutu  dan  dipercaya.

	 Frase  lainnya  seperti  Jadikan  
peristiwa  sebagai  kapstok  dimaksudkan  oleh  
Pak  Jakob  adalah  untuk  menjadikan  laporan  
jurnalistik  yang bermutu, setidaknya  lengkap  
dan  komprehensif. Dalam keyakinan  pak  Jakob, 
laporan  jurnalistik  yang  baik  juga  memberi  
pembacanya  pemahaman akan  makna  pertistiwa 
tersebut (h.26).  Di  sinilah  pentingnya  frase  
Jurnalisme bermakna,  yakni  peran watawan 
dalam  memperkaya  dan  memberi penafsiran  
atas  satu  berita,  tanpa  mengubah  fakta  yang  
diperoleh  di lapangan. Dengan  menghadirkan  
makna, masyarakat  dapat menjadikannya  sebagai  
bahan  pertimbangan  untuk  mengambil  keputusan  
dengan  lebih  arif. Sebagai  jurnalisme  makna, 
maka  semakin  berat  tugas  dan tanggungjawab  
wartawan (h.29).  

Dalam  frase  Kritik  with  understanding  
dan  Seperti “ koboi   masuk kota”  tampak  
sekali  bagaimana  pandangan Pak  Jakob, bahwa  
dalam  mengajukan  kritik haruslah  memahami   
kultur  yang  hidup  dalam  masyarakat, objektif, 
argumentatif  dan  memberi  jalan  keluar. Di  sini 
tampak  kebijakan  redaksional  Pak  Jakob dalam  
mengelola  Kompas,  di  mana  penyampaian  
kritik tidaklah  harus  sampai  membuat  pihak  
yang  dikritik  itu  terpojokkan  atau  dipermalukan. 
Frase  ini  dimaksudkan  juga   untuk menggugah  
dinamisme  dalam  liputan  agar  satu  masalah   
ditangani  dengan cepat, lugas, dan  tidak  bertele-
tele. Semangat  ini  cocok  di  era  jurnalisme  
digital  yang  menuntut  dinamisme (h.36)

Di  bidang  politik, juga  ada  20  frase,   
antara  lain  Between  mine and  yours,  yang  
menunjukkan  betapa  tinggi  perhatian  Pak  
Jakob  terhadap  penanganan  masalah  korupsi  
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di  Indonesia, apalagi  semakin banyak yang  
ditangkap  karena  kasus  korusi namun  jumlah  
pelaku juga  semakin  bertambah. Bagi  Pak 
Jakob,  pelaku  korupsi  adalah  orang  yang gagal  
menghormati  perbedaan “antara  milikku  dan  
milikmu”.  Hal  ini  bisa  jadi  karena  produk  
salah  didik,  atau  kebiasaan  lingkungan tertentu, 
kemerosotan moral  atau  menganggap  enteng  
perbedaan  milik  orang  dan  milik  sendiri.

 Pada frase  Frapper  toujours  yang secara  
harafiah  berarti  ketuklah  selalu  atau  jangan  
berhenti  mengetuk  adalah  nasehat  Pak  Jakob  
yang  pas  untuk  wartawan   yang  kadangkala  
diterpa  kebosanan. Wartawan  hendaknya   jangan  
pernah bosan  dalam  mengingatkan  warga  untuk  
membangun  kebersamaan  dalam  mencapai  
tujuan  nasional. 

 Apabila  dikaitkan  dengan  frase Power tends 
to corrupt, maka tampaklah  hubungannya  dengan  
berita  tentang  pejabat  yang  ditangkap   karena  
kasus  korupsi atau  kasus  lainnya  yang  terkait  
dengan  tokoh-tokoh  berkuasa.  Bagi  Pak  Jakob,  
pertama,  tidak  heran  jika  ada  pengungkapan  
kasus  yang  melibatkan  penguasa, dan   kedua,  
ada  unsur  mengingatkan  manakala  ada  
seseorang  yang  diberi  amanah  kekuasaan maka  
ada  kecenderungan  dan  godaan. 

Dikaitkan  dengan  frase  Nobless oblige,  
dimaksudkan  agar siapa  pun  yang  di  atas,  
karena  keturunan, pangkat  dan  jabatan, memiliki  
kewajiban  untuk  bersikap  dan  berperilaku  
luhur, ramah, baik  hati  atau  dermawan, berbagi  
kekayaan dan   kepandaian serta  bakatnya. Hal  
ini  sangat  relevan  mengingat  banyak  pejabat  
yang  hanya  menikmati  posisi  mereka,  padahal  
di  balik  itu  ada  kewajiban  dan  tugas  karena  
yang  diterimanya  adalah  amanah. 

	 Di  bidang  etos  kerja,  frase  Arrive  
menunjukkan  sosok  Pak  Jakob   sebagai  
wartawan  sepanjang  hayat. Pada  usia senja, 
85 tahun, tokh  Pak  Jakob  masih rajin datang  
pagi-pagi   ke  kantor    Dengan  frase  ini, Pak  

Jakob  ingin para  juniornya  punya  visi  dalam  
hidupnya,   tidak  asal  menjalani  hari  tanpa  
tanpa  arah  dan  cepat  merasa  telah  sampai  di  
tujuan.  Pak  Jakob  menjadi  role  model  bagi  
wartawan dan karyawannya,  terutama  bagi  anak  
muda  yang  masih  memiliki  cita-cita  tinggi 
untuk  terus  bekerja  keras  dan  bekerja  cerdas 
dan  memiliki  hasrat berprestasi. Bahkan  ketika  
seseorang  memasuki  usia  pension  pun, masih  
perlu  menghidup-hidupkan  semangat   hidup  
dan kejiwaannya.

	 Frase  ini  kuat sekali  hubungannya  
dengan  frase  Baik saja  tidak  cukup,yang  
artinya  jika seseorang  masih  bisa  mencapai  
yang  terbaik  berarti  tidak  boleh puas  dengan  
hasil  baik saja. Bagi  Pak  Jakob, dalam  konteks  
tuntutan  kerja  modern,   selain  baik,  menguasai  
bidangnya,  seseorang  itu  haruslah  berkarakter, 
berintegritas, dan  bisa  dipegang  bicaranya. Oleh  
sebab itu,  dalam  frase  Bekerja  haruslah  all 
out, total, maka  jadi  wartawan  itu  hatus total.    
Artinya, pintar  saja  tidak  cukup, baik  saja  tidak  
cukup, dan  bagi  Pak  Jakob, perlu  etos  kerja  all 
out. 

Dalam  jurnalistik, Pak  Jakob  sering  mengacu  
pada koran The New York  Times  yang  diakui  
memiliki  standar  jurnalistik  istimewa  di  dunia, 
dan  melahirkan  banyak  wartawan  dan  penulis  
yang  mendapatkan  Hadiah  Pulitzer  yang  sangat  
bergengsi (h.91). 

Oleh  sebab  itu,  wartawan  bekerja  Jangan 
seperti  ular,  menulis  berita  hebat, tapi setelah 
itu tidak  produktif. 

	    Di  bidang  falsafah  hidup ,  ada  
beberapa  frase yang  secara kuat  menunjukkan  
Pak  Jakob  adalah  sosok  yang  selalu  bersyukur  
dengan  menempatkan  Allah  dalam  karya  
dan  pengabdiannya dan  selalu tabah  dalam  
menjalani  kehidupan  yang  tak  selalu mulus. 
Dalam frase  Bulan  Purnama  dan  lembah  air  
mata,  misalnya, digambarkan   bahwa  Pak  
Jakob   senang  bicara  menggunakan  metafora 
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terutama  jika  mendengar  cerita  tragis. Bulan  
purnama  melambangkan terang  dan  keindahan. 
Semua  insan  menginginkan kehidupan  yang  
selalu  damai, indah, menyenangkan dan  
membahagiakan, baik  dalam  keluarga, pekerjaan  
dan  karir  di  masyarakat.  Namun,  dalam  realitas,  
kehidupan  semacam itu tak  selalu  ada. Meski  
semua  keadaan,  menurut  Pak Jakob,  juga  harus  
disyukuri,  tetapi  tak  bisa  dipungkiri  cobaan 
hidup  tak  kurang-kurang  kadarnya (h. 142).  

Dengan  menyebut metafora Lembah  air 
mata, menunjukkan  kesedihan  yang  tidak  
main-main  karena  banyak sekali  kesedihan  
yang  menerpa  negeri  ini. Bencana alam, banjir,  
kekerasan  terhadap  perempuan dan anak, jumlah  
korban narkotik  yang  meninggal  dan  korban  
teroris  yang  terus  bertambah,  agaknya  satu  
lembah  saja  mungkin  tidak  cukup  menampung  
air  kesedihan.

Pak  Jakob  hanya  ingin  berpesan, manakala  
menghadapi  kesedihan  dalam  hidup, janganlah  
kecil hati.  Ini  dikuatkan  dengan frase  Gusti  
Allah ora  sare  yang  juga  mewarnai  kehidupan  
Pak  Jakob  dengan   menunjukkan  pentingnya  
doa  dan  keikhlasan  daam  menghadapi   berbagai  
peristiwa.

Frase  We are  no  angels,  menggambarkan   
bagaimana  keterbatasan  seseorang  karena  dia  
bukanlah  malaikat. Dalam  banyak  hal, Pak  
Jakob  mempercayai,  bahwa  pada  dasarnya  ada  
banyak  kebaikan  ada  diri  manusia,  sehingga  
jarang  ada  purbasangkan  pada diri  Pak Jakob 
(h.166). 

Meski  demikian, Pak Jakob  mengingatkan  
jangan  luguten  karena  lugut  yang  ada  di  hati 
akan  menusuk-nusuk  hati  orang  lain,  baik  
melalui  gaya  bicara  atau  tindak  tanduk. Di  
sinilah  pentingnya pertemanan  atau  persaudaraan  
yang  tulus  dan  jauh  dari  sikap  iri  dan  dengki.

Buku ini sekaligus  menunjukkan  bagaimana  
menjadi  seorang  pemimpin  media.  Masih  banyak  
wartawan  di  media  yang  mengungkapkan  

ketidaknyamanan dalam  ruang  redasi  hanya  
karena  bos  suka  memaksakan  kehendak  dengan  
suara  keras  sambil  menggebrak  meja. 

Berbeda  dengan   Pak  Jakob  yang  selalu 
mendengarkan  penjelasan  wartawan  yuniornya. 
Bahkan  ketika  hendak  menghentikan  suatu  
liputan,  ia  pun  mengajukan  pertanyaan,  bukan   
langsung  dengan  kekuasaan  menyetopnya.

Buku  yang  ditulis  Ninok  Leksono  dengan  
tuturan  ringan  dan  santai , bahkan  jauh  dari  
menggurui,  kian dirasakan penting ketika  
masyarakat   sedang  mencari  sosok  atau  figur   
dengan  kata  dan  laku yang  sejalan.

Kepemimpinan  dan  keteladanan Pak  Jakob  
melalui  pilihan  frase  istimewa  yang  sarat  nilai  
dalam  tulisan  Ninok  Leksono,  agaknya  tidak  
hanya  penting  untuk  wartawan  yang  masih  
bercita-cita  menjadi  wartawan  professional,  
atau  bagi  pemimpin  media  yang  ingin  dicintai  
juniornya,  tapi  juga pribadi-pribadi   yang  
memiliki  hasrat  menjadi  manusia  Indonesia  
yang  amanah. (Artini) 
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